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ABSTRAK

Nama : Annissa Kusuma Hapsari
Program Studi : Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : Harmonisasi Penyidikan Tindsk Pidana Pencucian Uang dalam

Sigtem Peradilan Pidana di Indonesia

Tesis ini membahas mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana
pencucian vang. Indonesia memiliki PPATK sebagal Financial Intelligence Unit
yang hanya bersifat memberikan informasi kepada Polri dan Kejaksaan R1. Hasil
laporan analisa yang disampaikan cleh PPATK belum cukup memadai untuk
dilakukan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidans pencucian uang. Maka
dapai dikatakan bahwa rezim pemberantasan tindak pidana pencucisn uvang &
Indonesia belum bedfalan dengan maksimal. Selain ity apabila penvidik {(selain
Polri) menemukan adanya indikasi perbugtan pencucian vang, namun penyidik
tindak pidana asal w@rnyata tidak memiliki wewenang untuk melakekan
penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk itu perlu diberi kewenangan
untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang kepada penyidik
tindak pidana asal {ondli investigators system).

Kata Kunei:
Pencucian uang, PPATK, Penyidikan,
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ABSTRACT

Name : Annissa Kusuma Hapsari
Study program - Criminal Justice Sysiem and Law Concentration
Judul : Harmonization of Money Laundering Investigation in Criminal

Tystice System at Indonesia

The focus of this studi is about authority in money laundering
mvestigation in Indonesia, indonesia has PPATK 45 2 Financial lotelligence Unit
that only feeds informations to Police and General Attomey. The informations
that given by PPATK is not enough 0 start an money laundering Investipation,
That is why we can say Indonesian anti mosney lsundering rezim is not ninning
effectively. The problem occurs, when an investigator {except Police) finds some
money laundering offences from predicate crime that they are investigating, but
that investigator does not have investigation authority. That is why some
mvestigators of predicate crime need giving investigation authority of money
laundering (mult} investigators system).

Key word:
Money faundering, PPATK, Investigation.
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BAB1
PENDAHULUAN

L1, Latar Belakang Masalah
Kemajuan teknologl  imformasi  dan  globalisasi  keuangan
mengakibatkan makin mendonianya perdagangan barang dan jasa sesta
arus finansial vang mengikutinya, Kemajuan tersebut tidak se!amanyﬁ
berdampak positif bagi negara ataus masyarakat, Disadari atay tidak
perkembangan iimu pengetahuan dan teknofogi juga mempunyai
hubungan yang selaras dengan perkembangsn kejahatan. Keizhatan-
kejahatan berdimensi baru telzh muncul dengan modus operandi vang
baru yang melintasi batas yuridiks! suatu negara. L ,
Seiring dengan laju perkembangan pembangunan di Indonesia, ; oo
berkembang pula benmb-bentuk kejahatan di tengah-tenpah mosyarakat.
Kerahatan merupakan bagian dalam kehidupan masyarskat, dimana ada
masyarakat maka disitulah hadir kejshatan. Kejahatan merupakan geiala
sosial yang senantiasa dikadapi oleh sehuruh masvarakat di dunia ini
Kejahatan sangat mercssbkan dan mengganggu kehidupan masyarakat o
sebingga menjadi suatu permaseishan tersendivi dalam masyarakat. Pada
dasarnya masyaraket menginginkan kehidupan vang teratur dan harmonis
agar didak teriadi kelegangan-keteganpan vang mengancars kehidupan
sosial (kemasyarskatan) sehingga kejahatan menjadi masalah  sosial
sendiri. R

Eksistensi kepahatan sudsh ada semenjak masyarskat itu sda, oleh
sebab itu kejahatan dikatakan ofeh Benedict § Alper sebagaimana dikutip
olch Barda Nawawi Arcl, kejahatan adalah sebagst “The oldest social
problem”, Dewasa inl perkembangan kejahatan semakin meningkat,
dibandingkan pada masa-masa yang laly, demikian jugs dengan bentuk
dan penyelesaiannya®. Muladi mengatakan bahwa © giobalisasi yang kini
tengah melanda miasyarakat dunia, fermasuk Fndonesis, tentunya akan

* Sudrts, Hukurn dan Hukuem Pidane, cet. 2, (Alsmni: Bandung, 1981), Het. 102,
# Barda Newawi Aricf, Kebijakan Legisiatif Dalars Penanggutangan Kejakaten Dengan
Pidarz Penjare, {0V, Arenta; Semareng, 19%4), Hel. 11,
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berpengaruh pula  bentuk-bentuk  kejzhsian  dan ussha.ussha
penanggulangannya di masyarakat. “} Semakin majunya ora globalisasi
dan informast sekarang ini, kemaiuan tersebut tidek selalu moembawa
dampak positip bagi ncpara maupun masyarakal, Kemajuen justr dapa“t
membawa  sarams yang  “subur”  bagi  berkembangnya  Kejahatan,
khususnya kejahatan kerah putih (white collar crime) dan kejahatan akan
selalu mengiringi perubahan yang terjedi dalam masyarakat. Hal itu

seiring dengan apa yang telah dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro:

Dilihat dari segi pandang kriminologi, meningkataya kejahatan harta
bends pada umumnya {properiy crimes in general) dalam masa seperti
ini, Hidaklah perlu mengejutkan. Pengalaman beberspe negara
menunjukkan, bahwa dimana dalam masyarskat lerjiadi “perubahan
dalamn  kegintan ckonomi masyarskat” (baik  menvrun, maupun
meningkat), disana akan terlthst lonjakan kenaikan kejahatan terhadap
harta henda (pemcurian, perampokan, penipuan, penggelapan, dil).
Yang memang mengeiutkan adalah bahwa macam kejahatan terhadap
harta benda yang terjadi akhir-akhir ini meliputi jumlab-4umiah vang
yang mencapai milyaran rupigh dan telah terjadi pula peningkatan
terhadap kejahatan dengan objek bidang perbarkan.

Pelaku kejshatan selsly berusaha menyelamatkan wvang hasil
kejahatannyza melalui berbagai cara, salah satunya dengan cara pencucian
uang {money laundering). Kegiatan pencucisn vang sudah menjadi bagian
vang integral deri kehidupan dunia keiahatan. Hal vang sanga! sering
dirasakan akan totapi sukar untuk dibuktiken, dan dikenal dengon pama
money laundering, yang merapakan bentuk keiahatan yang seringkali
inkerent dengan kejahatan kerzh putih ataw white collar crime.”

* Muladi, Kapita Selekia Sistem Peradilan Pidana, Cet. JI (Badan Penerbit Universitas
Diponsgoro: Semerang, 2004}, Hel ix (Pendahuluan)

? Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekoromi dan Kejohatan, Kumpulan
Karengan Bulta Kesate, (Pusal Peluyangn Keadilen den Penpabdion Hukum D5 Jokarts, 19943,

© Hal 53,

* Herloistuti Hadolsnows, “Kriminalisasi Pencucian Uang {Money Laundering)”
Mukaish disampaiken pada Vides Conferonce Nasions! mengensi  Undeng-Undeng Ant
Pencucian Uang, KonsH Masshah Ands dan Peleporen Transskst Kenangen vang disslengparakan
FPATK, BI, UL, UGM, USU, UNDIP, UNAIR dan ELTPS, Oukertntengps! 29 Mel - Okuober
2004}, Herkristeti Hurkvispowo mengemuksken behwa “promey kamdering dikataken scbagai
saleh saty bentuk keijahatan horsh pullh stay white collar crime,” vanp memitik! bnrakteristik
sebagaimana dikutip dari Hazel Crosll, vaity antars leinc

1. Tidak kasat mala {fone visibitiny)
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Menurit Sutan Remy Sjahdeini, definisi Pencucian Uang adalah
rangkaian  kegiatan yang merupakan proses vang dilakukan oleh
seseoTang atau organisast lerhadap vang haram, yaitu vang yang berasal
dari tindak pidans, dengan wmaksud untuk menyembunyikan atao
menyamarkan asal - usul vang tersebut dari pemerintah atas otoritas yang
berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cars
antara fain den lorotame memasukkan sang fersebut ke dalam sistem
keuangan (financial system)} sehinggs vang terseinst kemudian dapat
dikeluarkan dari sistern keuangan ito sehagai uang yang hatal®

Aktivitas pencucian uang merupakan suaty tindakan atau perbuatan
memindahkan, menggunakan atay melakukan perbuatan lainnya atas basil
dari safs tindak pidana, Aktivitas ini kerap dilzkukan oleh organizaiion
erinie maupun individs yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan
narkotika dan  tindak pidana  lsinnya. Tujuanoya adalah  untuk
menyembunyikan atay mengaburkan asal-usul uasng yang berssal dari
hasi] tindak pidana tersebut, tanpa terdetekst bahwa aset ferschist berasal
dari kegiatan yang ilegal.”

Para pelaku peacucian vang melakukan aksinya dengan maksud
untuk mermindahkan atau menianhkan para pelaku tersebut dari kejahatan
vang menghastikan proceeds of ¢crime. Maksud lainnye adalah untuk
menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigean kepadz pelakunya
serta melakukan re-investasi hasil kejahatan untvk aksi kefahatan
selanjutnya ke dalam bisnis vang sah,

Meiatui tindakan yang melanggar hukum ind, harta kekavaan vang
didapat dari hasil kejabatan divbah menjadi dana vang seolsh-olah borasai

Sangat komplek {complexity’
Ketidak jelesan petlonggung jawaben pidens {diffusion of resporsibiliy}
Ketidak jelasan korkan (diffasion of vielims)
Aturan hukum yang samar st tidek jelss (embiguous erimivd law)
Sulit didetekst dan diluniut {weak detection and and prosecution)

Apabila melihat karakleristik tersebul, memang dapad dildentifikasikan bahwa money
lpundering mompnuhi kerakiezistik yang ¢isebutkan digfes.

@ Sutns Remy Siahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidona Pencucion Vang dan Pembiayaan

Fergrisme. CeL T, (Tekana : Pustaka Utama Grafig, 2007, Hal.S.

T wwnw, ppati go idfcontent php htmV diakses peda langgal 23 November 2008,

2 S o
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dari sumber yang sah atau legal. Modus tindak pidana seperti ini dar
waktu ke wakitu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan
rekayasa keusngan vang cukup rumit. Istilah money faundering telah
dikenal sejak tahun 1934 di Amerika Serikat. Pada saat ta tindak pidana
ini dilakukan olech organisasi tindak pidana “matia” melalui pembelian
perusahaan-penusatiaan  pencucian pakaian {(fawndry) yang kemudian
digunakan cleh organisast tersebnt sebagai terapat “pencucian vang” yang
dihasitkan dari bisnis  illegal seperti  perjudian, pelacuran, dan
perdagangan miounn keras® Financial Action Task Force (FATF), yaitu
sebuah organisast yang bertujuan membebaskan bank darl praktik
pencucian vang (money laundering memperkirakan jumish uang yang
diputihkan setiap tahun diseluruh dunia melalui transaksi bisnis haram
narkotik berkisar antara USS 300 milyar dan USS$ 500 milyar.”

Pencucian wang wemiliki dampak yang lwar biass meskipun
secara langsung tidak meragilcan orang tertentu atau perusahaan tertenty,
karena pencucian uang tidak seperti halnya perampokan, pencurian atau
pembunuhan yang ada korbannya dan yang menimbulkan kerugian bagi
korbannya, '°

John Mclowel dan Gary Novis sebagaimana dikutip oleh Sutan
Remy Sjahdeini tehah mengemukakan beberapa dampak dari pencucian
uang, vaitu ;"

1. Merongrong sektor swasta yang sah, karcna para peiaku
pencucian vang sering menggunakan perusahaan-perusahaan
untuk mencampur vang haram dengan vang yang sah.

2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan, yaitu lembaga-
lembega keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada vang
hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuidasi karena dana
tersebut sewakiu-waktu dapat menghilang atau dipindahkan.

3, meagakibatkan hilangnya kendali pemerintah  terhadap
kebijakan ekonominya.

® Yunus Husein, *Upsyz Penanggulangan Tindak Pidens Pancucian Usng (money

L&andeﬁﬁg}” Makalah disssnpaikan dalam Serainar Nasional Meagenai Tindok Pidana Penicucian
Usng, diselenpgaraiam oleh Universitas Sumatera Utera, (Medan tanggat 30 Oktober 2002), Hal 1-

® Suten Remy Siahdeini, Op. Cir, Hal 10-11.
' tbid, Hal 15.

" Ibid, Hal 18.23.
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4. timbulaya distorst dan ketidak slabilan ekonomi karerna para
pelaku tidak ierterik untuk mempercieh keuntungan ietapi
hanya vntuk melindungi hasil kejahatannya,

5. mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak,
karena obyek pajaknya tidak dapat diketahui kemana larinya.

6. membahayakan upaya-upaya [rivatisasi perusabsan-perusabasn
negara yang dilakukan oleh pemerintah, karena dengan hasil
kejahatannys, para pelaku mampu membeli saham-saham
perusahasn negara dengan harga vang lebih tinggi ketimbang
calon pembeli lainnya,

7. mengokibatkan rusaknya reputasi negara, karena kepercayaan
pasar akan terkikis.

8. menimbulkan biaya sesial yang tinggi, karenz meluasnya
kejahatan yang mengakibatkan meningkatnya biaya penegskan
hukum dan merawat korban jahatan.

Upaya pemberaniasan prakiek pencucian wang ini memiliki arti
penting apabila melihat dampak vang ditimbulkannya. Dampak tersebut
antars lain berupa instabilites sisters keuangan, distorsi ekonomi dan
kermmgkinan gangpuan techadap pengendalian jumish vang yang beredar.
Selain iy, meningkatnya herbagai tindsk pidana yang menghasitkan uang
atau harta kekayaan. Melihat dampak dari praktik pencocian vang teeschut
maka dapat dijadikan sebagal alasan mengapa praktik pencucian vang
dijadikan sebagai salah satu tindak pidana. Bahkan tindak pidana
Pencucian vang tersebut bukan hanys merupakan kejzhatan nasional
tetapt juga merupakan kejahetan Transnasional “Transnarional Organized
Crime”, yaitu kejahatan yang melewati batas-batas wilayzh Negara yang
terorganisir, hasil kejahatan dari tindak pidana pencucian vang dapat
berads di beboraps negara, dan  penangpulangennye harus dilakukan
bersama-sama dengan negara lain, '

Pendekatan  anti money loundering  diperkenalksn  oleh
Perserikatan Bangsa-bangsa sejak tahun 1988 dengan digahkannya
Konvensi Wina tentang perdagangan gelap narkofiks dan psikott‘tz;z%k&”

¥ Imman Sanloss, “Aspek Pidana Internasions! Kzjshatan Money Laundering™, Rangkaian

Lokskarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawssan Hukem Bisais Lainnva, €lakaria, 20430
Oktober 2002}, Hat 152,

 The 1988 UN Convention agsinst Bilisit Traffic in Narcotic Drags and Pshyootropic

Substances, December 19 1988 (e Vienna Convention) dalam Bards Nawawi Arief, Kopita
Selehra Huknm Pidora, (Bundung: Cirm Adhitys Bakti, 2603), Hal 167,
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Indonesia mengesabkan konvessi ini melalui Undang-Undang (UU)
Nomaor 7 Tahun 1997, Berdasarkan konvensi Wina tersebut kemudian
[ndonesia membuat UL Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Menindaklanjusl ratifikasi konvensi Wina tersebut, pemerintah
Indonesia telah mengambil langkah untuk membust rezim pemberantassas
pencucian uang dan mengundangkanaya dalam Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2002 scbagaimana telah divbsh menjadt Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidass Pencucian {lang arau
Money Laundering pada tanggal [3 Oktober 2003, Alasan pemerintah
Indonesia membuat undang-undang tindak pidana pencucian uang tersebut
adalah sebagai usabha pemberantasan kejahatan di Indonesia dan alasan
politis yaitu usaha umuk menghindari senksi {counfer measures) dari
negara-negara yang bergabung dalam Fimeneinl Action Tusk Foree On
Maney Loundering (FATF), karena apabila Indonesia belum meratifikas
Undang-andang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang maka akibatava
Indonesia dimasukkan kedalam daftar Negars vang Non Cooperatives
Couniries And Territories (NCCT's). Hal ini akan menjadikan indonesia
menderita kerugian yang luar biesa, dunia perbanian dan dunia usaha yang
akan sanga! menderita™* Akibat yang paling ringan adalah lembaga-
fembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tingg! terhadap setiap
transaksi yang dilakukgn dengan lembaga-lembaga keuanpan luar negeri.
Yang lebih berat, pemutusan hubungan korespondensi bank-bank
internasional dengan bank-bank di Indonesia sehingga dapat mengganggy
perdagangan di Indoncsia. Lebih ekstrin lagl vaitu dicabutnya lisensi
bank-bank yang beroperasi di luar negerl. Pemutusan investasi  di
Indonesia yang kemudian akan berdampak negatif bagi pertumbuhan
tnvestasi di Indonesia. Kemudian dampak bagi perdagangan adalah lefter
of credit (L/C) yang dikeluarkan oleh lembaga ksuangan Indonesia akan di
tolak sehingga kegiatan ekspor dan impor akan berhenti,'”

% Sadpuna, Jamgan Sepelekan Sarksi FATF Mengenai Pencucian uang, {Koswgns,

tanggal 7 Agustus 2003}, Hal 44,

* Ibid.
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Langkah-langkah yang lebih serivs diambil oleh Pemerintsh
dengan membeniuk jembapa yang khusus menangani tindak pidana
pencucian  uang, lembags  khusus  tersebni  merupakan  Finencial
freeligence Unit (FIU), Suatu FIU adalah suatu lembaga atau kamtor yang
menerima informasi kevangan, menganalisis alau memproses informasi
terschut dan menyampaikannya kepada oloritas vang berwenang uniuk
menunjang upaya-upaya memberantas kegiatan pencucian uang'® FIU
tersebut bekerja pada ssbhuah juringan lintas negara sehingga merupskan
institusi yang berada pada sebuah negara namun berhubungan erat deagan
Fit di scluruh dunia. Dengan adanya pasal 18 ayar (13 Undang-Undang
Momor 15 Tahua 2002 tentang Tindek Pidana Pencucian Uang maka di
Indonesia telah dibentuk Pasat Pelporsn dan  Analisis Transaksi
Kevangan {PPATK]), yaitn suatu badan pemerintzh di bawsh Presiden
vang Independen dalam menjalankan fugasnya. Sedangkan tugas dem
wewenangnya diatur dalem Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
Tentang Tindak Pidanza Pencucian Usng yaitu ;

"mengumpuiican, menyinpan, mengasalisis, mengevaluasi informast yang
diperoleh PPATK sesuai dengan Undang - Undang ini ; memantay catatan
dalam buku dafiar pengecualian yang dibuat olch Perivedia Jasa Keusngan
; membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan
yang mencurigakan; memberiken nasihat dan bantvan kepada instansi
yang berwensng mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan
dilam undang-undang ini ; memberitkan rekomendasi kepada pemerintah
mengenal upaya - upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
penctucian vang; meliporkan hesil analisis transaksi kevangan yang
berindikasi tindak pidana pencucian uang kepads Kepolisian dan
Kejakssan; membuat dan memberikan Isporan mengenai hasi analiss
transaksl keuangan dan kepiatan lainnya secara berkala 6 (epam) bulan
sekali kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan
pengawasan terhadap Penyedia Jlasa Keuangan (PJK), memberikan
informasi kepads publik tentang Kinerjs kelembagaan sepanjung
pemberian informasi tersebut tidak berteniangan dengan undang — undang
ini. Sedangkan wewenang PPATK adalzh meminta dan menerims laporan
dari Penyedia Jasa keuangan, meminta informasi mengenai perkembangan
peayidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencuciun usng yang
telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umam, melakukan audit
terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesual

* Suwian Remy Sjabdeini, ap i, Hat 24,
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dengan ketentuan dalam Undang — undeng ini dan terhadap pedoman
pelaporan  mengenal  transaksi keuangan, memberikan pengecualian
kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara
tunai dalam jumiah kumulatif sebesar Rp.500.000.000,- (limaras juta
rupiah) atau lebih atay meta vang asing yang nilainya selara, baik
dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam
| kari kegja” V7

Jadi PPATK bisa dikatakan merupakan mitra bary bagi aparat
penegak hukum, dalam hal ini penyidik kepolistan dan jaksa penuntut
urpurn, dalam memberantas tindak pidana pencucian vang, Sepenti kita
ketahui tindak pidana pencucian vang merupakan tindak pidana yang baru
dikenal di Indonesia dan modus operandinya biasanya menggunakan cara-
cara yang tidak konvensional seperti halnya kejahatan-kejahatan jalanan
vang selama ini ditangani oleh penyidik kepolisian maupun kejaksaan.
Oleh karena i, untuk menangsplang! masalab-masalsh  tersebut
diharapkan PPATK dengan kemampuan analisisnya depat memberikan
bantuan yang maksimal terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Salah satu tugas PPATK dalam pasal 26 Undanp-Undang Nomor
25 Tehun 2003 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun
Z2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah melaporkan hasil
analisis transaksi kepangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang
kepada Kepolisian dan Kejaksaan, Pelaporan  tersebut  merupakan
informasi mengenat transaksi-transaksi yang mencorigakan untuk dapat
ditindaklanjuti ofeh instansi penyidik. Kewenangan yang besar serta
jaringan yang kuat menjedikan PPATK scbuah lembaga vang dapat
memantau sefisp franseksi keuangan yang mencurigakan, napun PPATX
bukanlah sebuah lembaga yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana
sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam bidang penyeiidikan atau
penyidikan,

Tindak pidana pencucian uang menspakan tindak pidana yang tidak
berdiri sendiri, namun menspakan kelanjutan dari findak pidanz lainnva,

Y Indonesis, Undaug-Undang Tentang Tindak Pidana Pencwcian Uong, Undang-

Undsng Nomor 15 Tehun 2002 Schageimens Telah Disheh Dengan Undanp-Undang No. 25
Tahum 2003, LN No. 58 Tahun 2002, TEMN No, 4191, pasal 26, 27 dan 28
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1.2.

walaupun dalam uadang-undang delik pencucian wvang dapal berdin
sendiri tanpa dibukiikan terlebih dabulu tindak pidana asalnya. Pada
faporan hasil analisis transaksi keuwangan yang dilakukan oieh PPATK
tidak ada kKeharusan untuk menyebuikan tindak pidana asal yang dicurigai
dilakukan den hanya tanssksi-transakst yang mencurigzkan, Dengan
demikian proses sclanjuinya terhadap laporan PPATK tergantung dari
instansi penyidik.

Selama ini instansi penyidik yang barwenang melakukan
penyidikan terhadap Uindak pidana pencucian uang hanya Kepolisian, di
lain pihak terdapat beberapa instansi yang berwenang untuk melakukan
penyidikan terhadap berbagai tindak pidana asal dalam pencucian uvang.

Rumusan Masalah

Tindak pidana pencucian wang bukan merupskan tindzk pidans vang
berdiri sendiri, namun merupaksn kelanjutan dari tindak pidang lannya.
Pada laporan hasil analisis rransaksi keuangan yang dilakukan oleh
PPATK tidak ada keharusan untuk menyebutkan tindak pidaga asal yang
dicurigai dilakukan dat hanya transaksi-transaksi yang mencurigakan.
Dengan demikisn proses selanjutnya terhadap laporan PPATEK tergantung
dari instansi penyidik, Instansi penyidik vang berwenang melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana pencucian usng hanya Kepolisian, di
fain pihak terdapat beberapa instansi yang berwenang untuk melakukan
penyidiksn terhadap berbagai tindak pidana asal dalem pencucian vang,
Dengan demikian apakah ferdapat perbedsan sudut pandang mengenai
penyelesaian laporan yang telah dibuat oleh PPATK dengan instansi
penyidik dan bagaimana efeltifitas dan prospek penvidikan tindak pidana
pencucian vang oleh penyidik Poiri sehubungan dengan laporan analisis
transaksi keuangan yang dibuat oich PPATK dan penyidikan tindak pidana
asalnys. Supaya pembshasan dalam penclitian ini dapat lebih terarah,
rumusan permasalahan tersebut diperinei dalam beberapa pertanyvaan
penclitian, yaitu:
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1.3.

1. Bagaimana proses penyclessian laporan analisis transaksi Keuvangan
yang dibuat oleh PPATK menurut perspekiif PPATK dibandingkan
dengan perspekiif Kepolisian seria Kejaksaan?

2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui oleh Polri dan Kejaksaan dalam
proses penyelesaian laporan {ransaksi yang mencurigakan vang dibuat
oleh PPATKY?

3. Bagaimana efcktifitas penyidik Polri sebagai penyidik tunggal tindak
pidana pencucian vang dalam pemberantasan tindak pidana pencuocian

uang?

Tujuan Dan Manfaat Penclitian

Berkaitan dengan masalah perbedaan sudut pardlang mengenat
penyelcsaian laporan yang iclah dibuat oleh PPATK dengan instans
penyidik dan efektifitas serta prospek penyidikan tindsk pidana pencucian
vang oleh penvidik Polrl sehubungan dengan laporen analigis transaksi
keuangan yang dibuat oleh PPATK dar penyidikan tindak pidana assinya,
maka tujuan yang hemdak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk dapat
mengetahui bagaimana sudut pandang penyelesaian laporan analisis
keuangan PPATK menpurut sudut pandang PPATK  kemudian
dibandingkan dengan sudut pandang Kepolisian serta Kejaksaan,

Pepelitian ini diharapkan juga dapat menggambarkan apa saja
hambatan ~ hambatan yang ditemui oleh Polri dan Kejaksaan dalam proses
penyelesaian laporan transsksi yang mencurigakan yang dibuat oleh
PPATK serta efcktifitas dan prospek penyidikan tindak pidana pencucian
uang oleh penyidik tungeal Polr.

Kerangka Teori

Masyarakat dan hukwn merupakan suatu yang tidak dapat
dipisahkan, hukum selalu dalam masyarakat dan masyarakat merupakan
tempat berlakunya bukum. Untuk menjamin agar tercapainya fungsi
huloim schagai sarana rekayass masyarakat ke arah kehidupan yang lebih
baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah

tinlversitas Indonasia

Harmonisasi Penyidikan..., Annissa Kusuma Hasari, FH Ul, 2009



i

alau peraturan, melinkan jugsa adanya jaminan aws perwujudan kaidah
tersebut ke dalam prakiek hukem, aiau jaminan skan adanya penegakan
hukem (Jaw enforcement) yang baik. '

Pembicaraan vang menyangkai masalah penegakan  hukuem
pidana, akan membawa pada pembicaraan  tentang  masalah
penanggulangan kejahatan yang dikenal sebagai politik kriminal'?
Mernurut Muladi:

“ politik kriminal sebagei usaha yang resional masyarakat dalam
menangguiangi keiahatan, secara operazional dapat dilakukan
baik melalui sarang penal (hukum pidana) maupun sarang non
penal. "

Politik krimiral it sendiri merupakan bagian integral dari upaya
perlincungan  masyarzkat (socla! defence) den  upaya mencapai
kesejahteraan masyarakat (social welfare)® Jadi politik kriminal
merupakan salah satu cara dalam upaya penanggulangan kejahatan, yang
merepakan bagian dari politik pencgakan hukum (Jaw enforcement policy).

Mardiono Reksodiputro mengemukakan, bahwa Sistern peradilan
pidana (Criminal Justive System/SPP} merupakan “salak satu: usaha
masyrrakat untuk mengeadalikan tefjadinya keishatan agar berada dalam
hatas-batas toleransi vang dapal diterimanys.”

Lebik lanjut Mardjono Reksodiputro berpendapat bshwa SPP
bertujuarn:

a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
b. menyclesatkan kasus kejahatan yang terjadi sehingga puas bahwa
keadian telah ditegakkan dan yang bersalab dipidana;

¥ sunir Fuady, Op.Ci, Hal 40,
¥ Hackristi Herlsisnowo, Slsrem Peraditan Pidana Terpenlu (hntegrated Criming

Justice Systemj, Newslatier, Komist Hukum Nestonad, Bdisi Mei 2001, Hal 10,

® Muladi, On.Cit.
N Siswento Sunarso, Wawasan Penepakan Hukum &i Indonesia, (Citra Aditys Baktiz

Banduny, 20053, Hal 7.

2 Mardjons Reksodiputro, Kriminolopi dan Sistem Perodilun Pitlana, Kumpulan

Karsngan Buku Ke Dus, {Pusal Pelavaoun Keadilan dan Pengabdian Hakum V5 Iakwrta, 1997),
Hal, 140
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¢. mengusahakan agar mereka yang pemah melakukan kejabatan
tidak mengulangi lagi kejahatan.?
Secara garis besar proses sistern peradilan pidana dapat

digambarkan pada skema dibawah ini ; 2

F u— Masyeraks! e g
JFika tisdak terbukt kembali ke l
;
masyarlal Penyidk |
- {Polri}
F 3
Jika tidak terbuk(i kembulike ¥
masyarakal 81 A
“ 1 {(Kejaksann) D
¥
4 ——t O
Hike tidak terbuktt Kemnbaii ke e K
o Penpadilan _ A
5 T
& n
Sgieizh menialent halaman
kembali k arakat
emboli ke masyj Y
Penjelasan ¢

Bistern peradilan pidana pada skema diatas meliputi Polisi, Kejaksaan,
Pengadilan, Lembage Pemasyarniaten, dan Advokat dimans masing —
masing aliran akan kembali ke masyarakat apabila perkara tidak terbakti &
tiap tingkatan di atas atau apabila terpidana sudah menjalani hukumannya.
Menurut Mardjono Reksodipuire bahwa ada keterkaitan diantara
keempat sub sistem di atas (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga
Pemasyarakatan) dari sistem peradilan pidana. Keterkaitan antara sub
sistern saftu dengan lainnya adalah seperti  bejana berhubungan *. Setiap
masalah dalam salah satu sub sistera akan menimbulkan dampak pada sub

sistern Jainmya. Reaksi yang timbul scbagai akibat hal ini akan

* Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia...Op.Cit Hal. 84-85.
¥ Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana....Op.Cit., Hal 99.
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menimbulkan dampak kembali pada sub sistem awal dan demikian
selanjutnya terus menerus. Pada akhimya tidak akan jelas meva yaog =~ =
merupakan scbab (awal) dan mana yang zkibat {rezksi). Gcjala yang a
terlihat sekarang adalah kekurangpercayaan pada hukum dan pengadilan,
Apa yang merupakan sebab dan mana yang akibat sukar ditelusurd
kembali.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa Sistem Peradiian Pidana yang
digariskan KUHAP merupakan “ Sistem Terpadu” ( integrated criminal
justice systeny. Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip
“ differensial fungsional” diantars aparat pepegak hukum sesuat denpan
“tahap proses kewenangan” yang diberikan undang -~ undang kepada
masing — masing. Penjerniban terhadap pengelompokan tersebut di awms L
sedemikian rupa schingga tefap terbina saling koereksi dam koordinasi Ot
dalam proses penegakan hukum vang saling berkaitan dan berkelanjutan r
antara satu isstansi denpan instansi vang lain sampal tamaf proses
pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan peleksanaan eksekust.
Semenjak dari tahep permnulaan penyidikan oleh kepolisian sampai pada
pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejakszan, seiafu ferjalin hubungan e
fungsi yang berkefanjutan yang akan menciptakan sustu mekanisme yang
saling checking diantara sesama aparat penegak hukum dalam suats
rangkaian integrated criminal justice sysiem, *°

Sedangkan pada penegaken hukumnya skan dipengaruhi oleh
beberapa faktor, Mepurmt Soerjono Soekanto, ada Hma unsur penegakan o
hukum, galings s ndnne, ol ol T

a. Faltor hukumnya sendiri, vang dibatasi pada undang-undang saja;

b. Fakivr penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum;

¢. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan d:.mana hakum tersebut berlaku
atau diterapkan;

* Mardjono Reksodiputra, Op. Ci, Hal. $9
¥ M. Yahya Harshep, Pembalmsan, Permasalaban don Pensrapan XUBAP (Penyidikan
dan Penunizaaﬂ) {ladmria : Sinar Grafika, 20000, Hal, 90

¥ Socerjono Seekapto, Faltor-faktor yang Mempengarubi Perggakar Hukum, Cet 3
{Jokerta: Redja Grafindo Pecsada, 1993), Hal. 5.
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e. Faktor kebudavaan, yskni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan
pada karss manusia didalam pergaulan hidup,

Berkaitan dengan PPATK dalam rangka penanggulangan unfuk
tujuan mencegah dan memberantes tindsk pidana pencucian uang,
berdasarkan pasal 26 undanp-undang pencucian uang sekarang ini,
PPATK datam melaksanakan fungsinya telah mempunyai beberapa tugas,
yang salah satunya yaitu untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis,
mengevaluasi  informasi, memantau catatan dalam  bokoe  daftar
pengecualian yang dibual oleh penyedia jasa keuangan, membuat pedoman
tata cara pelaporan dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan,
memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada instansi yang berwenang.
Kemudian PPATK memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya
yaitu meminta, menerima laporan, mengaudit terhadap penyedia jasa
keuangan mengenal kepatuban kewajibannya, memberikan pengecualian
kewajiban pelaporan.

Dilihat dari tgas dan wewenang tersebut, PPATK selain
membanty  penegak  hukam  juga melakukan pengawasan terhadap
penyedia jasa keuangan untuk mencegah dan pemberantasan tindak pidana
pencucian vang. Pemberantasan tindak pidana pencucian uvang juga
tergantung dari faktor bukumoya sendiri serte penegak hukum. Penegak
hukom disini adalah instansi di dalem Sistern Peradilan Pidara dan
instansi lain yang mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian
uang.

Kerangka Konseptusl

Pencucian uang dalam pasal § angka 1 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang telah didefinisikan
sebagai: ‘

Perbustan  moencmpatkan, mentransier, membayarkan,
membelanjskan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan,
membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan Jainnya atas
haria kekayaan yang diketahuinya ateu patut didugs merupakan
hasil tindak pidana dengan maksud untik menvembunyikan, atau
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menyamarkan gsalusul harta kekayasn schinggs scolah-olah

menjachi harta kekayaan yang sah.

Dalarn rangka Penanggulangan tindak pidana pencucian uang
tersebut tefah dibentuk suatu lembaga yzitu Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) yang menurut Pasal 1 ke-1@ Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Usng
adalah ;™ Lembaga independen yang dibentuk dalam rengka mencegah
dan memberantas tindak pidans pencucian vang™,

PPATK vang pada dasarnya scbagai pembaniu penegak hukum
dalas: upaya mencegsh dan memberantas tindak pidana pencucian uang,
memiliki tugas dalam melskukan pendeteksian dan pengawasan adanya
persangkaan tindak pidana pencocian uang pada Penyedia Jasa Keuangan - B
yang ada di Indonesia. Penyedia Jasa Keuangan dalam pasal | Undang- L m
Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaity

Setiap ormang yang menvediakan jasa dibidang kesangan stau jasa
lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak
ferbatas pada bank, lembapga pembiayean, perusahaan ofek,
pengelola reksa dana, kuostodian, wali amanat, !embaga
pentyimpanan dan penvelesaian, perdagangan valuta asing, dana
pensiug, perusahaan asuransi, dan kantor pos. T

Kemudian fungsi PPATK  dalam  pengawasen  ferhadap T
persangkaan tindak pidana adalah pengawasan transakst keuasngan dan
pengawasan terhadap tingkat kepatuhan penyediz jasa keuangan.
Pengawasan itu sendiri menurut Siagian sebagaimana dikutip oleh
Sujamto, dapat didefinisikan sebagai

Proses pengamatan dari pada pelaksanasn seluruh kegiatan
orpanisasi untuk menjamin ager supaya semus pekerjzan vang
sedang dilaksanakan berjalan sesusl dengen rencans vang felah
ditentukan.?®

Sedangkan yang dimaksud dengan Tindak Pidanz {strafbaar feif)
adalah swatu perbuatan yang pelakunya dapat dikesakan pidana dan

* Sulamio, Beberapa Pengertion di Bldang Fengewasan, Edisi Revisi, {(Ghalia
Indonesie: Jakaria, 1986), Hal, 14-15,
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pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.”” Orang yang
diduga melakukan tindak pidena akan masuk dan diproses dalam koridor
Sistem Peradilan Pidana, Hukuen formal dalam proses twesebut vang
digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Proses mengungkap sebuah tindak pidana 2de  beberapa tahapan

diantaranya proses penyelidikan dan penyidikan, Menurut KUHAP
proses-proses tersebut adalsh:

a. Penyelidikan {pasal 1 angka 5Y
Penyelidikan  adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan menemukan svatu peristiwa vang diduga sebagai
tindak pidana puna menentuken dapat atau tidaknya difakokan
penyidikan menurut cara yang distur dalam undang-undang ini

b. Penyidikan {pasal I angka 2}
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencan
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ity membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guns menemukan
tersangkanya.

Palers Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tshun 2002
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa
penyidikan, penuntutzn, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
tindek pidans Pencucian Usnp dilakukan berdasarkar ketentuan dalam
hukum acars pidana, kecuali difentukan lain dalam undang-undang ini.
Menurut KUHAP penyelidik adalah seifap peiabat Polri sedangkan
penyidik adalah Pejabat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sesuai Undang-Undang
Nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Négara Republik Indonesia
Pasal 1 angka 10 Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang - Undang untuk melakukan

= Wirjoun Predjodikero, dsas-Asas Hukam Pidana di Indonesia, cer.3, (Jekarte : PT.

Refika Aditama, 2003}, Hal, 59.
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penyidikan, dengan demikian Polri merupakan penyidik selursh tindak
pidana sehingga Polri merupakan penyidik tunggal dalam melaksanakan
penyidikan berdasarkan undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Pengertian harmonisasi menurut Kamus besar Bahasa Indonesia
adalah pencarian keselarasan atau penciptaan  keharmonisan  atay
keselarssan.”®  Sedangkan menurut Rudy Satriyo  Mukaniardio
harmonisasi dalam pengertian sempit adalah uszha bersama untuk
menyamakan pandangan, penilaian atau langkah tindakan guna dapat
mencapai tujuan atau farget bersama. ®

Sistem: Peradilan Pidana merupskan istileh yang digunakan
sebagai terjemahan dari criminal justice system yeng dalam Blacks law
Dictionary didefinisikan sehagai © the nerwork of courts and tribunals
which deal with crimingl law and s enforcements” ¥ sehingps
pengertian sistem peradilan pidana lebih menekankan pada sebush ©
jaringan™ di dalam lembaga peradilan yang berfungsi untuk menegakian
hukum pidana.

Metode Penelition
Metode penclitian diperlukan guna mengumpulkan bahan-bahan
yang digunakan untuk menjawab permasalahan vang telah dirumuskan

tersebut, Adapun metode penelitian yang digunakan terdini dani sistematika
sebagal berikut

Metode Penclitian

Mengacyu pada permasalahan penelitian vang dikemukakan di
atas, penelitian inl menggunakan penelitian yurigis normatif, dengan
pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah terhadap peraturan
perundang-undangan, vaitu penelitian yang didasarkan pada sumber

¥ Kamus Besar Pahasa Indonesia Edisi Ko empat, Depdilmas, (Jakarla : Gramedis

Pusteka Utiirra, 2008), Ha! 484,

Rudy Sairiyo Mukamarijo, Harmonisasi Peran dparal Peneguk Hukum Dalam

Memahami Peraturan Perundmng - undangan tenfang Tindak Pidana Korupsi, Jumal Logisiasi
indouesi% Val4 No, 1.Maret 2007, Depkumbarm BRI, Hal 25

Gmouap, §

Bryan A. Gamer, Black's Low Dictlonory Severth Ediflon, St Paul Minn : West
299, Hul.3 M4,
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data sekunder berupa peraturan-peraturan hukum yang sedang dibahas

oleh legislatif, keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat

para sarjana hukum terkemuka. Selain itu dilakukan pengkajian
terhadap hukum positif berkaitan dengan masalah yang diteliti serta
didukung dengan wawancara.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari berbagai literatur
mengenai masalah yang berkaitan dengan penanganan tindak
pidana pencucian uang dan sistem peradilan pidana. Literatur yang
digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari buku-buku, peraturan
perundang-undangan, serta bahan-bahan lainnya dari internet.

b. Data primer, berupa data yang diperoleh langsung dari sumber
informasi, antara lain Pejabat Unit II Tindak Pidana Pencucian
Uang Dircktorat II Ekonomi Khusus Mabes Polri, pejabat pada
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Rl
dan pejabat PPATK. Wawancam ini dilakukan untuk mengetahui
bagaimana penanganan laporan dari PPATK rr-lengenai transaksi-
transaksi keuangan yang mencurigakan. Pengambilan data primer
ini akan dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada
Pejabat PPATK, Pejabat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan Agung RI sebagai informan mengenai objek
yang diteliti dan juga penyidik polisi di Unit I Tindak Pidana
Pencucian Uang Direktorat I Ekonomi Khusus Mabes Polri guna
mengetahui  kendala-kendala yang mereka hadapi dalam
penyidikan dan juga pra-penuntutan terhadap tindak pidana
pencucian uang tersebut. Wawancara ini dilakukan wuntuk
mengetahui bagaimana penanganan laporan dari PPATK mengenai
transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan. Data tersier
berupa data yang diambil dari media massa seperti majalah dan

surat kabar, kamus dan sebagainya yang memuat penulisan yang
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dapat menunjang dan digunakan sebagal informasi tambahan
penelitian ini.

§.6.3. Pepyajisan dap Analisis Dats

Data primer dan data sekunder vang diperoleh disusun secara

sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisa

kualitatif dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi data yang

diperoleh  secara mendalam dan  menyeluruh untuk  menjawsb

permasalahan dan memperoleh kejelusan terhadap permasalahan di
dalam penelitian inl

1.7 Sistematika Pennlisan

Penelitian ini ditulis dalam bentuk dan susunan sebagal berikut

Bab §

Babll

Bab I

Pendabkaluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang
perreasalahen,  rumusan permasalahan,  fujuan
peneliian, kegunsan penelitian, kerangka teori,
kerangka konseptual, dan metode vang digunakan
dalam penelitian ini serta gistematika penslisan
penclitian, '

Tinjavan Mengenai Tindak Pidana Peacucian Uang
Bab ini menguraikan mengenai seluk beluk tindak
pidanz penoucian vang. i

Financial Inteligence Unit dan Pusat Pelaporan dan
Anglisis Transaksi Keuangan,

Bab ini mengursiken mengenai Financial Intelligence
Unit(FIUj serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan Scbagai FIU di Indonesia.

Universitas indonesia

Harmonisasi Penyidikan..., Annissa Kusuma Hasari, FH Ul, 2009



Bab IV

Bab ¥

20

Penanganan Tindak Pidana Pencscisn Usung
Berdasarkan Laporan Hasil Ampalisis Transaksi
Keuangan (PPATK)

Bab ini memuat sistem peradilan pidana, PPATK dalam
sistem peradilan pidana dan hasil penelitian maupun
analisa mengenai proses penyelesaian laporan trasaksi
keuvangan yang mencurigakan oleh Polei dan Kejaksaan
serta  hambatan-hambatan  yang  dijompai dalam
menyelesaikan laporan PPATK tersebut. Selain ity
skan dihahas mengenai efektifitas laporan fransaksi
mencurigakan vang dibuat oleh PPATK tersebut
terhadap pemberaniasan tindak pidana pencucian vang

Penatup

Padn bab terakhir ini disampaikan kesimpulag vang
diperoieh dari analisis penelitian seria sarap-saran yang
mungkin dapat digunakan dalam pembaharnan hukum
kKhususnya hukum pidana di Indonesia.
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BAB Il
TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

2.1. Istilah Pencucian Uang

Pencucian uang atau dalam bzhasa inggris disebut dengan “money
faundering” sudab mervpskan tantengan dunia infernasional dan merupskan
fenomena dunia. Mengenai definisinya, Sutan Remy Sjahdeini mengatakan
bahwa, tidak atau belum ada definisi yang universal dan Komprehensif
mengenai apa vang dinamakan dengan “money lawndering” atau “pencucian

vang”? Hal tersebut disebabkan olzh karena pihek pemmtut umum dan
lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahsan, negara
yang telzh maju dan nepars-negara dari dunia ketiga, dan lembaga-lembaga
internasional, masing-masing mempunyat  definisi sendiri  berdasarkan
prioritas dan perspektif yang berbeda,

Dalam bahasa Indonesia istilah money laundering ini sering juga
diterjernahkan dengan istilah “pemutihian uang” alau “pencucian uang”. Hal
ini adalah terjemaban yang wajar mengingal kata “lmnder” dalam bahasa
Inggris sendiri berarti “mencuci”. Oleh karena itu, schari-hari dikenal kata
“leundery™ yang berasti cucian, Uang yang diputihkan atsu dicuci tersebut
adalah vang dari hasi) kejabatan, misalnys vang hasil jual beli sackotiks atau
hasil korupsi, sehingga diharapkan setelab pemutihan atay pescucian tersebut,
uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil keiabatan dan telah menjadi
vang seperti nang-uang bersih lainnys, Untuk iy, yang utama dilakukan dalam
kegiatan money loundering adalah menghifangkan atan menghapuskan jeiak
dan asal usul uang fersebut. Dengan proses kegiatan money laundering inj,
uang yang serula merupakan vang baram {dirty meney) diproses sehingga
menghasitkan uang bersih (clean momey)uzng halal degitimate money).
Dalam proses ini, uang tersebut disalurkan melalui jalan “penyesatan”>*
Ystilah money lawndering dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan secara

¥ Guian Remy Sjahdeini, Op.Cit, Hal 1.
3% Munir Fuady, Hukuem Perbankan Modern, Buku Kedua, Bandung, PT. Citra Ad%tya

Bakii, 2004, Hal 147,
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harfizb schagal pencucian uang atau sesuat dengan suatu konsep yang telah
dikenal di Indonesia sebagai pemutihan wvang. Terjemahan yang kedue
tidaklah begitu tepat karena dalam konsep hukum di Indonesia pemutiban
{uvang) tidak selolu harus bersifat melawan hukum, karena dapat dilakukan atas
anjuran pemerintah, yeperti dalars anjuran untuk menyimpan vang & bank-
bank schagai deposito tanpa akan dinyatakan asal-usul vang tersebut.”

Mermurut Konvenst Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Uited
Nation Corvention Againts Hicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substance i Viena tahun 1988, dalam pasal 3, Money Laundering diartikan
sebagat :

" The conversion or transfer of property, knowing that such property is
derived from any serious (indiciable) offence or offences, or from act of
participation in such affence or offences, for the purpose of concealing or
disguising the illicit of the properiy or of assisting any person who is irvolved
in the commission of such an offence or offences 1o evade legal consequences
of his action ; or The concealment or disguise of the true nature, sowvce,
location, disposition, movement, rights with respect lo, or ownership of
property, knowing thay such property is devived from u sericus (indictable)
offence or offences or from an act of participotion in such an offerce or
offernces.”

Atau setiap tindakan vang dilakukan dengan senpaja dalam hal-hal schagai
berikut : *¢

1. mengubah atsn memindalken property yang diketahoinya berasal dari
kejahatan, dengan tejuan menyembunyikan asal-usul gelap dad
property itu atau sntuk membants sescorang menghindart akibat-akibat
hmuikum dari keterlibatannya dalam melakukan kejahatan.

2. menyembunyikan keadaan schenarnya dari property yang berasal dari
kejahatan {te (balk sumber/asal-usulnya, lokasinys, penempatan/
pembagiannya, pergerakan/penyalurannya, maupun hak-hak yang
berhubungan dengan property itu).

3. menguasai/menerima, memiliki atauw menggunakan properiy yang
diketahuinya berasal dari kejahatan atau dari keikutsertaannya dalam
melakukan kejahatan itu.

4. ikut serta dalam, mecoba membantu, mencoba melakukan,
menganjurkan, memberi  fasilitas dan memberi naschat untuk
melakukan  setiap keiahatan veng termasuk delam  aktivitas
sehelumnya.

3 Marniak Pardede, Masalah Morey Lanundering di Indoresic, Jakarm, Baden

Pembinasn Hulanm Naglonal, 1994/1995, Hal 19,

* Erman Rajagukguk, “Anti Pencucian Uang @ Suatu Perbandingan Hokum,™ Jumsl

Hukum Bisnis, Volume 16720601 114
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Secara umum, money laundering dapat diartikan sebagai schuah metode
untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu
tindak pidana, kegiotan orgenisasi kejahatan, kelahatan ekonomi, korupsi,
perdagangan narkotika dan  kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan
aktivilas kejahatan,”’

Black's Law Dictionary mengartikan money laundering sebagaiz™

" Term used to describe investment or other transfer of money flowing
Jor racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate
channgls so that is origingl source cannot be traced.”

Apabila diterjemszhkan secars bebas, pencucian uvang dipergunakan
sebagai istilah yang menggambarkan investasi uang atau transaksi sang secara
lain, yang berasal dari kegiatan kejahatan terorpanisir, transaksi tidak sah 43
bidang narkotika, dan sumber.sumber tidak sah lainnya, dengan tujuan
investasi atan transaksi agar vang tersebut melalui sahursn-saluran sah,
sehingsa surnber asli (asal} fidak dapat dilacak kembali (penghapusan jejak
untuk meneiusur sumber asal uang tidak seh).

Tujuan pencucian wang sadaiah memberikan legitimasi pada dana vang
diperoleh secara tidak sah (ilficit funds), dengan menggunaskea cara terientu
membuat dana tersebut dapat bergerak dengan leluasa di masysrakat tanpa
berakibat menghadapi resiko penyitaan (corfiscation) atan memicy adenya
penangkapan serta tindakan hukum vang lain

Dalamy Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana teiah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 pada Pasal [ angka 1
ielah dijelnskan mengonai pengertian pencucian vang sebagai berflait

“vencucian uang adalah  perbustan  menempatkan, meniransfer,
membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan,
menitipkan, membawa ke luar neperi, menukarkan, atsu perbuatan
lainnya atas harts kekaysan yeng diketahuinya afen patut diduga

* Yunus Hysein, “Telash Masuknys Indonesta dalam List Non Cooperative Cauntries

and Terftorries ofeh FATE on Money Laundering™, makalsh disampaikan dalam rengka semingr

“Meoney Laundering {Pencusian Uang) ditiniau darl Perspeltif Hukum dan Ekanomd, Jekarta 23
Agustes 2001, Hal, 3.

181 ihat Black's Law Dictionary Hal 889
* Yenti Garrasth, Pencucian Uang o Indonesia Delom Perspektif Kebijakan Kriminaf,

Disertasi yang telah dipertshankan pada tanggs! 24 Mo 2003 &1 hadapan Senat Cury Besar
Fakultas Hukam Indonesia.
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merupakan hasil tindak pidana denpan maksud untuk menyembunyikan,
atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehinggz seolah-olah
menjadi harta kekayaan yang sah™®

Secara garis besar yang dipshami dan pendapat para pakar baik dari
dalam maupur luar negeri, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencucian vang
alau “money laundering” adalah suatu proses untuk meny&mbuayikag atau
menyamarkan haria kekayaan vang diperoleh dari hasil kejahatan untuk
menghindari penuntutan dan atau penyitaan. HasH akhir dari proses itu adalah
hasil tindak pidana menjelma menjadi vang sah.*

2.2. Sejarah Pencucian Usng

Pencucian vang dimasokkan dalam kategori kejabatan, pertama kel
dikenal di Amerika Serikat pada tahun {930-an. Istilah mwrey laundering
ditujukan pertama kali pada tindakan mafia yang mempergunakan uang basil
kejahatan yang berasal dari pemmerasan, penjualan ilegal minuman kers dan
perjudian  seria  pelacuran, membeli perusahaan  pencucian  pakeian
(laundramat). Pembelian ini beriyjuan mencampur uang hasil kelahaten
dengan bisnis yang bersih, untuk menyamarkannya.® Cara pencucian vang
melalui perusahaan pencucien pakajan inl yang kemudian menjadi latar
belakang pemakaian istiish money laundering.

Money Lawndering sebagai sebutan scbemarnys belum lama dipakai,
Penggunaan pertama kali di surat kabar adalah berkaitan dengan pemberitaan
mengenai skandal Watergate di Amerika Serikat pada tahun 1973. sedangkan
penggupaan sebutan tersebit dalam komteks pengadilan atan hukum muncul
untuk pertama kalinya tahun 1982 dalam perkara US v $4.255.625,39 (1982)

* Repubiik Indonesie, Undang-Undang Nentor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidans
Pencucien Uang, BPHN, Lembaran Negars Repubdik Indosiesta Tebn 2002 Nomor 30, Tambshan
Lembaran Negara Nomor 4191,

* Suwarsono dan Reda Manthovani, Pemberanicsant Tindak Pidana Percucian Udng di
Irdmiesia, Inkarta, CV. Maliby, 2004, Hal 3.

“* Micheel A. De Feu, “ Depriving International Nascotics Traffickers and Other
Organized Criminals of Ilepsl Procceds and Combating Money Lsundering™, Denld. I
L.&Pol™y, vol 18:3, (1990), dikutip oleh Erman Rajagukguk dalam Rezim Anti Pencucian Uang
dony Usdeng-Undang Tindak Pidana Pencucien Uang, (disampeikan psde Video Conference
Masional mengenai Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Kenali Nasabah Anda dan Pelaporsn
Transskst Kevangan yang disclenggarakss PPATK, BI, U1, UGM, USU, UNDIP, UNAIR dan
ELIPS (0 Jukarls, tlanggsd 28 Mel-Olctober 2004 di Jakaris.}, Hal 1.
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551 F Supp. 314, sejak #u istilak tersebut telah diterima dan digueakan secara
luas di seluruh dunia, ™
Money Laundering dalam skala besar terjadi dalam kasus gangster Al
Capone, di mana keiompok Al Capone yang bermarkas di Chicago melakukan
pencucian uang hasil kejzhatan melalui bendzharanya, Meyer Lansky.
Pencucian uang dilakukan dengan cars memutar uang hasil kejahatan melalui
bisnis pelacuran, hiburan malam dan perjudian di Las Vegas. Kemugdian bisnis
ini mengembang secara transnasional dengan membuka offshore barnking di
Negara-negars lain yang merupakan Negara tax heaven atau yang aman bagi
Money Laundering™ Usng haram tersebut gimasukkan ke dalam sistem
perbankan atau sistem penanaman modal linnys schingga wang tersebut
bercampur-baur dengan uang Jainnya sehingpa eksistensinya sudah semakin
sulit dilacak dan fidak teridentifikasi lagi. Istilah mongy lewmdering baru
menjadi popular pada tabun 1984 ketika Interpol mengusut kasus pencucian
vang ofeh mafia Amerika Serikat yang dikenal dengan Pizza Commection.
Istilah Money Laundering ini kemudian ditedemabkan sebagai tindak
pidana pencucizrn uang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tshun 2002
Sebetuinya istilah pencucian wang sudah mulai dikenal di Indonesia sejak =~ 00 e
sebelumn ishun 1991, di mans pada tshun ity dibeptuk Tim Analisa dan
Evaluasi Hukem Tertulis Tentang Tindak Pidana Fkonomi, yang
mengkhususkan pada permasalahan Morey Laundering.” Indonesia kemudian
meratifikasi The United Nations Corvention Againts Hiicit Traffict Narcatics,
Drugs, arnd Psychotropic Substances of 1988 melalui Undang-Undang Nomor m
7 Tahun 1997 yang bertujuan untuk memberantas dan mencegah peredaran
gelap narkotika dan psikotropika, yang menetapkan kegiatan pencucian uang
scbagai kejahatan. Akan tetapi beru pada tabun 1998 istilah pencucian uang
ini menjadi perhatian karena terjadinya pelarian modal besac-bosaran fcapitol
fiight) sctelah terjadinyz kerusuhan 13-15 Mei 1998, dan demgan
dimasukkannya Indonesia ke dalam daflar negara yang tidak kooperatif dalam

** Billy Steel, Money Lauadering-A Hrief History, htpy//wwe, lmundryman u-net. com.
MNFLT, Sikszn, OpCit, Hal 6,

** Badan Pembinsgn Hukum Nasional, Anafise dan Evaluasi Hiudum Tertdis Temang
Tindak Pidana Ekonomi, Monsy Lawndering, Jakarta, BPIN, 199171592, Hal 1.
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pemberantasan tindak pidana pencucian vang atau Non-Covperative Cauwntries
and Territories (NCCT) oleh FATF pada tanggal 22 Juni 2001,

Banyaknya kasus yang terjadi mendorong dikeluarkannya berbagai
perundang-undangan yang yang mengatur smoney laundering scbagal
kejahatan, Langkah ini mempunyai maksud mencegah berkembangnya
praktek Money Laundering yang semakin pesat dan sebagai wpays untuk
meuncegah meningkainya kejshatan yang merupakan sumber penghasil dana
dalam Money loundering (predicate offence}.

2.3, ¥aktor Pendorong Terjadinya Pencneian Uang

Faktor - faktor pendorong dan penyebab terjadinya tindak pidana
pencucian vang (Money Laundering) begitu kompleks sekali, berbagai hal
pendorong maraknya pencucian vang int dapat dikatakan, mulai dari faktor
birokrasi pemerintah, system perbankan hingpa kepada beratnva blaya-biaya
sosial dan kesulitan hidup vang dislami masyarskat,

Sedikiinya terdapat 10 fakfor yang mendulamg manakoyas prakiek
pencucian uang di dunia.*® |

Faktor pertama adalah globalisasi yang telah menciptakan sistem
finansial global yang memudalikan untuk melakukan transaksi lintas negara,*’

Faktor kedua adalah kemajuan teknologi yang sangat cepat yang
mendorong teknology di bidang informasi, yaitu dergan rmuncelnya internet
denpan segala perkembangannya vang luer biasa. Kemajuan  teknologi
informasi tersebut mengakibatkan dunin seakan menjadi tanps batas, di mana
hal ini dapat mempermudsh organisasi-orpanisasi kejshatan untuk melakukan
kegiatannya secara lintas balas negara-negara. Dunia menjadi satu kesatuan.
Akibatnya, kejahatan kejabatan tororganisasi {orgemized corimw) vyang
diselenggarakan organisasi-organisasi  kejahatan {(criminal organization)
menjadi mudah dilakukan secara lintas batas Negara-negara . kejahatan-
kejahatan tersebut berkembang menjadi kejahatan transnasional ¥

% Sutan Remy Sishdeind, Op.Cit, Hal 39,
Y william C Gilmore, Dirty Mongy: The Evolwtion of Momy laundering

{owrtermepasrzs. Second Edition, revised snd expanded: Council of Huwrope Publishing, 1999,
Hal 22,

* Suten Remy Siahdeini, Op.Cit, Hel 39.
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Pads saat ini organisasi-organisast kejahatan dapat secara mudah dan
tepal memindahkan jumlah vang yang besar dari susty yurisdiksi ke suatu
yurisdiksi  yang lain, Misalnye, Awlomoric Teller Machings (ATMs)
memungkinkan para penjahat unruk memindahkan dana {fo wire finds) da
suatu negara ke negara lain dengan waktu yang seketika, ™

Faktor ketiga adalah ketentuan rahasia bank yang sengat ketat dari
negara yang bersangkutan™ Ketentuan rahasia bank merupakan ketentuan
yang melarang bank mengungkapkan data-data rekening dan berbagai
keterangan  personal dari nasabahoya, Hal fersebut digunakan pelaku
pencucian uang untuk melindungi kegiatannya dari pengawasan otoritas
moneter atau penegak hukum. Semakin ketat ketentuan ientang rahasia bank
di suatu negara, maka akan semakin membuka peluang terjadinya prakiek
pencucian vang di negara itu.’!

Faktor keempat adalah belum diterapkannya asas “Know Your
Cusfomer” bagi perbankan dan penyediz jass keuangan lninnya secars
sungguh-sungguh di negara tersebui.® Praktek pencucian uang akan marak
terjadi apabila ketentuan perbankan di suatu negara memungkinkan seseorang
untuk menyimpan dang di suatu bank dengan menggunakan nama samaran
atau tanpa nams {aponim).”’

Faktor kelima adalsh fasilitas electronic banking yang memungkinkan
pernjahat melakukan pencucian uang dengan cara mentransfer dana (wire
transfery melalui jaringan internet ™

Faktor keenam adalah munculnya jenis uang bam yang disebut
elecironic money aau e-money, E-money adalsh nama generik yvang diberikan
kepada konsep mata wang yang secara digital dJitandatangani oleh suatu
fembaga penerbit melalui kunei rahasia pribadi (private encryption key) dan

“ 1hid, Hal 40.

% id, Hal 41.

N NHT Siahaan, Op.Cit Hal 24, x

2 |Ipaya peneegatons dan pemberantasan pencucian uang i Indonesia secara parsial telah

dilskuien dengan dikelusrkeannys ketentuan Peraturan Bank [ndonesis Nomor 3/23/10/2001
Tenmng Prinsip Mengenal Masshah, selanjutaya distur puls dalem Keputusan PPATK Nomer
21 Kep. PPATK/Z003 Tontang Podoman Umum Pencepshin dan Pembemntassn Tindok Piduna
Pencucien Uang Bagi Penyedis Jasa Keuangan.

# Sutan Remy Sjahdeini, Op.Clr, Hal 41,
* Tbid, Hal. 43.
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ditransmisikan  Kepada seseorang. Uang tersebut  kemudian  dapat
direnegosiasikan  secars elektrontk  demgan pihak-pihak  [zin  sebagai
pombayaran barang dan jasz df mana pun di dunia. E-momer dapal lewsat
seketika ity juga di antars duz belah pihak yang melakukan transaksd secara
on-line tanpa diperhukan adanyas intermediasi. Metode pembayaran sepenti ini
akan mempermudah penizhat umtuk mencuci uang hasil keishatannya, sebab
otoritas moneter dan penegak hukum aken mengalami kesulitan dalem
mendeteksi terjadinya pratek pencucian vang.”

Faktor ketujuh adalab dimungkinkannya penggunaan secara bevlapis
pihak pemberi jasa hukum (pengacara) untuk melakukan penempalan dana,
Melalui cara pelapisan tersebut, pihak yang menyimpan dena di bank (nasabah
penyimpan dana atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya
dari dana tersebut. Deposan tersebut hanyalah bertindak sebagai kuasa atau
pelaksana amanah dari pibak lain y2ng memberikan kuasa kepadanys untuk
mendepositokan vang tersebut di bank >

Faktor kedelapan adalsh ketsntusn yang mengharuskan menjaga
kerzhasiaan hubungan antars pengacara dengan kiiennya, atau antara skuntan
dengan kiliennya. Kemshasioan fersebut dapat  disalahgunzkan wntok
menyimpan uang hasit keishatan melalul pengpunasn rekening milik kantor
pengacara atau kantor akuntan,

Fekior kesembilan yaitu kebijakan pemerintah yang tidak mendukung
upays pencegahan praktek pencucian uang. Suatu pemerintshan dapal
memiliki keuntungan tersendiri apabila praktek pencucian uamg dibiarkan
terjadi di negaranya, yaitu terkumpulnya dana yang sangat besar di dalam
negeri yang dapat dibebani pajak.*®

Faktor kesepuluh adaiah belum adanya kviminalisasi pencucion vang di
negara yang bersanghutan.’ Tanpa adanya peraturan yang melarang prakiek
pencucian uang maka pencucian usng tidak dapat dikategoriken schagai suaty
tindak pidana yang disncam dengan hukuman (pidans).

= thid, Hal. 43

* thid, Hal. 46,
7 id, Hal, 47,
8 1hid, Hal. 48,
* mhid, Hal, ST.
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2.4. Mekanisme Kejahatan Pencucian Usng

Membuktikan adanya suatu money lauadering bukaniah hal vang
mudah, karens kegialan money lavadering dilakekan dengan  sangat
kompleks® Adapun yang melatarbelakangt para pelaku pencucian uang
melakukan aksinys adalah dengan maksed memindahkan atan menjavhkan
pars pelaky ite dari keiahatan yang wmenghasilkan proceeds of crime,
memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukae, menikmat
hasit kejahatan tanpa adanya kecurigasn kepada pelakunya, serta melakukan
reinvestasi hasil kejabatan untuk aksi kejahatan selanjuinya ataw ke dalam
bisnis yang sah.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka sedikitnya xda empat faktor o
vang harus diperhatikan oleh pelake pencucian vang, yaitu:* P —«

Pertarma, kepemilikan vyang schepamya  dan  sumber  vang
sesungguhnys dari vang yang dicuci tersebut harus disembunyikan,
Tidak ada gunanya melakuken pencucian uvang apabila setiap orang
mengetaimi siapa yang memiliki uvang fersebut apabila vang i
nantinya muncul di gkhir dari proses pencucian yang tersebut.

Kedua, bentuk vang tersebut haruslah berubak. Dang yvang berasal dari
perdagangan narkoba hampir dapat dipastikan akan berupa vang tunai. e
Uang tunal ini harusish dapat disbah bentuknya menjadi alat

pembayaran lain, misalnya cek. Ketiga, jelak yang ditinggalkan oleh e e
proses pencucian vang harusieh tersamar atau tidak dapat diketahui
{ebscured}. Tujuan darf pencucian uang skan sia-sia apabila orang lzin
dapat mengikuti jalamnya proses pencucian vang dari permulaan
hingea akhir dari proses tersebut.

Keempat, pengawasan vang ferus menerus harus dilakukan terhadep
uang tersebut. Apabila praktek pencucian wang diketahui oleh orang
lain pada sast proses pencucian maka mereka dapat mencuri atau
mengambilnya, dan apabila demikian kejadiannya pemilik vang
tersebut tenti tidak berani untuk mengambil tindakan hukum apapun.

Agar keempat fakior terscbut di atas dapat tercapal, maka proses
pencucian sang terssbut haros dilakukan dengan menempult beberapa tahap,
yaitu placemens, fayering dan integration.

50 $azel Carol memberikan karakieristik tindak pidans pescucian uang scbegai salah satu
bertuk White Collar Crime, yailu : tdak kasst muta, ssrgat Rompleks, ketidaljelnsan korban,
sturan bukam yang Samar atsu Sdak jelas, senin sull dideteks! dan dinmtut. Dikutip Robinson
Simbolen, “Mewsspadei Percucian Uang Melalui Paspr Modai™, Yumal Hulum Bisais, Velume
372003, Hal 53.

® Jeffrey Robinson, The Laundrymen, Simon & Schuster, 1994, Hal 11
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Fiacement atau penempalan

Tahap int merupakan upaya mencmpatikan dana yang dihasilkan dari suatu
tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau upaya menempatkan vang
giral  (cek, wesel, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembalt ke dalam
sistem keuangan terutama sistem perbankan

‘Tahap penempatan ini dapat dilakukan dengan mendepositokan uaug kotor
tersebut ke dalam sistem keuangan, sehingga terjadi pergerakan fisik dani
vang tunai baik melalui penyelundupan uang tunal dari sustu negara ke
negara lain, menggabungkan pang funal yang berasal dari kejshatan
dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan
melkukan penempatan vang giral ke dalam system porbankan. Selsin i,
penetnpatan dapat dilakukan dengan mengkonvcﬁmikan melzlui peaukaran
ke dalam mata vang lain, transfer valas, melalui pembelian saham atau
melalui real estate.®

Layering

Diartikan sebagai tindakan vang dilakukan dengsn memisahkan hasil
tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejshatan yang terkait metalui
beberapa tahapan transakst kewangan Dalam hal ini terdapat proses
pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil
Placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks
vang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang haram
tersebut, Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak
mungkin ke rckening-rekening perusshaan-perusabaan  fiktif dengan
memanfaatkan ketentuan rahasia bank. *

Itegration

Yaite upaya untuk menciapkan suatu landasan scbagai suatu legitimare
explanation bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang dicuci metalui
placement maupun favering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi

& Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, Hal 33
S RH.T. Siahaan, Op.Cit Hal 10,

“ Yusue Huseln, "Pevan PPATK dalam Mendeteksi Pencucian Unng”, (dissrapatkan pada
Video Conference Nasiomd mengenai Usdeng-Undang Anti Pencucian Uang, Kenasll Nasahah
Ands dan Pelaporan Transaksi Keusngen vang diselenggarstan PPATK, BYL U1, UGM, USU,
UNINP, UNAIK dan ELIPS di Jakarta, tangpat 29 Mel-Oltober 2004 di Jekarts), Hal 3.
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sehingga tampak tlidak berbubungan sama sekali denpan  akiivitss
kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari vang yang difmmdry.
Pada izhap ini uang yang felah dicuci dimasukkan Kembali ke dalam
sirkulast dengan bentuk yang sejalan dengan aturan bukum. Dalam hat ini,
vang hasil aktivitas tersebug skan tampak tidak berkaitan dengan Kegiatan-
keglatan illegal sebelumnya. Proses integration ini wriadi apabila proses
layering berhasil dengan baik **

Menurut Burke, secama umum 2da 3 (tiga) metode yang bertujuan
untuk memanipulasi dan mengubah status dsnz Hfegal menjadi dana legal.
Ketiga metode tersebut adalah : %

1. Scheme to buy ond sell assets, goods or service

Metode ini dilakukan melatai jual beli barang dan jasa. Sebagai
contoh, suatu asset dapat dibeli dan dijual kepada co-conspiraior
vang bersedia untuk memblifnenjual lebih tinggl dari harga yang
schenarnya dengan tujvan unluk mendapatkan fees stan discount.
Kelcbihan harge dibayar dengan menggunakan vang illegal dan
kemudian dicuct melalui transakst bisnis. Dengan cara seperti ini
getiap cssef, barang-barang atau jusa dapat divbah seclah-olzh
berasal dari uang Jegel melsini rekening pribadi atan rekening
perusahasn yang ada di suatu bank,

2, Offshore Conversion Schemes

Dalam metode iInf, dans flegal dialihkan ke wilayah yang
mervpakan Tax Hegven Money Laundering Cenlers dan kemudian
disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada dalam wilayah
tersebut. Dane tersebut lelu digunakan antara lain usisk membeli
asser dan investast (fund investment). Di wilayah yvang merupakan
tax haven terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih
fonggar, ketentuan kerahasiaan bank vang sangat ketat, dan
prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan

% Yunus Husetn, ibid. Hal 3,

* Burke, Tracing 3llegnl Procesds Workbook, diketip oleh Yunus Husein dalam
makalehnys yang berjudul "Tefash Masuknya Indonesin Masok Dalam List Non Cooperative
Countries sxd Territories oleh FATF On Money Lawndering™, Pal 4-5.
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adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis,
pembentukan dan kegiatan usaha fust fund maupun badan usaha
lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberi ruang gerak yang
leluasa kepada pergerakan dana melalui berbagai pusat keuangan
di dunia.

. Legitimate Business Conversion Schemes

Metode ini dipraktekkan melalaui bisnis atau kegiatan usaha yang
sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil
kejahatan. Hasil kejehatan dikonversikan metalui transfer, cek, atau
instrument pembayaran lainnya yang kemudian disimpan ke dalam
rekening bank atau ditarik atau ditransfer lebih lanjut ke rekening
bank lainnya. Metode ini memungkinkean pelaku kejahatan
menjalankan usaha dengan mitra bisnisnya dan menggunakan
rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat
penampungan untuk hasil kejahatannya.

2.5.Modus Operandi Dan Instrumen yang Digunakan Dalam Kejahatan
Pencucian Uang
Ada beberapa modus operandi yang sering digunakan dalam
melakukan kejahatan Money Laundering, yaitu : £
1. Kerja Sama Penanaman Modal
dalam modus operandi seperti ini, maka uang hasil kejahatan tersebut
dibawa ke luar negeri. Kemudian, uang tersebut dimasukkan kembali ke
dalam negeri lewat proyek-proyek penanaman modal asing (foinf venture).
Selanjutnya, keuntungan dari perusahaan joint venture tersebut
diinvestasikan lagi ke dalam proyek-proyek yang lain, sehingga
keuntungan dari proyek tersebut sudah merupakan uang yang bersih
bahkan sudah terkena pemotongan pajak.
2. Agunan Kredit Bank Swiss

7 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Buku Kedua, Bandung, PT. Citra Aditya
Bakti, 2004, Hal 157.
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Dalam hal ind vang hasif kefahatan disclundupkan terichih dahulu ke ioar
negeri, dimana di luar negeri uang tersebut disimpan di bank tertentu. Dard
tank di fuar negeri tersebut, vang tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam
bentuk deposito. Kemudian, deposito tersebut dijadikan jaminan hutang
atas pinjaman ¢i bank isin di Negara lain (misalnva salah saiu bank di
Brepa). Uang dari pinjiaman tersebut kemudian ditanamkan kembali ke
negara asal dirmana kejzhatan yang menghasitkan uang tersebut dilakukan
dan vang vang demikian sudah menjadi vang yang bersih.

. Transfer ke Luar Negeri

Dalam hal ini uang basil kejahstan tersebut ditransfer ke luar negeri lewai
cabang bank juar negert di negars asal kejshatan, Selanjutnya, dani luar
negeri uang tersebut dibawa kembali ke dalam negeri oleh orang tertenty,
seolgh-olah uang tersebut berasal dari Juar negeri.

. Usaha Tersamar di Dalam Negeri

Suatu perusabaan samaran di dalam negen didirikan dengan veng hasil
kciahatan tersebut. Perusahaan tersebut kemudian berbisnis dan tidak
menjadi soal apakah perusahaan tersebut uatung atau rugh, Akan tetapi,
septah-olah yang teriadi adalah perusshaan yang bersangkutan felah
menghasiikan uang bersih,

. Tersamar Dalam Perjudian

Dalam hal ini dengsn vang hasil kejahatan terscbut didirikanlah suaty
usaha perjudian, sehingga seolah-olah vang tersebut sebagai hasil dari
usaha judi tersebut. Atan dibell nomor undian berhadizh dengan nomsor
menang yang dipesan dengan harga yang tinggi, schingge seolsh-olah
nang tersebut adalah hasit dari menangnya undian tersebut. Namun i
indonesia modus pencucian uang dengan cara menyamarkan di dalam
perjudian tidak dapat dilakvkan karenz pada prinsipayva perjudian
miezupakan perbuatan yang dilarang % Indonesia sesuai dengan aturan di
dalam KUHP.

. Penyamaran Dokumen

Dalam metode ini uang tersebnt tidak kemana-mana, tetapi tetap di dalam
negeri, Namun demikisn, keberadaan uvang “tersebut didukung oleh
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berbagal dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga ada
kesan uang tersebut berasal dari bismis yang berhubungan dengan
dokumen yang bersanpkutan. Rekayasa dokumen terschut misalnya
dengan melakukan dowble invoice dalam hal ckspor-impar, sehingga uang
tersebut seolah-olah merupakan hasil dari bissis ekspor-irapor tersebut.
7. Pinjaman Luar Negeri
Usnyg hasil kejahatan dalam hal inf dibawa ke luar negeri. Jadi, seolgh-olah
uang tersebut diperofeh karena pinjaman (bantuan kredit) dari luar negeri.
£. Rekayass Pinjaman Luar Negerd
Datam hal ini vang hesil kejahatan tersebut tidak dibawa kemana-mang,
tetapl tewp di neperi asal kejahatan. MNaemun demikian, dibuat suaiu
rekayasa dokumen seakan-akan ada bantuan pinjaman dari luar negeri,
oadahal sama sekali tidak ada pihak yang memberikan pinjaman terscbut.
Sedangkan instrument yang digunakan dalam melskukan praktek
money laundering ini adalah
. Bank dan Lembaga Kevangan Lainnya.
Banyak jasa yang ditawarkan oleh bank atau oleh lembaga keuangan
lainnya dapat digunakan untuk memutihkan uang hasil kejahatan. Berikut
ini contoh-contoh penggunaan jass-jasa tersebut
13 penukaran vang hasil kejabatan. Misalnya, menukar pecahan kecil
dengan pecahan besar.
2) Penukagan uang hasil kejahatan dengan simpzran dengan nama
paisu. '
3} Penggunaan Safe Deposit Box untuk menyembunyikan uang hdsil m—— B
keinhatan,
4) Penggunaan fasilitas transfer, dimana uang hasil kejahatan
ditransfer ke fempat yang diinginkan.
5) Penggunsan fasilitas elecironic fund fransfer untuk membayar
transaksi yang tidek ssh (seperti transaksi narkotika), atau
menyimpan/imendistribusikan  hasit transaksi yang tidak legal
tersebut,
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Perusahaan Swasta
Untuk ity didirikan perusahaan-perusahaan dari vang hasil kejahatan untuk
maksud transaksi fkif. Dengan demikian, seclah-olah perusahaan tersebut
memberikan keuntungan yang sah.
Real Estale
Pencucian uang juga dapat dilakukan dengan jalan membeli membeli dan
menyewakan real esiate. Untuk dapat memudabikan operasionalnya, pihak
pelaku money laundering dapat mendirikan perusahaan real estate, yang
akan bertindak sebagai agen atau pemborong.
Deposit Taking Institution dan Money Changer
Keberadaan Deposit Taking Institution (D7) juga merupskan sarana yang
ampuh bagi pihak yang berkeinginan untuk melakukan tindakan Adoney
Lavndering. Pihak Deposit Taking Institution {DT1} seperii Chartered
bank, irust company atsu credit union memberi banyak kemudahsn vang
cukup bermanfast bagi pelaku money lanndering. Misalnya, sistem kiiring
yang efisien, lokasinys yang berada dalam negara yang stabil secara politis
dan ekonomis, prinsip kershasiaan bank yang sangst dipegang teguh, dan
fain-lain. Cara-cara melakukan kegiaten Momey ZLaundering dengan
memakai Deposit Taking institution (DT, antars lain dengan jalan :

a. transfer vang melaluf teleks dan surat berharga.

b. Penukaran valuta asing

¢. Pembelian obligasi pemerintah, dan treasury bills.
Selain itu, perusshaan-perusshaan monzy changer joga sering digunakan
sei?agai tempat pesctcian vang.
Institusi Penanaman Uang Asing
Pibak yang melakukan kegiatan money laundering i Radangkala
memanfaatkan pihak institusi penanaman uang asing, dimana pihak
penasaman vang asing bertindak selaku perantara sntar mafia kejshatan
dengan pihak perbankan, dan dalam hal int nantinye uvang fersebut
didepositokan pada bank tersebut,
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6. Pasar Modal Dan Pasar Uang

Lembaga pasar modal juga merupakan tempat yang ampuh bagi pihak
peniahat untuk memutihkan vang-vangnya. Misslnys, dilakukan dengan
membeli efek-efek yang ditawarkan di pasar modal lewat pihek broker,
dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelaku, misainya dengan
menggunakan rekening orang lain. Atau dapat juga dilakukan dengan
metakukan suatu private placement ke dalam svatu perusahaan Gi mana
kemudian perusahaan tersebut go public di pasar modal. Selain pasar
modal, pasar uang (nasions! atau internasional] juga sering digunskan oleh
pelaku pencucian uang tersebut.

. Emas Dan Barang Antik

Dapat juga uang basil kejahatan diputihkan dengan jelan membeli emas
dan barang antik, sehingga diharapkan deigan pembelian tersebut, vang
hasii kejshatan tersebut sudah berubab bentuk. Kemudian, pada wakiu
yang tepal emas dan barang antik tersebut dijadikan wvang kembali,
sehinges setelah itu, vang tersebut sudah meniadi bersih,

. Konsultan Kevangan.

Jasa kantor konsuftan keuanpan alau konsultan manajemen juga sering
dipergunakan oleh mereka yang melakukan kegiaan money faundering.
Dalam kasus Bank of Credit & Commerce International (BCCI) misainya,
jasa kantor konsultan kevangan/ menajemen juga sering digunakan.
Penggunaan jasa kamtor konsultan kevangan dalam kegiatan money
laundering dilakuksn dengan jalan dibukanya rekening di bank tertentn
atas nama kandor konsultan keuangan fersebut. Kemudian, mengaliriah ke
rekening tersebut setoran cek kontan, money order atau cashier's checks.
Selanjutniya, dilakukan perintah transfor terhadap dana dalam rekening
tersebut ke bank-bank, misalnya bank Cayman Islands.
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2.6.Dampak dan Keruginn Akibat Pencucian Uang
John McDowell dan Gary Novis, dari Bureaw of Mernational
Narcotics and Law  Enforcement Affairs, US Departement of Staie,
mengemukakan beberapa dampak pencucian vang sebagai berikut:
a.Merongrong sckfor swast yang sah
Para pelaky pencucian vang sering menggunakan perusabaan-
perusahasn {fromt companies) uatak mencampur uang haram dengan uang
szh scbagai upays untuk menvembunyikan vang hasil kejahatannya.
Perusshaan-perusahaan (romt companies) tersebut memiliki akses kepada
dana haram yang sangat besar jumishnys, yang memungkinkan mercka
mensubsidi barang dan/stan jass yang diproduksi oleh perusshaan-
perusahaan tersebut, sehinggo barang dan jasa {ersebut dapat dijos] jauk di
bawah harga pasar.®
b. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan
Lembaga-tembaga  kevangan  {fingncial  institutions)  vang
mengandalkan kegiatarmya pada dana hasil kejshatan dapat menghadapi
bahaya likuiditas. Misalnya wapg dalam jumiah yang sengat besar
kemudian dicuci desgan cars mepempatkan ke dalam sebush bark, lalu e o
secara tiba-tiba uang tersebut ditransfer oleh pemiliknya ke suatu bank lain
dengan menggumnakan wire fransers.’
¢. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah  terhadap  kebijakan
ekonominys
Setelah uang hasil kejabatan dicuci melakal berbagai mekanisme =0 —
pelapisan, kemufian pelaku pencucian uang lebih suka memamamkan
kembali dana tersebut bukan di negara-negara yang dapat memberikan
rates of return yang lebib tingei daripada di negaranya, zkan tetapi di
negara-negerd yang menerapkan keteniuan rabasia bank (bank secrecy)
yang ketat atau yang tidak memiliki undang-undang pencucian vang atau

% John McDowell dan Gery Novis “The Consequences of Monsy Laundering i
Financinl Crime”, May 2001, hup:lwwsyusteas.gov
* Kegiaton seperti torsebut i afes dapal moagakibetkan respukulnya perusahaan-
perusahiaan yang belosfa secars sah yang tidak mampumwkbmkummﬁumzk menjusl barang
danfalan § jesa ¢i bawah herga pasar.

Hal ini sudeh tentu dapst menimbulkan mssafuh Jikuidites bagi bwek yang
bersangkuian.
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yang dikenal lemah di delam menegakkan undang-undang pencucian
uang.”’
d.Timbulnye distorsi dan ketidakstabilan ekonomi
Pelaku  pencucian  uwang tidak tertarik  untuk  memperoich
keuntungan dari inveslasi atas uang hasil kejahatan yang mercka takukan,
akan tetapi febih tertarik uetuk menginvestasikan dana di kegiaten-kegitan
yang aman darl pengawasan otoritas peregak hukum, walaupun kegiatan
tersebut tidak menjaniikan returs of irvesiment yang tinggi.”
¢ Mengurangi perndapatan negara dari sumber pembayaran pajak
Praktek peacucian wang mengakibatkan berkurangnya pendapatan
pajak {fess of revenue), yang akan mengakibatkan fingginys tingkal
pembayaran pajak {(figher tax rates) dzripada tingkat pembayaran pajak
yaag normal seandainya vang hasi! kejahatan vang tidak dipajaki i
merupakan dana yang halal yang dapat dibebani wajib.
f Membshayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara
yang dilakukan oleh pemeriniah
Praktek pescocian uvang dapal  mengascam  upaya-upays
privatisasi perusahsan-perusahasn negara vang dilakukan oleh pemerintah,
vaitu bilamana pelaku perncucian wang  mengpunakan uang  hast)
kejahatanniya untuk membeli saham-saham perusahaan milik negara yang
akan diprivatisasi dengan penawaran harga yang lebih tinggi dibandingkan
dengan penawar lain.”?
g Mengakibatkan rusaknya reputasi negara

! Preferensi yang demikisn dapat mengancem kestabilan mencler, yaitu teriadinya
perubshan-perubshan terhadap jumlah permintaan sang dan meningkatkan volatilitas dari arus
modat nternasional (international capital flaws}, Bunpa dun niled tukar misis vsng veng Sdak dapat
dijeiaskan penycbabnya.

 Apabilz ternyats invesiasl yang dilakukas tersebut kemudian tidak dapat lagi
memenuhi kebwtuhan pelake pencocien wang untuk menutupl kegiatan percucian uangmya
terscbut, make pelaku peocucian uang tidek akan tagu-ragy wntuk meninggalkan investasinya
tersebul. Kegiatan seperti hal torsebut dapat menggangsgs pertumbuhan ckonomi dar nepera &
mana investesi ta dilakukan,

¥ Apsbila pelaku pencucian uang dapal memperolen saham pernsahasn negare yang
diprivatizasi, meka kedudukan pelaku pencecisn nang nken sangat eman den dikhaweticken
perusahaan fevskbul akan dipunakan sebagai tompat umtuk mencuci uang hasit kejabatan yang
lainnya.
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Marsknya kegiatan pencucian uang di suate negara mengakibatkan
terkikisnya kepercayaan pasar terhadap negara tersebut. Rusaknya reputast
schagai akibat kegistan fersebut dapat mengakibatkan hilangnya
kesempatan-kesempatan global yang akan mengganpgu pembangunan dan
perfumbutian skonomi negara yang bersangkatan.

h. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi
Kegigiann  pencucian  usng  merupskan  Kegiatan  vang
memindahkan kekuatan ekonomi pasar, pemerintah, dan warga negara
kepuda pars penjahat. Besarmysa kekuatan ckonomi yang dapat dibimpun
oleh penishat dari kegiatan mereka dalam melakukan pencucian uang

tersebut dapat menimbulkan skibat yang fidak baik delam selurub uasur
masyarakat.

2.7. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidapa Pencucian
ang,

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian
uang adalah sebagaimana diatur dalamt Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002, serta Pasal 5. Pasal 10 a dan Pasal 17 a
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang berbmyii"’

1. Penyvedia Jasa Keuangan yang dengsn sengaja  tidak
menyampaikan laporan kepada PPATK askan dikenai pidana.

2. SBetiap crang yang tidak melaporkan uang tunal berupa rupiah
sejumlah Rp 100.000.000,00 {seratus juta rupiah) atau lebih
atay mata uang asing yang nilaioya setars dengan jtu yeng
dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negarg Republik
Indonesia juga dipidana, T

3. Penyidik, saksi, penuntut umuim, hakim, atau orang lain yang
bersangkutan denpan perkara tindak pidane pencucian uang
yvang sedang digeriksa membocorkan identitas  pelapor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasai 41,

4. Pgjabat atau pepawai PPATK, penyvidik, penuntut umum,
hakim, dan siapapun juga vang memperoleh dokumen dan/atau
keterangan dalam rangke pelaksanesn tugasnya menurut
Undang-Undang ini, wajib merabasisksn dokumen danfatau

* Indonesia Undang-Undang Republik Indowesia temang Tindok Pidang Pencucion
Long, Undeng-Undang Nomor 15 Tahun 2002, OpCit, Pasal 9 dan pasal 16, dan Indonesia,
Lindang-Undang Republik fndonesia sentang Perubohan Ares Undeng-Undang Nonror 7§ Tabun
2002 temtzng Tindak Fideret Peneucian Uang, Undang « Undeng Nomor 25 Tabun 2003, LN,
No. 108 Tahus 2803, 0p.Cit, Pasal 9, Pasal 108 dan Pasal 17 2.
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keterangan tersebu! kecuali untuk memenuhi kewajiban
menurut Undang-Undang ini. Sumber keterangan dan laporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam
persidangan pengadilan. Pejabat atau pegawai PPATK,
penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang
karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (1) dan
ayat (2) akan dipidana.

5. Direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan
dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa kenangan atau
orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan
cara apapun mecngenai laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan
kepada PPATK. Pejabat atau pegawai PPATK, serta
penyelidik/penyidik  dilarang  memberitahukan  laporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada pengguna jasa
keuvangan yang telah dilaporkan kepada PPATK atau penyidik
secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun.

Setelah membaca uraian di atas kita mengetahui bahwa pencucian
uang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Rezim anti pencucian uang di
Indonesia meliputi sistern peradilan pidana pencucian uang dimana di
dalamnya terdapat sebuah lembaga yang bertindak sebagai Financial
Inteiligence Unit (FIU) yaitu PPATK. Untuk itu pada Bab berikutnya

penulis akan menguraikan mengenai PPATK dan fungsinya sebagai
Financial Intelligence Unit,
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BAB I
FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT DAN PUSAT PELAPORAN
DAMN ANALISIS TRANSAKSE KEUANGAN (PPATK).

Setelsh kita menguraikan moengenal tindak pidana pencucian vang,
pada bab ini penulis akan menguraikan mengenal Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan Financial
Intelligence Unit di Indonesia.

3.4, Financial Inielligence Unit { FIU)

Besarnya perhatian bangss - bangsa terhadap tindak pidana
pencucian vang terutama karena pengaruh yang ditimbulkannye, antars
lsin berupa instabilitas sistem keusngan, distorst ekonormi dan
kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah vang beredar. Hal
ini karena akumulasi dana yang mampu dicksploitasi oleh aktivitas
pencucian uang ini mercakup jwmlah yang sanpst besar, meski sulit untuk
memperkirakan jumlah pastinya karena sifat dari kegistannya yaug
orsamar.

Untuk memerangi kegiatan — kegiatan pencucian uang di sebush
negars, pads umumaoya dibentuk oleh negara itu fembaga khusus yang
disebut Financial Intelligence Unit atau disingkat FIU. Suatu FIU adalah
suaty lembaga atau kemtor yang menerima informasi kewangan,
menganalisis atau memproses informasi tersebut, dan menyampaikan
hasiinya kepada otoritss yang berwenang untuk menuniang upaya -~ upsya
memberantas kegiatan pencucian uang” :

Keheradaan FIU ind pertana kali distur secara implisit dalam Empat
Puluh Rekomendasi (Forty Recommendations) dari Financial Action Task
Force on Money Laundering (FATF). Rekomendasi ini merupakan standar
yang dikeluarkan oleh FATF dan diharapkan dipakai oleh masing —
masing negara dan diterapkap secara internasional dengan konsisten.
Rekomendasi perfama kali dikeluarkan pada tahun 1990, kemudisn

7 Sutan Remy Sjehdeint. Op.Cit Hal 247
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direvisi tshun 1996 dan sekarang dslam proses direvisi kembali, FATF
didirikan tahun 1589 dengan sponsar utama negara — negara indusiri besar
{Group of Seven atau G7 dan Ewropean Union). FATF beranggotakan 29
Negara dan dua organisast internasional, vaitu the Evropean Commission
dan the Gulf Cooperation Council™ FIU merupakan salsh satu
infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemborantasan
kejshatan pencucian uvang di masing ~ masing negara, Keberadaan
lembaga khusus ini mutlak ada dan memainKkan peranan yang sangat
strategis karena masaleh pencucian uang merupakan persoalan yang cukup
rumit, melibatkan orgenized crime yang memahami berbagai teknik dan
modus kejahatan yang canggih.

Tugas pokck FIU secara garis besar menurat identifikasi yang
dilakukan oleh EGMONT Group’' di seluruh dunia yang bertujuan antara
fain mendorong kerjasama antara FIU, meningkatkan keahlian dan
keterampilan personil FIU adalah sebagat berikut ™

{1y Menerima laporan suspicious fransaction reports dan currercy
transaction reporis dari pihak pelapor ;

{2} Melakokan analisis afas laporan yang diterima dari pihak
pelapor. Dalam kaltan tugas ini FIU mengeluarkan pedoman
untuk mengtdentifikasi transaksi yang wajib dileporkan ; dan

{3) Meneruskan hasil analisis lsporan kepada pihak yang
berwenang.

Sementara untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya FIU
getidaknya memiliki kewenangan :

g. Memperoleh dokumen dan informasi fambahan untuk
raendukung anaiisis yang dilskokan ;

b. Memiiiki akses yang memadal ferhadep sefiap orang ateu
lembaga  yang  menyediskan  informasi  kcuangan,
penyelenggara administrasi yang terkaill dengan transaksi
keuangan dan aparat penegak hukum ;

¢ Memiliki kewemngan untuk menetapkan sanksi terhadap
pihak peiapor yang fidak mematuhi kewajiban pelaporan;

d. Memiliki kewenangan untuk menyampaikan informast
keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang

" ynus Hassein. Bunga Rampal Anti Pencucian Uang. Cet.l. ( Book Terrace & Library,

20073, hal 245,

T ROMONT Group adalal staiu forum vang keangpotsannya terdird dard Financial

Intellegence Unit (FIUL

™ maid, hal 248,
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berwenang di dalam negeri untuk kepentingan peayelidikan
dugaan tindak pidang pencucian vang;

e. Melakukan pertukaran informast  mengenal  informasi
keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di
tuar negen ; senia

f.  Menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukom
nasional dan prinsip — prinsip internasional mengenai data
privacy dan data protection,

Dalam prakiik internasional terdapat empat ienis FIU, yaitu sebagai

berikut:””

8, Police Model (Law Enforcement Type}
Model ini merupakan model kepolisian yang biasanya juga diletakan di
bawah institusi kepolisian. Laporan fransaksi keuangan yang
mencurigakan atau laporan transaksi tanai ditujuken langsung pada e
lembags inl yang pada ymumnya mempunysi kewenangan melakukan R
penyidikan, seperti di Austria  yang bemama A-FIU {Cemral [
Department againts Organised Crime) yang merupsken bagian dari
“Ministry of Internal  Adffairs”, Jerman  yang disesbut BKA
{Bundesioriminalamt) bagian dari Germany Federal Police Office, dan
Irfandia yang bemama MLIU {(Money Launéieﬁrzg Investigation Unit) rT————
yang memiliki kewenangan selain menerime dan mengumpulkan serta
penyidikan juga memiliki pengawasan peraturan AML, fungsi
kepatuhan, fraining pihak pelapor.®?

b. Judicial Model
Dalam mode! ini merupakan modet FIU yang tidak independen dan
biasanya laporan transaksi vang mencurigakan ditujukan pada Kantor
Keinksaan Agung untuk diproses, karena model int memiliki wewenang
Imelligence gavhering, active investigatipn, prosecuiion, seperti di
Cyprus — MOKAS {(or Unit for Combating ML ~ in Englisk) dan
Luxembourg — FIU -~ LIX (Anti Money Laundering Service).

* Yunus Husein, “PPATK : Tugss, Wewenang, din Peranenaya dalam Memberantas
Tindak Pidara Peacucian Usng”™ fumal Hukum Bisnis. Volume 22720603 325,

® PIU lain yaitu termosuk Swedin ymitu FIPO (Finanspolisen), Swiss yaitu MROS
{Money Lawidering Beporing Office Switzerfond), don United Kingdom disebut ECU (Economic
Lrime Unil),
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¢. Model Gabungan (FHibrid Type)}
Dalam oiodel ini slatus lembaganya baik yang independen maupun
tidak independen, dan laporan dituiukan pada joine police atau judicial
unit sebagai institusi gabungan, seperti &i Denmark vang dischut
Hhvidvasksekretariaiet (The ML Secretariaf), Norwegia yang disebut
OKOKRIM (ML Unir), Hongkong bernama JFIU {Joimr Finunciol
Imeligence Unif), Thailand dengan nama AMLO (dnti Money
Laundering Office) dan Filipina AMLC {dmf Money Loundering
Councily. Kedua jenis yang terakhir ini aksa dijelaskan lebih fanjut.

d. Administrative Model
Model ini merupaken lembaga independen yang berada di bawah
pemerintahan (AUSTRAC {Australia), FINTRAC (Kanada), FinCEN
{Amuerika)), dan di bawah Bank Sentral (Malaysia) senz di bawsh

Financial Service Authority (Jepang), yang memiliki Kewenangan
Intelligence gothering saja.

Melihat keempat mode! FIU tersebut, dapat diketshui behwa jenis-
jenis terscbut didasarkan pada kebemadaan otoritas fombaga FIU dan
wewenang yang dimilikinya, yang masing-masing memiliki perbedaan
dalam hal besar dun kesiinya, struktur dan organisasinya, seris tanggung
jawabnys vang semuanya iergantung pada pengsturan masing-masing
negara. Dari model-model FHUJ di atas, ddministrative Type memiliki
kewenangan paling sedikit, sedangkan Hybrid ?‘y;zze (gabungan} memiliki
kewenangan paling luss, seperti Thatland — AMLO (dwi Money
Laundering Office} dan Philippines - AMLC (An#f Money Laundering
Ceancil).

Menurut pendapat penulis bahwa dari kecmpst model tersebut
apabils berdasarkan keberadaan lembaganya yang paling ideal adalah
model yang tidek berada di bawsh struktur suatu lembaga pemerintah
staupun lembaga lainnya. Hal ini dikarenakan unituk menjaga independensi
atau kemandirian dalam rangka peloksansan tugas FIU itu sendird dan
pelaksannan fungsinya tidak ada intervensi dari pihsk lain. Tetapi yang
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periu menjadi perhatian untuk melibat tingkat keberhasilannya adalab
sejauhmana tugas dan wewenang vang dimiliki lembaga dari masing-
masing negara tersebut.

PPATK yang apabila dilihat dari keempat model FIU di atas
merupakan model yvang keempat yaitu Adminisirative Model, karena
PPATK merupakan lembaga independen vang langsung bertanggung
jawab kepada Presiden. ¥ Model ini lebih banyak berfungsi sebagai
pergptara antara masyarakat atau lembaga-lembags jasa kevangan dengan
lembaga penegak hukum, Laporan yang masuk akan dianalisa terlebil
dahulu oleh PPATEK dan kemudian dilaporkan kepada lembaga penegak
hukum, baik Kepolisian meupun Kejaksaan.

Berangkat dari  model-model  Financial  Imelligence  Unit
sebagaimana telah dipaparkan diatas, dapat dijelaskan beberapa conioh
FIU di beberapa negara yaitus sebagai berikid :

a  Austalia
Negara ini memiliki Iembaga vang khusus menangani mongy
laundering ysitu Auiralion Travsaction Reports and Analysis Centre
(AUSTRAC), sebagaimana didirikan pada pada tahun 1988 depgan

Financtal Tramsaction Reporis Act (the FTR Ach).*
AUSTRAC merupakan benstuk FIU yang sejenis dengan PPATK
vaitu termasuk tipe Administrast kemudian dalam laporan {ahunan
AUSTRAC disebutkan bahwa ;

Following the movey frail assisis the detection, investigation

and prosecution of persoms imvolved in major crime and tox
evasion both in Australia and overseas™

' Pasal I8 ke {Ddan (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Ferabahan

Alas Undang-undang Nomar 15 Tehun 2002 Tesieng Tindsk Fidsns Pencucinn Ussg yang
berbunyt :

(2} PEPATK sebageimans dimalosud dslam ayat (1) sdaleh lembogs vang independen
dalpzn metuksanakan tugns dan kewenangannys.

(38)1 PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.
Annual Repord AUSTRAT 2808-288%, Viewing Dur Role In Context, Chapier 1, 2001,

2 1hid
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Dengan melihat uraian tersebut, maka dapal diketahui bahwa
AUSTRAC memiiiki peranan pokok yaitu melacak jelak bergulimya
uang denpgan membantuy mendetcksi, menyelidiki dan  melakukan
penuntutan ferhadap mereka yang terlibat dalam kejahatan berst dan
penghindaran pajak baik di dafam maupun luer negeri, Sehingga hal ini
merupakan kesamaan dengan PPATK vang dinvatakan secara (egas
dalam wundang-undang tindsk pidana pencucian uang bahwa PPATK
memiliki tugas stau peran  membantuy  penegak  hukum  dalam
memberantas tindak pidana.

Kemudian AUSTRAC mempunyai peran baik sebagai badan
pengatur atae regulator vaitu seperti halays wewenang yang dimilik
PPATK untuk mengawasi zpakah lembaga penyedia jasa keuangan telah
memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan FTR (undang-undang
money laundering) maupon peran sebagai badan intelijen kenangan vaitu
mengurapuikan, menganalisa dan  penyebaran  informasi. Namun
AUSTRAC tidak memiliki kewenangan untuk meminta informasi™
schingga lebik bersifat pasif dibandingkan PPATK yang memiliki
kewenangan meminta informasi.

Apabila dilihat dari kelembagaannva, posisi  kelembagasn
AUSTRAC berbeda dengan PPATK, yaltu merupakan bagian dari tugas
Jeksa Agung, bertanggung jawab kepada Menteri Kehakirnan Kebiasasn
{adat) yang memiliki kewenangan luas dalam pelayanan dan penanganan
masalah-masalelt hukum dan keadifan® Sedanghkan PPATK merupakan
lembaga yang berdiri sendiri yang bertanggung jawab langsung kepada
Presiden,

b, Thailand

Dalam penanganan tindsk pidana pencucian uwang di Thailand
dibentuk suatu lembaga vang bermnama The Office OF Amti Money
Laundering (AMLQO). AMLO merupekan lembaga independen seperti
halnya PPATK di Indonesia, tetapi AMLO memiliki wewenang yang

:: Yunus Husein, Proses Legisiasi. Op.CR, Hal 13,
Ttid
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lebih dibandingkan dengan wewenang PPATK, yang dapat dilihat yaitu
36

Inteligence gathering
Investigation

Asset forfeiture/confiscation
Assel management program
Training/sociatization

o b o B

Melibat wewenang vang dimiliki tersebut nampak bahwa AMLG
mempunyai banvak wewenang yang tidak dimiliki oleh PPATK yaitu
assef meanagemeni program, (rainingsociglization, Investigation, dao
Asset forfeiture/confiseation. Namun AMLO tidak memiliki kewenangan
untuk mengatur (membuat peraturan ateu Jserperti yang telah dimiliki oleh
PPATK.

Sebenamya, kewenangen yang dimiliki AMLO  lebih pada
Ineliigence  gathering,  assef  monogement  program,  dan
training/socialization saja, sedangkan kewengngan émmvestigation tindak
pidana pencucian uang teiap dilaksanakan a%eiz.Polisi dan penuntutannya
oleh jaksa atau bersifat koordinatif. Kemudian yang menarik di Thaitand
adalahi adanya lembape “Zhansaction Comnrite” yang dipimpin oleh
Pimpinan AMLO {Sekretaris Jenderal) yang ditunjuk oleh Anti-Money
faundering Roard (di Indonesid seperti Komite TPPU), vang memiliki
kewenangan untuk melakukan civil forfeiture {(penyitaan perdata), Aset
hasil penyitaan perdata ini dikelola oleh AMLO melalui Asser
Meanagement Program”

. Filipina

D31 Fitipina juga mempunyai lembaga anti mongy laundering yang
disebut Anti-Money Laundering Councif (ANMLC). AMLC dapat dikataken
sehagai FIU yang memiliki kewenangan paling luas, yaitu dimulai dad
Inteligence gathering, Investigation, Arrest, Asset Forfeiture (including
eivil forfeiture), Prosecution, hingga Impose sanction. Kemudian vang
lebih menarik yaitu kewenangan penuntutan yang felah dimilikinya,

;j Yunus Huscin, Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang, Op.Cit, Hal 8,
Thid
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seperti halnys wewenang peauniutan yang dimiliki FIU dalam Judicial
Type seperti Cyprus - MOKAS {or Unit for Combating ML ~ in English}
dan Luxembourg — FIU ~ LIX {(dnri Money Laundering Service),

Kewenangan ini secara mandirt dimiliki oleh AMLC, namun dalam
pelaksanaannys sclalu berkoordinasi dengar instansi yang berwenang
seperti menangkap orang. Oleh karena ity, dengan mempertimbangkan
luasnys kewenangan yang dimiliki maka di dalam FlU-nya berbentuk
dewan, yaitu Governor of the Central Bonk sebagal Ketua dan the
Commissioner of Insurance Commission and Cheirman of the Security
Exchange Commission sebagai anggota.*®

Memperhatikan beberapa contoh FIU tersebut diatss, maka dapat
diketahul bahwa pada dasamya FIU termasuk PPATK sendicl, memiliki
peranan yang tidsk jauh berbeda scsuai dengan tugas dan kewenangan
masing-masing, meskipun dengan beatuk/imodel dan corak sendiri-sendiri.
PPATK merupakan saty jenis dengan AUSTRAC yaitu model
Administratif, dan berbeda dengan AMLO dan AMLC yang mempakan
model gabungan dan memiliki kewenangan wyang paling banyak
dibandingkan deagan mode! lainnya, namun PPATK memiliki kelebihan
kewenangan vang tidek dimiliki oleh ketiga FIU terscbut yaitu
kewenangan untuk mengatur, atan membuat pedoman bagl pthak wajib
lapor.

Kewsenangan yang perlu diperhatikan dan ketiga FIU terschut,
untuk mengoptimalkan kineda PPATK yaity scbagaimana kewenangan
vang telah dimiliki olech AMLO, antara lain menyangkut penyitaan aget
dari hasil kejabatan dan pengelolaan aset tersebut. Hal ini sangat
bermanfaat bagi penegakan hukuwmn di Indonesia, karena disamping dapat
memutus aliran dana yang digunskan untuk kejahatan, juge dspat
dimanfaatkan untuk pemasukan keuangan negare bukan pajak.

 Ibid, Hal 11,
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32 8ejarah Pusat Pelaporan dan Asnalisis Transaksi Keuangan
(PPATK].

Pada tataran internasional lahirnya suatu rezim untuk memberantas
pencucian uang sebenamnya dimulai pada saat masyarakat internasional
merasa gagal dalam upaya memberanias kejahatan yang berkaitan dengan
obat bius dengan segala jenisnya”™ Tujuan rezim internasional adalsh
mengatur dan mengawasi transaksi tertentu dan kegistannya dengan
mengadakan prosedur internasional, bukum dan kelembagaannya, dan
rezim ini mempunyai subrezim yang herfugas mengafur arus perputaran
dana internasional, termasuk diantaranya ketentuan anti pencucian zzang,m
Saleh satu contoh subrezim dalam upaya wmelawan kegiatan money
laundering yaitu The Finonclol Action Task Force on Money Lanndering
{FATF) oleh kelompok 7 negers {G-7), dalam acara -7 Summjz di Paris
pada bulan Juli 1989, yang semila berfujuan unfuk memerangi money
faundering, tetapi pada saat ini FATF felah zzzs_emperluas misinya, yaitu
sclzin  memberantas pencucian usng juga memberantas pembiavasn
terorisme,”’ dan Cagribbean FATF on Money Laund&ﬁng{CFATF},%
merupakan subrezim yang diawali dajam bentek informal dan secara
bertahap akhimya menjadi formal.

The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
merupakan salah satu subrezim anfi pencucian usng yang memiliki peran
di dunia intwmasional. Salah satu perannya adalab menctapkan kebijakan
dan langkah-langkah ysng diperlukan dalams bentuk rekomendasi™
tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucisn uang, yang sejauh

® wenii Garnasih, Op.Cit, Hal 126.
# foid, Hal 137,
" Sumn Remy Sisdeini, Kejohotan Asal (Predicate Crimesy dan Kerja sams

Laernasional Dalam Rongha Pemberavdavan Pencuchmn Uang, Video Conforence Nasional,
Biselenggarakan Olch Puset Pelaporan dan Analisis Transaksi Kenangan PPATK) dan Bank
indonesia, Universitas Indenesin, Universtas Galah Mads, Universita Sumalers Pliara, Urndversitas
IDiponegoro dan Universitas Airlangps pada tangeal 18 Mei 2004 41 Gedung Progrzm Pasca
Sarjana Feketas Huolun ndonesia, Hat 7.

2 v enti Garnasih, Op.Cit.
2 Pada tahus 1990 FATF tefeh menyusun dan mengetuarkan 40 rekomendasi yang harus

dilaksanskan ol¢h angeotanya, Rekomendasi torsebut meliputi crimingl justice sysism, penegakan
hukum {fow enforcemend), sistem keuangan (franclaf spstem) beserta persturannys dan kesja sama
intemasionsd {ivernational co-sperations),
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int memiliki rekomendast peacegahan dan pemberatasan pencucian uang
serta rekomendast khusus uniuk memberantas pendansan  terorisime.
Rekomendasi tersebul telah diterima sebagai standar inicrmasional dan
menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang.

Schagaimana yang terdapat ¢i beberspa negera dalam rangke
memerangi  pencucian  vang {money loundering), Indonesia pun
mempunyai perhatisn besar terhadap tindak pidana lintas negars yang
terorganisir seperti pencucian vang dan terorisme tersebut.

Di Indonesia telah muncul adanya suatu rezim anti money
laundering sebagaimana telah terpambar pada sub bab sebelumnya, yang
pada mulanya munculnya rezim ini dianggap banyak kalangan hanya
untuk memenuhi intervensi negara maju seja. Schingga muncul suatu
pertanyaan, mengapa rezim int perle dibengun?

Yunus Husein mengemukakan bahwa “peadekatan yang dilakukan
terhadap tindsk pidana pencucisn uang adalah mengejar usng atau harta
kekayaan yang dipercleh dari hasil keiahatan™ Kemudian vang menjadi
alasan yaitw®™ Pertama, bile mengeisr pelakunya relatif Iebih sulit dan
beresiko. Kedua, bila dibandingkan dengan mengejar pelaku akan lebih
mudah dengan mengejar hasi dard kejshatan, dan vang Ketiga, hasi
kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana ite sendiri
(tive bloods of the crime)”*

Apabila memperhatikan ketiga alasan tersebut, maka alasan
tersebut memang logis, karena selama ini penegak hukum kesulitan dalam
rangka mengejar atau mengatasi kejahatannya, apabila hasil dari kejahatan
tersebut dikejor dan dapat disita untuk negara, dengan sendirinya skan
mengurangi tindsk kejabatan itw sendiri karena pendansan kejehatan
tersebut telah terhenti dan hasil penyitean terhadap haria kekayvaan tersebut
dapat digunakan schagsi pembiayaan penegaken hukum, sehingga

4
1bid.
** Yunus Hustin, Peran PPATK Dalart Mendeteksi Percucian Usng, Yidoo Conforence

Masional, Diselengpsrskan Oleh Pusat Peloporan den Analisis Treasaksi Keuvengan {(PPATK) dan
Bark Indonesin Universitas Indonesia, Universites Gaish Mads, Universize Sumators {Hoes,

Universilas Diponegoro dan Universites Alrdangge pada tanggal 18 Mei 2004 di Gedung Program
Pascn arjena Fakulas Hukum Frddonesie, Hal 1,
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keberhasilan dalarm 0sahs menurunkan tingkat kriminalitas semakin
mudah dicapai .

Sebelum ierbentuknya rezim ind, susiu lembaga di Indonesia yang
memiliki tugas dan wewenang ysng berksitan dengan pencrimaan dan
analisis transaksi keusngan mencurigakan di sektor perbankan, yaitu
dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank indonesia (UKIP-
BI). Namun lembaga ini disnggap tidak mampu memberikan kontribusi
yang cukup dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

Indonesia dalam memberanias pencucian uang telsh membentuk
rezim anii pencucian uang yang schagai lembaga kbusus atau centrainya
dibeniuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keusngan (PPATH)™
atau Istilah asingnya The Indonesian Financiol Transaction Reports and
Analysis Centre (INTRAC) yang didirikan pada tanggal 17 April 2002,
bersamaan dengan disahkammya Undang-Undang MNomor 15 Tahun 2002
Tentang Tindalk Pidana Pencucian Uang sebagaimana sckarang divbah
dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 20037 Secara umum
keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut
serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejghatan lintas
niegara yang terorganisir seperti korupsi, ferorisme den pencucian uang
(money loundering). Sedangkan secars khusus, keberadaan iembaga ini
dimaksudkan sebagal suatu wpayz stan sieategi dalam memberantas
kriminalitas dalam negeri, apalagi kondisi hukum Indonesia saat ini masih
mengalami krisis kepercayaan baik sccam nasional maupun internasional.

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan aps yang iclah
dikemukakan oleh Yunus Husein, vang pada intinya bahwa secara nasional
lahimya institusi seniral {focal poing) di dalam rezun anti pencucian uang
di Indonesia ini diharapksn dapat membantu penegakan hukum yang
berkaitan bukan saja dengan tindak pidana penctician uang dan pendanzan

% Dalam Konscp Rancangen Undang-wrilang Tentang Pembersntasan Tindak Fidans

Pexoucian Usnp sken di rubah nemanys menjudi BPPPU (Badan Pencegahan dan Pemberantasun
Tindak Pidana Pencuclss Usng) veng sama-sama sebugai lembaga independen vang dibentuk
dalar: ranpke menocegsk dan memberantas tindak pidane pencacisn veng.

Linat ProfiliSejarak PPATK, hitp:ihvww.ppotkgo.id, diakses pada tangpal 8 Januad
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terorisme, melainkan juga semua tindak pidans bera!l lamnnya yang
menghasilkan vang.”®

Dengan lahirnys institusi sentral di dalam rezim antl pencucian
uang di Indonesia ini, maka sebelum PPATK beroperasi secars penuh
seisk 18 Oktober 2003, wgss dsn wewenang PPATK vyang berksitan
dengan penerimaan dan analisis transaksi keuvangan mencuripakan di
sektor perbankan, yang dilakukan oteh Unit Khusus Investigasi Perbankan
Bank Indonesia (UKIP-BI} selanjutnya demgan penverahan dokumen
transaksi keusngan mencurigakan dan dokumen pendukung lainaya yang
dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, sepenuhnya beralih ke PPATK.*

3.3. Struktur Organisasi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
@PPATE)

Sebagaimans  Jombaga-lembaga ateu  institusi-institusi  pada
wnumnya, Pusat Pelaporan Dan Anslisis Transeksi Keusnpan (PPATK)
yang merupakan sustu lembaga yang independen dalam melaksanakan
tages dan kewenangannys memiliki strukiur organisasi atau kelembagasn
dalam rangks menjalankan tugas-tugasnya. Struktor Organisasi lembagn
ini yaitu menurat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2003 Tentang Susenan Organisasi dan Tata Kedja Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Kenangan (PPATK) sebagaimana tergambar dalam
bagan organisasi sebagai berikut :'®

* Yunus Huseln, Soaf Cuci nong, Indonesia Dianggep Amen, Wawancars dengan Ade

Ard: M dkk dart Malalah Pilars, Morgor 03, THN.VHI, Terbit tanggel 24-38 Javunrd 2005,

P ProfitSejarab PPATK, Loe.Cit
W Linat Stridkinur Organisasi PPATK, hapthrws. ppatk go.id, diakses pads tanges! &

Banuar: 2009,
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KEPALA
WAKIL KEPALA
Hukum dan Kepatubasn Organisasi Hubungan Sasialisasi
Perundang- dan Logistik Kerja sama dan
andsngan Pengawasan Dan SDM internasional Kehumasan
Pengaforan Kerja sama Teknologi
Pelaksanaan Penegakan Informasi Analisis
Hokum
Berdasarkan gambar began fersebut, dapat diuraikan scbagai
berikut : :
1. Bashwa PPATK dipimpin cleh seorang kepaia yang mempunyai tupas
memitipin PPATK sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,
2. Kepals PPATK dibastu oleh Wakil Kepala, vang terdiri dari:
2. Wakil Kepala Bidang Riset, Analisis dan Kerja sama antar
Lembaga
b. Wakil Kepala Bidang Hukum dan Kepatuhan
¢. Wakil Kepala Bidang Teknologi Informast
d. Wakil Kepala Bidang Adminiteasi,
3.

Dalam Pelaksanean tupas-tugasnya meliputi 9 {sembilan) bidang

kegiatan (painsirear) yang meliputi:

a. Bidang Hukum dan Perundang-undangan, yang mempunyai tugas
membarty  Kepala dalem merumuskan peraturan di bidang
pencegahan dan pemberantasan Hindak pidana pencucian vang.
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34

. Bidang Pengaturan Pelaksanaan, mempunyal tugas membanu

Kepala dalam pengaturan pelaksanaan pengawasan.

. Bidang Kepatuhan dan Pengawasan, mempunyai tugas membantu

Kepala dalam mclakukan pengawasen atas kepatuhan Penyedia
Jasa Keuanpan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan persturan
pelaksanaannya.

. Bidang Kerja sama dalam Penegakan Hukum, mempunyal fugss

membantu Kepala dalam melaksanakan kerja sama dengan pihek
terkait, baik nasions! maupun internasional yang terkait dengan
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Bidang Organisasi, Logistik dan Sumber Daya Manusia (SDM),
mempunyai tugas membantu Kepala dalam hal adminiteasi, sumber
dava manusia dan pengadaan bareng dan jasa serta menvusun
rencana kerja dun angearan.

Bidang Teknelogt Informasi, mempunyai tugas membantu Kepata
dalam melaksanakan pengembangan teknologi vang terkgit dengan
teknik, metode dan alat untuk meiakukan analis lgporan transaksi
kewangan serta manaiemen sistem informasi untuk kepentingan
pencegahan dan pemberantasan tindak pidaa pencucian vang.

. Bidang Hubungan dan Kerja sama Intemasional, mempunyai tugas

membantu Kepala dalam melaksanakan hubungan dan kerja sama
dan  internasional yang terkait dengan pencegzhan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

. Bidang Analisis, yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam

melskukan analisis laporan fransaksi k:_:uaﬁgan seria manajemen
sistemt  informasi  unfuk  kepentingan  pencegahan  dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Bidang Sosialisasi dan Kehumasan, membantu Kepala dalam
melaksanakan sosialisasi dan hubungen masyarakat.
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4. 1} luar struktur, dalam melaksanakan tugasaya, Kepala PPATK dapat
dibantu oleh twenaga ahll vang bertanpgung jawab langsung sesusai
dengan kebutuban. Temaga ahfi terscbul bertugas memberiken

pertimbangan dan analisis | mengenal masalah tertentu sesuai dengan

bidang keakiihananya. Selanjutnys semua unsur 4 Hingkungan PPATK

dalam melaksanakan tugasnya wajib mencrapkan priasip-prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

3.4. Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Angslisis Transaksi
Keuangan {PPATK)

Dialam  setinp masyarakat harus ada hukum yapg mengatur
peritaku-perilaku dan tata kehidupan anggota masyarakat, Untuk adanya
tats hukury dalam masyarakat diperiukan tigs komponen kegiatan vaitu :

1. Pembuatan norma-porma hukum,
2. Pelaksana norma-norma hukum tersebut

3. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam suasana tertib hukum
tersebue '

Berdasarkan ketiga komponen kegiatan tfersebut, mska dapat
diketahut bahwa hukum dapat beralan apabila memenuhi ketiga
komponen tersebut. Schinggs norma hukum yang telah dibuat tersebut
dapat berjalan apabila ada pelaksana norma-norma hukam tersebut. :
Berangkat dari hal tersebuf, apabila dikaitkan dengan S e
nenanggulangsn tindak pidana pencucian vang di Indonesia, maka yndang- A
undang tindak pidana pencucian wang yang ftelah dibuat tidak aken
berjalan dalam masyarzka! tappa adanya pelaksana undangundang
tersebut, Berkenegn dengan hal itu, mepurut Sutan Remy §jahdeint, bahwa
“ pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana
pencucian uang di Indonesia ada ditangan scbuah lembaga vaitu Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Kevangan Mencurigakan (PPATK).”"®

% atipto Rahardio , Hukum Dan Perubahar Sosial, Alumei, Bandung, 1579, Hal. 102

"2 Sutan Kemy Stadeini, Sefuk Befuk... Op.Cit, Hal 248.
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Sebagaimana tersebut dalam  Undang-Undang Tindak Pidana
Pencucian Uang, PPATK  dibentuk dalam rangka mencegah dan
memberantas  tindak pidana pencucian uang, sehingga PPATK sebagai
ferabaga vang Kkhusus moenangani pelaporan kemungkinan terdadinya
pencucian uang dan akan melakukKan analisis terhadap transaksi-transaksi
keuangan yang mencurigakan tersebut mempunyai kekuasaan, yang dalam
undang-undang  tindak  pidana  pencucian usng PPATK  dalam
melaksanakan fingsinya mempunyai tugas dan diberikan wewenang,

Schubungan dengan hal iy, lembaga ity sendiri dapat dideBnisikan
vang menurut  Hauriou, adalah “spatu orpanisasi sosial yang memiliki
kekussaan sebagaimana menurut apa  yang menjadi tujuan dan fembaga
itu sendiri,”®

Dua tugas wiams PPATK vang menoniol adalah “mendeteksi
terjadinya tindak pidana pencucian vang dan meinbanw pensgakan hukum
yang berkaitan dengan pencucian vang dan tindak pidana asal {predicate
crime)”'® Untuk hal tersebut PPATK memiliki tugas schagaimanz
termuat dalam Pasal 26 yaitu :

4. menpumpulkan, menyimpan, dan menganalisis, serta mengevaluasi
informasi yang dipernieh oleh PPATX sesuat dengan undang —
undang ini;

Pengan melihat tugas tersebut maka PPATK dapat dikatakan scbagai

pusat data (daotabase) informasi berkaitan dengan semua kegiatan

sebagaimana yang dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan dalam upaya
mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang.

b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat cleh
Penyedia Jasa Keuanigan. Schingga, dari tugas ini PPATK dapat juga
dikatskan memilikt tugas pengawasan terhadap daflar pengecualian

1% pueal 18 koo{1)Undang-Undeng Nomor 25 Tshun 2003 Tentang Perubshan Ates

ﬁn&wg«mdmg Nomor 15 Falum 2882 yeitu 1 Dalam mngks mencegeh dan memberanias tindak
pidana mcmtaa wang, dengan undang-uadang ini dibentuk PPATK.

W, Picdmann, Legal Theory (Teori don Filsafat Huwkum), Diteriemabksn olch

Mohamad Arifin, Bdist 1 Cetskan 1, CV. Rajawall: Jakaria, 1990, Hal 55,

s Peniclasan  PPATK atos Laporan Kepade Kapoln, Lihat Artikel PPATE,

Atpsfvwe prak go.id, dickses pads tongpst 15 Jannard 2009,
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vang meliputi'™ ransaksi antar bank, transaksi dengan pemerimal,
transaksi dengan bank sentral pembaysran gaji pensiun dan transaksi-
ransaksi lainnya vang disetujui oleh PPATK.

¢. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan
Mercurigakan, Pedoman ini berlaku bagi penyedia jasa keusngen
berupa bank umum, bask perkreditan rakyat, perusahaan efek,
vengelols reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana
pensiun dan lembaga pe:mbiayaamm

d. memberikan nasehat dan baatuan kepada ingansi yang berwenang
tentang informast yang diperolel oleh PPATK sesuai dengan
ketentuan dalam Undang - andang ini ;

¢. mengeluarkan pedoman dan  publikasi kepads Penyedia Jasz
Keuangan tentang kewajibannya yang diteotukan dalame Undang-
undang  atau dengan peratoran  perundang-undangan lain, dan
membantu dalam mendeteksi perilaku nasabeh vang mencurigakan.

f.  Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidans pencucian uang.

g, Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak
pidana pencucian uang kepada penegek hukum yaitu Kepolisian dan
Kejaksaan.

h. Membuat dan memberikan laporan mengenal hasil analisis fransaksi
keuangan dan kegistan lainnya secara berkala 6 {enam) bulan sekali
kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakvat, dan lembaga vang
berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasy Keuangan:

i.  Memberikan informasi kepada publik tenfang kinetja kelembagaan
sepanjang pemberian informasi tersebut {idak bertentangan dengan
ketentuan undang-undaag ini.

Kemudian Mochtar Kusumaatmaja sebagaimana telah dikutip oleh

Munir Fuady dalam bukunys Aliran hukum kritis menyatakan bahwa:

“Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedanghken kekuasaan tanpa

061 ihat Pasal 13 Ayat {5) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang.

¥ Lihkat Pasal T Ayat (1) Keputusen Kepals Pusat Pelaporan dan Analisis Transakst
Keusngan Namor : ZEKEP PPATK 2083,
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hukum adalah kezaliman™."™ Oleh kerena itu, agar hukum dapat berjalan
dengan baik, diperlukan suatu kekuasaan untuk melaksanakannya. Dalam
bal ini dapat dipersamakaman dengan PPATK, dimana PPATK dalam
menjalankan tugas-tugasnys, tidak akar berialan dengan baik tanpa adanya
suaty  kekuatankekuassan, Oleh karena itu PPATK telah diberikan
wewenang sebagaimana termuat dalam Pasal 27 yaiw ;

1. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Kevangan;

2. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau
penunfulan terhedap tindak pidane pencucian uvang yang teleh
dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;

3. mclzkukan audit terhadap Peoyedia Jass Keuvangan  meongenat
kepatahan kewajiban sesual dengan ketentuan dalam Undang-undang
it dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;

4. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi
keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimang dimaksud dalam
Pasal 13 ayat {1} huruf b,

5. Serta PPATK dalam menialankan wewenang tersebut, tidak beriaku
ketentuan  kerahasian bank dan  kecshasian bansaksl keuangan
fainnya.'™

Menurut penulis, apabila mencermati fugas dan wewenang tersebut
di atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya PPATK mempunyai
fungsi utama sebagai pusat informasi atau dorabase terhadap transaksi
keuangan vang terindikasi pencucian uang vang diperoleh. Melihat tugas
yang dimilikinya tersebut, PPATK mempunyai peran yang sangat
steategis dalam penegakan hukum tindsk pidana pencucian uang, tetapi
peran tersebut fidak di iringl denpan kewenangan vang cukup unhuk
mencapal tujuan yeng ingin dicapai. PPATK tidak begitv memiliki
kapasitas yang bersifat akiif seperti hainya dengan penyedia jasa keuangan
saja. Hal tersebut mengakibatkan hasil analisis PPATK yang akan
disampaikan kepada penyidik kurang mempunyai dampsk vang

¥ sunir Fusdy, Aliran Hukum Xritis, Op.Cit, Hal 41,
5 1 that Pasat 27 Ayat {3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Testang Perubehen

Undang-undang Nomor 15 Tehon 2002 Tentang Tindak Pidans Pencucien Usng.
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berpengarub kuat. Sehingga hasil analisa yang dilaporkan kepada penyidik
harus dilakukan penyelidikan oleh penyelidik, karena PPATK tidak dapat
mengkroscek alau melakukan tindakan penyelidikan terhadeap data yang
diperoichnya. Kendala sclanjutnya yaitu dalam melaksanakan tugas audit,
yang mana PPATK tidak memiliki kekuatan untuk memaksa sendir
karenia tidak meroiliki kewenangan memberikan sanksi secars langsung,
tetapi hanys meagkoordinasikan kepada regulator, sehinggs hal ial dapat
mengakibatkan ketergantungan kepada regulator. Kelemzhan-Relemahan
ersebul aksn berakibat kesulitan dalam mendeteksi dan menindak pelaku
pencueian vang.

Meskipun PPATK masih banyak kekurangan den kelemahan,
samun PPATK juga memiliki beberapa kelebihan vaitu antara lain dalam
hal meminta informasi dibandingkan dengan saleh satu lemabsga FiU
negara lain yang (ermasuk model administratifl seperti Australia vang
“tidak memiliki kewenangan untuk memints informasi,  kemudian

PPATK juga “memiliki kewenangsn meﬁgmr”; karena berwenang unfuk
menetapkan peraturan, '

3.5. PPATK sebagai Financial Intelligence Unit di Indonesia

Dalam upaya melawan praktek money laundering, pada tmumnya
telah dibentuk snatu lembaga atau badan khusus yang namanya “Fingncial
Intelligence Uit (FIUY.}! Lembags semacam ini di Indonesia disebut
dengan Pusat Pelaporan dan Asalisis Transaksi Kevangan (PPATK) afau
Istilah asingnya The Indonesian Financial Transaction Reports and
Analysis Centre {INTRAC) . '

Istilah “Finencial Inteiligence Unit (FIL® apabila diartikan kata-
perkata kedalam behass Indonesia sebagal berikut: “Finarcial® yang
berarti kevangan, Intelligence berarlt “infelifer” yaitu orang yang bertugas

B8 vunus Wuseln, Proses Legistasi DU Ini Pasti Akan Alet, Mejalah Trust, Edist 38

Tatun IV, Tanggal 1925 Juni 2008, Hat 13,

" Qutan Remt Sjehdeini, Seluk Sefzk .. .Op.Cit, Hat 247,
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mencari (mengamal-amati)seseorany,; dinas rahasia.!' “Intefijen” sendirl
dalam ensiklopedia nasional Indonesia, diartikan sebagai -

hasil rangkaisn kegiatan, suatu proses pentahapan kerja sisiematik
yang ferdirl atas : Pengumpulan informasi, evaluasi, integrasi, dari
semua tahapan proses, keria sehelumnya, dan interpretast dael selurgh
informasi yang didapatkan, seria perkiraan yang kemudian dibuat
terutama berdasarkan interpretast vang diperofeh.”

Dari uralan-uraisn tersebut di ates, maka dapat dikatgkan bahwa
pada intinya intelijen adalah suaty proses kegiatan {berupa pengumpulan
pencatatan, pengolshan, tindeken dan lain-lain} yang pada akhimya
menghasilkan suatu produk berupa informasi. Kemudian intelijen sebagai
kegiatan tercemin dalam 3 {tiga) fungsi yaitu : fungsi penyelidikan, fungsi
pengamanan dan fungsi penggalangan.'

Sedangkan “unir” bevarti @ bogian terkecil dari sesuatu yang dopot
berdiri sendiri; satuan. Apabila arti kata tersebut dirangkai menjadi san
maka “Financial Intelligermce Unit” depat diartkan sehagai sueto
unit/satuan yang bertugas mencard keterangan atau informast dan
mengamati masalah kevangan yang sifatnya rahasia.

Kemudian menurut Egmont Group'®? sebagaimana dikutip ofch
Yunus Huscin dan tis peneliti Komisi Hokum Nasional, bahwa pengertian
“Financiel Inielligerwe Unif”  mencekup tige funpsi dasar yaitu 16
pertama, setiap FIU memiliki fungst sebagai pusat informasi {repository)
tentang money laundering. FIU tidak banya menerima informasi tentany
transaksi keuangan saja, tetapi dapat jugs mengawasi informast. Fungsi
kedua adalah fungsi analis vaitu dalam memproses informasi yang
diterimanya, FIU akan meutberikan penilzian terhadap informasi tersebut.

12 Rannes Besar Bahasa Indonesta, Op.Cit, Haf 438,
13 psiblopedia Nasiondd Indonesio, Fld 7, Cet. Pomma, PT. Cipla Adi Pusiake,

dakarta, 1989, Hal 189,

P Tim Modul Pusdikist, Tekoik Pesvelidiban, Pusat Pendidikan dan Pelatition Kejuksaan

Republik Indonesia: Jakerta, 2006, Hal 6.

P* Bemont Group adalah kelompok keria sama informal internasional dalam rangka

mencegeh den memberantes pencucisn pang. Epmont Group diembil dard nema “Bgmom
Arcnberg Palace i Brussel yang dipakal sebagal tompat periemuan pods waldn group inl didirikes
pada tahun 1995, (Yunus Husein. Op,CH, dalam catstan pustaka ke-R).

¢ Bara Yunus Husein Urgensi Undong-undang. Op.Cit. Hel 14, dan Laporen Tim

Kemisi Hukum Nesional, Op.Cit, Hal 103.164
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Dalam memproses informasi Fll) berwenang memutus apakah suatu
informast bemilai untek ditindaklanjuli meejadi investigasi. Terhadep
fungsi ini, di Indonesia (PPATK) tidak memiliki fungsi investigasi sendiri.
Fungsi ketiga adalah sebagal clearing house, yaitu sehagai fasilitator
pertukaran informasi tentang informasi teatang transaksi keyangan yang
tidak wajar atau mencurigakan, terkait dengan informasi dalam segala
bentuk baik di dajam mauptn di juar negert,

Melihat yraian-uraian pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan
bahwa FIUJ merupskan suatu lembaga yang (©lap alau permanesn yang
khusus menangani masaiah pencucian uang atau lembags vang beérperan
dalam upsya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencocian
vang di suatw negara., Schinggs keberadaan PPATK di Indonesia itu
sendiri berarti adopsi dari FIU yang sudsh ada di dunia internasional,

Tugas pokok dari FIU secara garis besar, menurut identifikasi yang
dilakukan oleh Egmont Group adalah sebagai berikut ;'

&, Menerima laporan suspicious fransaction reports {laporan fransaksi
mencurigakan) dan cuwrrency fransaction reports (Japoran transaksi
mata uang} dari pihak pelapor.

b. Melakukan analisis atas laporan yang diterima pihak pelapor. Dalam
kaitan fugas ini FIU mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi
transaksi yang wajib dilaporkas,

¢. Meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang,

Apabila mencermati tugas FIU yang secara garis besar tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa PPATK telah memenuhi standar tugas
yang dimiliki FIU tersebut, karena tugas huruf s dan b diatas, scsuai
dengan apa yang diatur dalam Pasael 26 huruf a, bahwa PPATK memiliki
tugas mengumpulkan, menyimpan, menganalisic bahkan mengevaluasi
informasi yang diterimanya. Kemudian kaitannya membuat pedoman telah
disebutkan dalam Pasal 26 huruf © dan ¢. Sedangkan tupas PPATK vang
tidak ada dalam tugas FIU di atas yaitu salah satunya memberikan nasehat
dan bantuan kepada instanst yang berwenang tentang informasi yang
diperolehnya.

17 Sutan Remy Sishdeini, Jurnad Hukum...Op.Cit, Had 29.
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Sementara itu, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya
tersebut, FIU setidaknya harus memiliki kewenangan sebagai berikut :'"*

a. Memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung
analisis yang dilakukan.

b. Memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga
yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi
yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum

¢. Memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak
pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelapor.

d. Memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan
informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri
untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian
uang.

e. Menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan denga hukum nasional
dan prinsip-prinsip internasional mengenai dafa privacy dan data

prolection.

Memperhatikan standar kewenangan yang dimiliki oleh FIU
tersebut, maka dapat dikatakan bahwa PPATK merupakan jenis FIU yang
memenuhi standar yang ditentukan oleh Egmont Group, meskipun ada
beberapa kewenangan vyang tidak dimiliki oleh PPATK, yaitu tidak
dijelaskan bahwa PPATK memiliki akses yang memadat terhadap setiap
orang, tetapi hanya memiliki akses terhadap lembaga keuangan yang sudah
ditentukan Undang-undang,'” dan tidak memiliki wewenang untuk
menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor- yang tidak memenuhi
kewajiban, tetapi hanya merekomendasikan kepada pihak regulator dari
pihak pelapor sebagaimana juga telah dijelaskan diatas.

Setelah diuraikan pada Bab If dan Bab Iil mengenai pencucian
uang serta upaya pemberantasan pencucian uang dengan menggunakan
sistem peradilan pidana, pada Bab IV penulis akan menguraikan mengenai
hubungan antara PPATK dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam

menjalankan rezim anti pencucian uang tersebut.

M8 =
Ibid
1 Baca Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
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BAB IV

PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
BERDASARKAN LAPORAN HASIL ANALISIS
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
(PPATK)

Pada Bap | telah diuraikan mengenat iatar belakang masalah vang
diteliti dimana terdapat perbedaan sudut pandang mengenai penyelesaian
laporan yang telah dibuat oleh PPATK dengan instanst penyidik dan
bagaimana efektifitas dan prospek penyidikan tindak pidana pencucian vang
oleh penyidik Polri sehubungan dengan laporan analisis fransaksi kesangan
yang dibuat oleh PPATK dan penyidikan tindak pidana ssainye. Kemudian
telah diuratkan pula pada Bab I dan Bab 11 bagaimana bentuk rezim anti
pencucian vang di Indonesia serta bagaimana cara kerjanva. Pada Bab IV ini
penulis skan mengursikan hasil penelitian mengenai hubungan aniara
PPATK dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam koridor sistem peradilan

nidana di Indonesia untuk mengetahii efektifitas rezim anti pencucian uang
di Indonesia.

4.1. Pengertian dan Elemen Sistem Peradilan Pidana

Dalam upaya penanggulangan kejahatan masyarakat menggunakan
suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana
merupakan sualu proses vang bersifat gistematik. Sistem berasal dari
bahasa Yunaoi sysfema, yang artinya sust kegaman usaha vang terdiri
dari bagian - bagian yang berkaitan (inferreioied) satu sama lain vang
berusaha mencapai  sustn  fujuan  dalem  suatu  lingkungan vang
kompleks.*

Sistem peradilan pidanas (SPP) secara administrasi dijalankan oleh
komponen-komponen atau sub-sistemn vang berbeda yaitu penyidikan
(kepolisian), penuntutan (kejeksaan), pemeriksasn sidang pengadilan
{pengadilan} dan pemasyarakatan {lembaga pemasyarakatan).

W Wagiono Tsmangil, Pemdekatan Sistem dolem Mangiemen Orgewisesi, (lakerts:

Lembags Peoerbit UL, 19843, Hal 5.
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Sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai
padanan/ terjemahan Criminal Justice System. Dalam Black Law
Dictionary, Criminal Law Justice System didefinisikan scbagai "rhe
network of courts and sribunals which deal with criminal low and its
enforcement”*  Pengertian tersehut lebih banyak menckankan pada
suatu pemahaman mengenai jaringan di dalam lembaga peradilgn. Selain
iy, pengertian jugs menckankan pada fungsi dari jaringan untuk
menegakkan hukum pidana. Jadi, tekanannya bukan semate-mata pada
adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, melainkan lebih jauh lagi
dalmyy  melsksanakan funpsi penepgakan hukum terschut, peradilan
menjalankannys dengan membangen suatu jaringan. Dalam pengertian
Tuss, sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagal proses dimana
seorang tersangks vang melskukan tindsk pidans diperiksa, ditontut,
dizgdili dan selenjutnys dijatuhi hukuman. Dengan demikian, sistem
peradilan  pidana morupakan lengkah konkret (in comerelfo) dalam
penegakan hukum pidana in abstracto.'

Sistem Peradilan Pidana, menunt Muladi mempuayar fungs
ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat sntuk menahan
dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu {crime confainmert
sistert). DA lain pihak berfungsi untuk pencegahan sekunder (secondary
prevention), yekni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka
yang pemab melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud
melakukan tindak pidana, melalui proses deteksi, pemidanaan dan
pelaksanaan pidana.'®

Sebagni suatn  sistern, Sistern Peradilan Pidana mempunyai
komponen-komponen penyelenggara, aniara Jain kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ind
diharapkan bekerfasama membentuk apa vang dikenal depgan nama suain

2 grean A, Gamer. Op.Cit. Hel 374,
2 saurdjone Reksodiputes, Bunge Rampai Permasalaban dalem Sistens Peraditan Pidane,

{Jakarta- Pusat Pelayasas Keadilan dan Pengabdian Hukuts UL, 1997), Hal 84,

= suladi, OpCit, Hal 2122,
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“imtegrated criminal justice adminisiration” atau sistem peradilan pidana
terpadu apabila ingin mencapai tujuan dari sistem tersebut.'*

Loebby Logman, membedakan pengertian sistern peradilan pidana
dengan proses peradilan pidana. Sistem adalah rangkaian antara unsur atau
faktor yang saling terksit satu dengan lainnya sehinggs menciptakan suatu
mekanisme sedemikian rupa schingga sampai tojuan dari sistem tersebut,
Sedangkan proses peradilan pidans yaitu suatu proses sejak seseorang
diduga telah mefakukan tindak pidana, sampai orang tersebut dibebaskan
kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya,'*

Namun demikian, baik proses peradilan pidana maupun sistem
peradilan pidana mengandung pengertian yang raang lingkupnaya berkaitan
dengan mekanisme peradilan pidans. Proses peradilan pidana merupakan
bagian dari kerja sisten; secars keseluruhan,

Kelancaran proses peradilan pidana diteniukan oleh bekerjanya
sistem peradilan pidana, Tidak berfungsinya salah satu sub sistem akan
mengganggy sub sistems vang lain, yang pada akhimya menghambat
bekerjanya proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dibentuk
dalam rangka penegakan hukum, salah satunya melalui cara penerapan
kebijakan kriminal ateu kebijakan hulkum pidana yang diimplementasikan
fewat proses peradilan pidana, |

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198! ‘Tentang Hukem Acara
Pidana menganut sistem yang disebut Integroted Crintinal Justice System.
Dalam sistern tersebui setiap tzhap dari pada proses penyelesaian perkars
berkait erat dan saling mendukung satu sama lain.'** Tahap dalam proses
penyelession vang dimaksud adalah suato proses bekerjanya lembaga-
lembuga yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lombaga

Pemasyaraketan. Dengsn demikian untuk menangani suatu perkara pidang

vang terjadi, seorang tersangka akan diperikez melalui tahap-tahap;

12 Adx suaty kecenderungan vang kuat df Indonesia ttuk memperiuas komponen sistem

peradilan pidana int dalam penpertian Zow enfercement officer, yaitu para peagacarafadvocat, Libat
M}Gﬂo Feksodipuirn, Hak Asasl Mariusia.... OpCit, Bal 25,

Leebby Logmean, Hak Asasi Mamusia (HAM) dalam szkzm Aecara Pidana, {Sukees:

Dataeum, 2982}, Hail2,

2 Yigrun M. Husein, Surat Dakwasn, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahunnye

(Jakarta : Rineka Cipts, 2005), Hal 39,
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penyidikan oleh Polisi, Penuniutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Sidang
Pengadilan oleh Hakim, dan Peinbinaan oleh Lembags Pemasyarakatan,

Hal tersebut sesual dengan pendaspat Noval Momis bahwa sistem
peradilan pidana sebagai suatu sisten bertujuan untuk menanggulangi
kejahatan, artinya sustu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya
kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.'”’

Menumt Muladi, sistem peradilan pidana merupakan seatu bentuk
sistem vang unik, karena perbedaannya dengan sistem-sistem sosial
lainnya, Perbedpan itu terletek pada kesadarannya unluk memproduksi
segala sesustu yang sifatwya Tunwelfare” (misainya, perempasan
kemerdeksan, stigmatisasi, perampasan haria benda, dan schagainys) guna
mencapal Wjuan yang sifatnya "welfare”, yaitu rehabilitasi, resosialisasi
pelaku tindak pidans, pengendalian, penckanan (indak pidena dan
kesejahteraan sosial. '

Sebagai suatu proses, dimena sistem peradilan pidana bersifat
sistematik, maka penegakan hukem pidana menampakkan diri sebagai
penerapan hukum pidana (eriminal law application), Dalam hal pencrapan
hukur pidana, harus dipandang dari tiga dimensi’” Dimensi pertama,
penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem normatif {normative
sistem) yakni penerapan keselurohan aturan hukum vang menggambarkan
nilai-nilal sosial yang didukung oleh sanksi pidana. Dimensi kedun,
penerapan  hukum pidana dipandang sebagsi sistem  admimistrasi
{administrative system), vang mencakup interaksi antar berbagat aparaqur
penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan  pidans,
sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dimensi ketiga, penerapan hukum
pidana merupakan sistem sosial (social system) dalam arti hahwa berbagal
perspektif pemikiran yang ada di dalam masyarakat. Schubungan dengan

127 Sisters Peradilen Pidane {Crimingd Justice Systeny sdalah sistem delam masyarakat

nrtuk mnggu}angz mmah kﬁjﬁi}m Mmggaimgz melsudnye digint vaitu usaha untuk
agar berads dalam ba‘;aybazas toloransi musyarskat. Libxt dalem Mardiono Reksodipairo,

Kriminglogi dan Sistem Peradilon Pidows, OpliL, Hal 148, Lihat Jugs Muzalddy, Modul Kudish
Filsafat Pemidanaan Ibid,

gl i sini berarti useha uniuk mengendsitkan kejahatan
28 Muladi, OpCit,. Bal, 21,
9 shid,
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berbagal  dimenst tersebut maka hasil penerapasn  hukum  pidana
menggarmbarkan keseluruhan hasil interaksi antara aturan hukum, prakuk
administratif, dan perilaku sosial.

Sebagal suatu sistem, sistem peradilan pidana yang mempunyai
tujuan, naks dengan sendirinya tujuan tersebut dapat diskur, sehingga
dapat diketahui seberapa jauh efektivitas sistem peradilan pidana tersebut,
Ada beberapa indikator atau standard vang dapat digunakan untuk
mengukur efektivitas sistem peradilan pidana, vaitu ;'

Pertama, tingkat pengungkapan perkara yang teiah dilakukan oleh
penyidik Polr. Dalam hal inl menunzt Hiroshi Ishikawa (yang pads
tahun 1984 menjabat sebagat Coeeperation with law inforcement
Direktur UINAFED) terdapat dua variable yang sangst berpengarch,
yakni Police efficiency (well trained, weill disciplined and well
organized police force); Pertna adalah efisiensi polisi (terlatih
dengan baik, tingkat disiplin yang tingi dan organisasi kesatsan yang
baik, 2 cirirens cooperation with low enforcement. Kedua, adalsh
conviction rute yang relative cukup tinggl. Yaitu seberapa jauh Jaksa
{Peauntut Umnm) berhasil membuktikan surat dakwaannya di sidang
pengadilan, Ketiga, adalah speedy trial yaitu seberapa jauh tingkat
kecepatan penanganan perkarn di dalem sistern peradilan pidana,
Keempat, relative kecilnya reconviction rate steu rate of recadl 1o
prison, yaitu tingkat pengulangen tindak pidana.

Sebagai suatu system yang tentunys mempunyal tujsan, maka
keberhasilan systern peradilan pidana tersebut sangat ditentukan oleh

keterpadusn dari unsur-unsur atap kompooen-komponen yang terlibat di
dalamumya.

Menurut Harun M. Husein ;

Yang dimaksud dengan fmiegrared Criminal Jusiice System adalzh
sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri
dari persamaan persepsi tentang keadilan dan polz penyelenggarsan
peradilan perkara pidane secara keselwuban dsn  Kesatuan
{Administration of Criminal Justice Spsters) pelaksanaan peradilan
terdiri dari beberapz komponen ssperti penyidikan, penuntutan,
pengadilan  dan lembags pemasyaraketan. Duegrated Crimingl
Justice Systerr adalah suatu usahz untuk mengintegrasikan semua

B Mardjono Relsodiputro, Kriminofogt dan Sistem Peraditan Pidana, Opsit., Hal, 143,
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komponen tersebut di atas, schingga peradilan dapat berjalan sesuai
dengan yang dicita-citakan,’ e

Dengan demikian dapat disimpulkan bshws sistem peradilan pidana
merupakan suatu proses bekerianya masing-masing komponen dari sistem
peradilan pidana yang lerdiri deri polisi, jeksa, hekim, dan petugas
lembaga pemasyarakatan dalam rangka menanggulangi kejghatan Dalam
pengeriian Integroted Criminol Justive System 81 alss, tergambar adanya
hubungan yang saling kait mengkait antar setiap komponen peradilan,

4.2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana
Tujuan dalam sistern peradifan pi:ima merupakan hal yang
menentukan keberhasilan sisten tersebut. Masing-masing subsistem dalam
sistem peradilan pidana harus memiliki persepsi yang sama terbadap :
tujuan tersebut, Selain ity, setiap kewenangan dan tindakan yang dilakukan e ———
masing-masing sub sisten harus mengarab kepada tujuan tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth J. Peak

i

each system component police, court and correction have vary e st
degree of responsibility amd discretion dealing with crime.

However, there is  failure of each system component to engage in =~

any coordinated plarming effort, hence relations among and

hetween these componenmts are offen characterized by friction,

conflict, und deficient commuricaion, Role conflicts also serve to

ensyre that planming and conmmunication are stified”.

Artinya, musing-masing komponen sistem herus mempunyai kesamazn
tingkat tanggung jawab dan pertimbangan dalam menangani suatu perkara
kejahatan. Perlu sdenya koordinasi dan perencensan, kamvena dalam
hubungan dengan subs sistem lain sering terjedi adanya konflik oleh karena
ity komunikasi saja tidak cukup. Pembagian kewenangan harus jelas agar
tidak terjadi tumpang tindik kewenangan antar sub sistem. ™

¥ gtaen M. Husein, Sumt Dakwanm, ..., Op.Cit, Hal, 10,
2 Renneth J, Peak, Justive ddmintstration Potice, Courts, And Corrections Management,
Previtice Hall Irie, Englewond CHEFs, New Jersey, 1995, hal 8.
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Tujuzn sistem peraditan pidana dapat diketshui dari definist yang
dikernukakan oleh Noval Moris, Tujuan sistem peradilan pidana itu adalah
“menanggulangi kejahatan”, suaiu usaha masyarakat unfuk mengendalikan
terjadinya kejahatan agar berada dalam batas toleransi yang dapat diterima.

Dalam cskupae yang lebih luas, tujuan sistem peradilan pidana adalah
sebagal berikut 7
a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
b. menyelesaikan kejahatan yang leriadi, schingga masyarakat puas
bahiwa keadilan telah ditegakkan dan yang salah dipidana, seria
¢. berusaha agar mereka yang pemeh melakukan kejahatan tidak
mengulangi lagi perbuatannya,
Tujuan yang dirumusken dalam sisterm tersebut merupaken tujuan
bersama seluruh unsur-unsur atau sub sistemn dalam sistem peradilan
pidana tersebut. Keterkaitan keberhasilan kefa masing-masing sub sistem

saty dengap vang lainnya akan berdampak pada hasil keria sub sistem
vang lain. Sebagaimana gambaran dalam keterpaduan sisters dalam model
Jepang yaitu sebagai seperangkat roda gigt yaog harus dengan cermat dan
glet menjage kombinusi yang batk antam masing-masing roda gigi
tersebut. Bekattan dengan adanya satu fujan, Alf Said mengatakan: ¢
“Sebagaimana tolah saya uraikan scbelumnya mengenat perlunys
tenaga-tenaga profesional sistem peradilas pidana, maka adanya saty
tujuen vang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistera, merupakan
oiri utama dari sistem peradilen pidana yang bekerja beik. Apakah kita
akan dapat mengharapkan sistem vang bekerje dengan baik itu, apabila
tidak ada keterpaduan delam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam
kebhinckaan fungst masing-masing unsur sistem, maka penghavatan

vang sama tenfang tujuan sistem peradilan-pidans inilah yang akan
sembuktikan keterpaduan dari berbagat unsur tersehut™.

Diari pendapat diatas dspat disimpulken bahwa meskipun masing-
masing komponen sub gistem memilikd tugas dan fungsi yang berbeda
tetapi datam kerangka sistem peradilan pidana masing-masing sub sistem
mempunyai tajuan vang sama. Selama masing-masing komponen sistemn
{unsur sistemn) ini, mesth merumuskan fungsi dan tugas mereka secars

33 IM
¥ terdiono Reksodipatro, Op.Cit, Ha) 143,
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terisolast {terkotak-kotak) dart komponen lainnya, maks aps yang
diharapkan (satu tujuan yang dihayati bersama) sukar dicapai.'”

4.3, Pra-Adjudikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Selanjutnys dalam membahas tentang hubungan antara komponen.
komponen itu, maka pembahasan akan dititikberatkan kepada proses
penanganan  tindak pidane pada tehap penyidikan dan tahap pra-
penuntutan (pra-adjudikasi) sesuai dengan pokok bahasan tesis ini vang
memfokuskan dan membatast permasalahan pada tahap penyidikan sampai
dengan tahap sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pra-Adjudikasi adalah suatu tahapan dalam sistem peradilan pidana
yang meliputi kegiatan penyidikan dan pre-penuntutan (kegiatan dalam
sistem peradilan pidana sebelom melimpahkan suatu perkara pidana ke
pengadilan), Keberhasilan pada tahap penyidikan akan sangat menentukan
tahap berikutnya, yaitu penuntutan. Sebaliknya kegagalan pada tahap
penyidikan akan berpengaruh pada tashap penuntutan. Polisi yang
menempat: tempat terdepan dalam menangani tindak pidana memegang
peranan penting kareéra ia merupakan pintu masuk seseorang ke dalarn
aliran gistem peradilan pidana. Sebaliknya peran jaksa pun juga sangat
penting olek karena apa yang telah dihasitkan oleh polisi selaku penyidik
diteruskan atay tidak ke pengadilan sangat tergantung kepada jaksa.

Sistem peradilan pidana adalah interkonsksi antara keputusan dagi
setiap instanst ierkait dalam proses peradilan pidana. Instansi yang
dimaksud  yaite kepolisian, kelakssan, pengadilan dan lembaga
pemasyarakatan. Mardione Reksodiputro membagi twhapan vang ade
dalam sistem peradilan pidana terpadu tersebut ke dalam tahapan pra-
adjudikast (penyidik, penuntut umuwm), adiudikasi (pengadilan), pasca-
adjudikasi (lembaga pemasyarakatan),

3 Mardiono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Percdilan Pidana. OpCit, Hal 143,
™ Mardjono Reksodiputro, Model Sistery Pemadilen Pidana (Criminal Justice System),

disempaikan poada kuliah SPP, tafiggel 23 Okiober 2007, Sisten Persdilan Pidase sdaleh
mmerupakan groses derl suato yanpkeian kesatuan {contimuum) yeng mwenggambarken peristiwa-
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Berikut ini akan diumikan mengenai prosss penanganan suatu
tindak pidana dalam tahap pra - adjudikasi :

§. Peuyelidikas dap Penyidikan
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik' untk mencari
dan mengumputkan bukti-bukt dan dengan bukti-bukti mana penyidik
membuat terang  suaty tindak pidana yang tedadi dan puna
menemukan  fersangka sebagai pelakis yang akan
dipertanggungiawabkan atas terjadinya tindak pidana it
Penyidikan tindek pidana dilaksanskan sctelah diketahui bahwa
sesuatu peristiwa yang terjadi meruvpakan tindek pidana. Suaw
peristiwa dan atau tindak pidana dapat diketahui metalui :'**
1. Laporan'*®
2. Peagaduan' ™
3. Tertangkap tangan

perisliwa yang saju socars terater © reutal dari penyidikan, penahanan, penuntoten, diperiksa oich
hakim, dipidana dan akhimyn kembal: ke masyaraket. Likat Mardiono Reksodiputo: Kriminologi
don Sistens Perwdiless Pidana; Kumpuian Karangan Buku Keziiga Jakawrta, Pusat Pelayenan
Keaditan dan Pengabdisn Hukum (dh Lembage Knminologi) Usiversitus Indonesia, 1997,
Hal 93,

'Y Penvidik sdatah yejabat polis negara atau pelubat pegawal negeri sipil tertentu vang
diberi wewenang kinisus oleh undang-ondang untuk melskukan peayidikan, Likst pasal 1 avat (1)
KUHAP,

" Dirumusknn datam gasal 1 ayat 2 Updang-Undang Ne. 8 Tahun 1981, Penyidikan ini
menilik beratkan pads tndaken penyidik untuk mencari serts mengumpuikan buktl, supaya tindak
pidonst yang Siexnukan dapal menjadi terang, serta ager dapat menentukes dan menermuken
peinlamya. Liket M. Vahya Harshap : Pembohasan Fermasalahan dan Peneropan KUHAP,
Pengidikan duan Peruntuter, fokanta, Singe Grafika, Edist Kedus, 2501 Hal 109,

¥ Markes Besar Kepofisian Republik Indonesia, Buku Petusiuk Pelaksanaan Tentany
Proses Penyidikan Tindak Pidane Pencucian Usng, haleman 10. likat fuga G.W. Bawengse
Penvidikan Perkars Pidans dan Tekntk Introgast Juknria, Pyadnys Paramils, 1987, Hal. 5,

W Laporss diterimn dari sescorang baik iertulis mevpun lisan dicetml oleh
penyidikipenyidik pembantwpeayelidik kemudian ditoangkan delem Laporan Folisi yang
ditandatangsnt oleh pelapor dan penyidik/penyidik pembantpenyelidik. Setelah  selesal
selanjulnys kepada pelapor dibesiken Surnt Tands Penerfmaan Laporsa, Libat Buka Petunluk
Pelaksansnn Tertang Proses Penyidiken Tindak Pidane, id Lihat juga Undang-Undang Nomor
# Tahum 1981 Tentang Penyidikan,

' Pengnduan biss dilekukan batk secare lisan ates fertulis kepada Polri disertal
permirdasn unphik menindak oresinat hukum terhadap seseorang yang melakukan tindsk pidana
aduan {delik adusn relotif) dari pihak vang dirugiken. Terhadap pengeduan torsebid herus
dibuatkan laporan peagadunn oleh Pejabat Kepolisisn yang berwenang, Setelnh selesai dibusthan
Laporan Pengaduan kepads pengadu dibertkan tanda buktl pencrimesn pengaduan., Fold,
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a. Dalam hal tertangkap tangan, setisp petugas Polri tanpa Surat
Perintah dapat melakukan tindakan '
{Dpenangkapan, penggeledahan, penyitaan das melakukan
tindakan lzin menurut hukum yang bertanggungjawab,
(2)segera melakukan tindakan pertama di TKP dan setelah ity
memberitahukan dan atas menyerahkan tersangka beserta
atay tanpa barang bukti kepada petugas Polri yang
berwenang melakukan penanganan selanjutnya.

b. petugas Polri yang berwenang apabila menerima penyerahan
tersangka beserta atau fanpa barang bukii baik dari anggota
Polri maupun masyarakat, wajib .2

{1} membuat laperan polisi

{Zymendatangi TKP dan melakuken tindskan yang diperiokan

{(3ymembust Berita Acam atas setiap tindakan vang dilakukan,

{4) diketaboi langsung oleh petugas Polri.

Delam hal suatu tindak pidena diketahut langsung oleh peiugas
Polri maka petugas Polri tersebut wajib segers  melakukan
tindaian-tindakan sesuai kewenangan masing-masing, kemudian
membuat Laporan Polisi dan atau Berita Acara tentang tindakan-
tindakan yang dilakukannya, guna penyelesaian selanjuinya.

1. Penyidikan ¢

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi didugs
atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan
melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan
serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara,

2. Penyelidikan

Yang berwenang melakukan penyelidikan'® adalah setiap
pejshat Polisi Negars Republik Indonesia yang khusus ditugeskan
untuk '

2 i,

Y 1uid,

" Penyelidikan adateh serangkaian tindakan penyelidik untuk meocsri dan menemuksn
suatu peristiwa yang didugs sebagei tindak pidane guna menentuken dapat stau tdaknoya dapat
dilskaskan penyidikan menunit cars yang diatur undang-undang, Lihet Pasal | angls S KUHAP.
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Penyelidikan ini dilakukan untuk '

1. mencari keterangan-keterangan dap bukti guna menentukan suatu
peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak
pidana atau bukan.

Z. Melenghkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar
menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.

3. Persispan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Sasaran penvelidikan ini adalah orvang, benda’baranp, tempzt
(termasuk ramah dan fempat-tempst ertutup  Jainoya). Penyelidikan
dilakuken secara terbuke sepanjang itu dapat menphasilken keterangan-
keterangan yang diperlukan dan dilskukan secara terfutop apabila terdapat
kesulitan mendapatkannya. Hasil penyelidikan ini akan dituangkan dalam
bentuk laporan dan harus benarbenar diolah schinggs merupakan
keterangan-keterangan yang berguns untuk kepentingan penyidiian.

Terkait dengan tugas penyelidikan, pedoman pelsksanzan KURAP
Cetakan ke IV Tahun 1982 sebapaimans dikutip Harun M. Husein

rmenentukan ;

“Penyelidik bukanlah fungsi yang berdir sendid, terpisah dari
fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan svate cara afau metode
atau sub daripada fungsi peayidikan yang mendahufui tindakan fain
berupa penangkapan, penahanan, peageetedahan, penyitasn, pemeriksaan
surat, p&n}-elesaian dan penyeraban berkas perkarz kepada penustut
urmum,”

Selain tugss penyelidikan, kepolisien juga berdupgas melakukan
peayidikan perkare pidana. Penyidikan adalah suate istilah yeng

(1)

)
&3
“

3 Sebunh penyelidikan didasarkan pada :

Berbagal informasl siss lapomn yang dterims maupun diketsind langsung oleh
penyelidi/penyidik, )

Laporan Polisi,

Perita Acsra Pemerikssan df TKP

Beriin Acara Pemeriksann tersangka dan atinr saksi,

Libet Pasal 3 KUHAR,

¥ {ihet Pasal 5 syst (1) huref g butir 2 Undang-Undang No. 8 Tehun 1981, sesual

dengan fungsinys yaitu mencari keterangsn dan barang buktl, Lihat jugs G.W. Bawengay

i

Peryidthkan Perkara Pidana dan Teknik nirogast( Yakorta: Pradoya Pararita, 19873, Qo.Cit,, Hai

M Yaran M. Huseln, Peavidikon dan Penuntiton Dalam Preases Pidana, Cet 1, (Fekanta:

P, Rineka Cipla, 1991}, Hal 55,
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dissmakan dengan pengertian opsporing {Belanda) dan investigation
{Inggris).

KUHAP momberikan pengertian penyidikan dalam Pasal | angka 2
schagai berikut.

* Penyidiken adalah scrangkaisn tindaken penyidik dalam hal dan
monurut cera yvang giatur dalamm undang-undang ini untuk mencari seria
mengumpulkan barang bukti vang dengan bukti ity membuat terang
tindak pidana yang leriadi dan guna monemukan fersangkanya™

Membicarakan masslah peayidikan, maka tidek terlepas dadl
keterkaitan atau saling berhubungan aniara sub sistem kepolisian dengan
subs sistem kainnys, yakni kejaksaan selaku penuntut umum. Ketorkaitan
int dimulai pada saat penyidik mulai melakukan penyidikan terhadap suatu
tindak pidana. Penyidik wmemberitahukan kepada penuntut wroum
mengenal penyidikan tindak pidana tersebut. Pembertitahuan ini dikenal
dengan istifah SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

Tugas kepolisian dalam penyidikan Eerakhir apabila penuntut

umum berpendapat penyidiken dinyatakan lengkap. Selanintaya, penyidik
jugs telah menyerahkan tersangka dan barang bukii kepada penuntut
umum.'*#

. Penindakan
Adalah setiap tindaksn hukum vang dilakukan oleh penyidikipenyidik
pembantu terhadap orang maupun benda‘barang vang ads hubunpannyae
dengan tindak pidana vang terjadi'®

. Pemeriksaan
Adalah merupakan keglatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan
keidentikan tersangka dan atau saksi den etau barang bukti manpun

D1 dalam praktel, hisit penyidikan atau berkas perkara yang dinyalukan lengkap bissa

dikenal dengan istilab P-21, Sedangken penyerzhan wanggung jawan atas tersanghea dan barang
bukti R?Pada penuntut wnum dikenal dengan istilah tahap dua

? Tindakan ini ditakukan berupa :
1} pemanggilan tersangks dan saksi,
-2 Penengkapan,
3)  Penzhanan,
4} Penggelodahan,
{5} Penyitasn.
Lihat Undpnge-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Bab Penvidikan dan juga PP Na.
27 Tohun 198%,
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entang unsur-unsur tindak pidana yang selah terjadi, sehinggs kedudukan
atau peranan seseorang maupun barang bukt di dalem tindak pidanas

tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.'™

. Pra-Penunfutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tabun 2004 Tentang
Kejaksann R kejaksaan adalah salsh satu institusi penegak hukum dan
merupakan komponen dari SPP. Secara universal diberikan kewenangan
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain
yang ditetapkan undang-undang.

Pasal 2 avat (1) Undang-Undang Nomar 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan R menyatakan, "Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuaszan negara 48 bidang penuntitan serta kewenangan
lain berdasarkan méang—anéang,”m

Wewenang penuntutan yang dipegang oleh kejaksaan sebagaimana
disebutkan di atas, artinya tidak ada badan atau lembaga lain yang
berwenarng melakukan penuntutan, Dalam bahasa hukum istilah ini disebut
dominus Iitiv, Dominus berasal dari bahasa Latin yang artinya para pihak
yang mempunyai kewenangan memiuskan siapa yang didakws.'*

Sehagal pemegang asas dominus Hiis, kejaksaan berfungsi sebagai
pengendali proses perkara yang mencnfukan dapat tidsknya scscorang
dinystakan sebagal terdakwa dan diajukan ke pengadilan. Hakim tidak
dapat meminta kepada jaksa penuntut vmum untuk melimpahkan perkara
kepadanya, Jadi hakim hanya menunggu penuntutan dari penutut umum >

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, keiaksaan mempunyat
tugas utama anfars lain sebagai berikut :

35 gy -
Thid.
% prcistenst kejaksaan sebelumnya dlatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahan 1961

dan Updang-Undung Womor 5 Tahun 1991, Berdasarkan ketentuan fersebut, meks dapat
disimpullan behwa kejaksaan adalah lemboga peraerintahag yang melaksanikan keknossan negara
di bidang penegakken hukum dengan berpegang pada peratiran perundang-undangan  dan
kebijakan yaug diteiapkan oleh pemerinteh. Dengan demikian Jeksa Agung disngket dan
diberhemtikan oleh Presiden serta bedanppung jowsb kepada Presiden, Lihat Peniclasen Umam
msgkaéi}néang, tndang Kejaksaan RIL

7 Beyan A. Gamer, Op.Cit, Hal. 303
¥ awdi Hamanh, Perlindungan Hok-hok Avas Manusia Dalam Kiteh Undang-Undang

Hukum Acora Pitiors, Cotl, {Bandung: Binecdpin, 1986}, Hal17z,
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I, penyidik tindak pidana tertenty;
2. penunat Umum ;

pelaksana penetapan hakim dan putesan pengadilan vang telah

miemputiyal kekuatan hukum tetap (eksekusor).

Kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana terten
dimaksudkan vntuk menampung beberapa ketentuan undang-undang vang
memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan.
Misalnys Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tenteng Pengadilan Hak
Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 1entang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubeh dengan
Undang-Undang Nomeor 20 Tahor 2001, dan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 30 ayat (1) hwruf d Undang-Undang Kejaksaan Ri
menyatakan, “di bidang pidana, kejaksean mempunyai fugas dan
wewenang melskukan penyidikan terhadap tindak pidana tertenty
berdasarkan undang-undang”. ‘

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tabhun 1983 Tentang
Pelaksanaan KUHAP Pasal 17 juga menegaskan bahwa pesyidik menurut
ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284
ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan penjabat penyidik
yang berwenang lainnys berdasarkan peraturan pecundang-undangsa,

Selain, tugas dan kewenangan untuk melakokan penyidikan,
kejzksann juga mempunyai tugas melsknkan penuntutan, Penuntutan
adalah tindaken penhuntut umum untuk melimpabkan perkara pidana ke
pengadilan negerl (PN) yang berwenang dalam hal dan menurut iata cara
yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa
dan diputus oleh haldm disidang pengadilan (Pasal { angka 7 KUHAP),

Yang dimaksud Penuntut Umum wenurut Usndang-Undang
Kejaksaan adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk
melakukan pesuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan
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pelinpahan perkara pidana ke PN meliputi berkas perkara, surat dakwaan,

terdakwa dan barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut.
Kejaksaan sebagai penuntut umum mengenal dua asas yakai asas

legaliias dan oportunitas (her legaliteits en het opportuniteits heginsel).

Berdasarkan Asas legalitas, penuntut umum wajib melskukan penuntutan

terhadap suatu perkara yang cukup bukti. Sedangkan asas eportunitas,

penuntut  umum  tidak  waiib melakukan penuntuotan  jiks  menurut
perkembangan akan merugikan kepentingan umuen. '

Secara goris besar, tugas dan wewenang penuntut umum tercantum
dalam Pasal 14 KUHAP, yainr

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan deri penyidik
atau penyidik pembantu;

b. Mengadakan pra penuntutan apabile ade kekurangsn pada penyidikan
dengan memperhatikan keteniwan Pasal 110 ayat (3} dan ayat (4},
dengan memberikan petunjuk dalam rangks penyempurnaan penyidik
dari penvidik;

¢.  Memberikan perpanjangan penahanan, melaksanakan penahanan siau
penahanan lanjutan dan atay mengubah status tahanan setelah perkara
dilimpahkan oleh penyidik;

4. Membuat surat dakwaan;

Melimpahkan perkara ke pengadilan;

Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa fentang kelentuan
hari dan wakiu periara disidangkan vang disertai denpan surat
panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang
pada sidang yang telah ditentukan;

g.  Melskukan penuntutan;

h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

i, Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungiawab
sebagai penuntut umur menurat ketentuan undang-undang ini;

J-  Melaksanakan penetapan hakim.

= ihid Hal 1415,

Universites Indonosia

Harmonisasi Penyidikan..., Annissa Kusuma Hasari, FH Ul, 2009



78

Istilah Pra-penuntitan dapat ditcmui dalam pasal 14 buruf b
Undang-Undang Nomor § Tahen 1981 yang berbunyi demikian :

Penuntul umisn wiempunyai wewenang mengadakan pra-pepuntutan
apabila ada kekuarangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal
110 ayat (3) dan {4} dengan memberi petunjuk delam rangka
penvempurnaan penyidikan dari penyidik.

Kemudian pengertian Prepenuntutan ini kita jumpai juga dalam

Pasal 30 ayat (1) 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang
berbunyi sehapai berkut :
Prapenuntutan adalah findakan Jaksa uniuk memantau perkembangan
penyidikan setefah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari
penyidik, mempelajani atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil
penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan perunjvk guna
dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara
tersebut dapat dilimpabkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Pra-penuntutan dimulal sejak penyidik menyerabkan berkas
perkara tahap pertama.’® Yang diserahkan pada tahap pertama in, hanya
berkas perkara tidak disertai penyerahan tersangka dan barang bukii.'>
Hal ini sebagaimans diatur dalam pasal 8 ayat (3) KUHAP vang berbunyi

Penvershan berkas perkara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat ()
dilakukan ; pada tahap periama penyidik banys menyerahkan berkas
perkara; dalamm hal penyidikan sudah diarepgap selesai, penyidik
menyerabkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada
penuntut umum.

Berhubung tindskan penyempumasns penyidikan tidak dibatasi
sampai berapa kali datam satu kasus, begitu juga tidak ada sanksi bilamana
pemeriksaan tambahan, tidek dikembalikan dalem waktu empat belas hari
oleh penyidik, maka tenggang waktu pra-penuntutan menjadi bervariast.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa fugss-tugas pra-
penunfutan adalah tugas yang paling menentukan dan yang member
wama atas keberhasilan tugas-tugas penuntutan. Menumt QOsman

155 Tenggang wukiu pre-penuntutsn sehenmmya pating lama 28 (dua puluh delapan} bar,

tetepi dalam prakiek sanget bervariasi, dan inilah termasuk salah satu kelemshsn Undang-Undeng
Norior 8 Takiun 1981,

W Osman Simanjuntak, Telnik Penunivtan dun Upayae Hukwm, Celakan Keempst,
{fakarts TTanpa Penerbit, 1599), Hal 6.
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Simanjuntek, hasil pra-penuntutanial yang memberi arah dan wama
kepada: '

a.bentuk surat dakwaan.,
b.Materi surat dakwaan.
¢.Ketentuan-ketentuan pidana yang aken diterapkan.
d.Sangat menentukan juga bagi surat tuntutan dan tuntutan bukuman.
Menurut Yushar Yahya. prapenuntutan itu sendiri sebenamya
merupakan jembatan antara penvidikan dengan pesuntutan, dimana hasil
penyidikan deri penyidik diteliti dan dilengkapi sntuk dapat diteruskan
ketingkat penuntutan dan penyidangan oleh penuntut umom.'”
Denpan demikizn pra-penuntuten adatash wewenang Jaksa Penuntut

Umum memberi petunjuk kepada penyidik dalam rengka penyempurnaan
barkas perkara,

4.4, PPATK Dalam Sistem Peradilan Pidans

Berangkat dari konsep dJasar upaya penangpulangan kejshatan
sebapgaimana yang telah dibshas dalam bab sebelumnya (kriminalisasi),
bahwa masyarakat secara juas dalam upaya menanggulangi keiahatan
menggunakan siatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana. Sistem
peradilan pidana secara umum tersebut, yeng secara administrasi telah
dijalankan oleh komponen-komponen atau sub-sistem yang berbeda yaitu
penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan), pemerikszan sidanp
pengadilan (pengadilan), pemasyarakatan (lembaga pemasyarakatan), yang
selanjuinya keempat komponen ini harus bekerjasama membentuk apa
yang dikenal dengan onama  sustu “Duegrated criminal  justice
administration” apabila ingin mencapal Wiuan dari sistem tersebut.'”

Sistem: ini dianggap berhasi] apabila sebagian besar dart laporan
masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan

57 Osman Simanjumak, Ibid, Hal 23,
" Yushar Yahya, Propenumuton Menmurwt Teori dos Prokick, (Jekeris @ Pusat

Pendidikan den Pelatifian Kejoksaan Agung RE, 20063,Ha4l 1,

% Mandiono Reksodiputro, ok dsasi Mamsia .., Op. (it Hsl 85.
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disjukannys pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah
serta mendapat pidana,’®

Dalam sistern peradilan pidana secara konvensional, tugas dan
wewenang dalam mengungkap indikasi tindak pidana (penyelidikan dan
peayudikan} telah dimilikt oleh Penyidik Polisi, Penyidik Pegawal Negeri
Sipil, Keiaksasn dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam  hal
penyidikan terhadap tindak pidana kornupsi,

Apabila berangkat dari konsep dasar sistem peradilan pidana
sebagaimana digambarkan dalam bab sebelumnys, dalam penanggulangan
tindak pidana pencucian uang apabila PPATK dimasukkan ke dalam
sistem peradilan tersebut, maka dapat digambarkan sebagat beriket

Analisis
PPATK

Tindak Pidana,
Kejaksaan

Polist

4

Memperhatikan gambar tersebut, nampak bahwa selain komponen
sub-sistem poradilan pidana secara umum, dalam sistem persdilan pidana
terhadap tindsk pidans pencucien uang, terdapat scbush lembaga yaitu
PPATK, sebagal ujung fombak atan lembags terdepan dalam
menanggulangi tindak p‘idané pencucian vang. PPATK menerima laporan-
laporan transaksi yang miencurigakan dan memilzh-milah hingga apabila
terjadi dugnan tindak pidanapencucian vang maka skan dilanjutkan kepada
Penyidik Polri, Kemudian penyidik Polri melakukan penyelidikan dan atau
penyidikan, Apshila penyidik Polri menemukan cukup bukti bahwa telah
terjgdi tindak pidana pencucian vang maka -akan diserahkan kepada
Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan apabila tidak akan diserahkan

R i Hal, 24
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kembali kepada PPATK.  Dengan demikian sebagai sebuah sistem,
peradilan tindak pidana pencucian vang menjadi bagian dari sistem
peradilan pidana secara uwurp. Konsep dasar sistem peradilan pidana
menjadi dasar pelaksanaan sistem peradilan lindak pencucian dengan
pengecualian, pengembangan, atau perubahan yang diatur dalam Undang-
Undang Tindak Pidanz Pencucian Uang {(Undang-Undang Nomer 15
Tahun 2002 yang telsh diamandemen berdasarkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 20033, PPATK adalah lembaga vang berdirt sendiri yang
mendukung jelannya administrasi peradilan pidana, karena salah satu
tugasnys adalah membantu dalam penegakan hukum yang merupakan
peranan preventif, tetapi buken bagian dari komponen utama sistem
peradilan pidana.

Terdapat penambahan unsur dalam sistem peradilan tindek pidana
pencucian uang. Salah satu penambahannya adalsh dibentuknya Pusat
Pelaporan dan transaksi Keuangan (PPATK). PPATK memegang peran
signifikan dalam upaya membongkar dugean terjadinya findak pidana
pencucian uang. Pembentukan PPATK tersebut karena penanggulangan
tindak pidana (kejahatan secara umum} yang salah satunya yaitu telah
mengambil kebijskan untuk membentuk rezirn enti pencucian uang,
dengan dibentuknya lembaga PPATK sebagaimana teleh disndangkannya
Undang-Undang Nomor 25 Tzhun 2003 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 15 Tshun 2002 tentang Tindak Pidanz Pencucian Uang.
Hal ini dapst digambarkan schagai berikut ; '

®l vonue Husein, Resim And Money Loundering Di Indonesia, Pusat Pelaporan dan

Anslisa TransaksKenanpan (PPATK), Jakarta, 4 Mei 20(4.
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Strategi Penanggulangzn Tindak Pidana

Law Enforcemen
] Pemberantasan =
Kriminalitas

Kriminalitas
menurun

Anti Money Laundering
Approach

U

integritas & Stabilitas
Sistem Keuangen

Skema tersebut ielzh menggambarkan bshwa penanggulangan o
terhadap tindak pidana {kejahatan) selain terdapat pendekatan penegakan CT R
hukum juga terdapat pendekatan anti pencucian uang. Tujoan akhir dar
rezitn znti pencucian usng adalah untuk mencegzh dan memberantss
kejahatan (secara umum) atau supaya fingkat kejahatan menurun
Schingga dengan pembentukan rezim anti pencutian uang disamping
merupakan upaya penangpulangen findak pidana pencucian uang itu R -
sendiri, juga dapat dipunakan sebagai upaya penangpulangan tindak
pidana secara umum dan schagai upaya dalam mencapai integritas dan
stabilitas sistem keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam rangka
pembangunan.

Konsep rezim anti pencucian uang tersebut secara lengkap dapat T
digambarkan sebagai berikut : '

' vunus Busein, Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia, disampaiken delam
bentik Slide, Jakarta, 4 Mei 2604, Hal 18,
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Melihat Konsep rezim anti pencucian wang tersebut dapat diketahui

bahwa terdapat dua pendeketan yaitu pendekatan anti pencucian vang itu
sendiri dan pendekatan penegakan hukum. PPATK sebagal lembagz vang
memiliki peran vang sangat besar kansna berada pada posisi sentral dalam
upava menangeulang: todak pidacs pencocian uang. Keberhasilan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang lidsk hanye tergsntung
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semata kepada PPATK, tetapi juge lembaga-lembaga lain sepenti penegak
hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bea dan Cukail, para regulstor
seperti Bank Indonesia, Departement Keuangan, Badan Pengawas Pasar
Modal serta Penyedia Jasa Keuangan seperti industr perbankan, asuransi,
perusshaan efek dan lain-lain. PPATK juga melakukan kerjasama baik
dalam negeri maupun luar negeri dan disamping itu, masyarakat juga
memiliki peranan besar dalam memberikan kontribusi yang positif bagi

tegoknya rezim anti pencucian uang.'®

Datam hal membanty proses penegakan hukum PPATK dapat
bekerja sama deagan Penvidik dan Penuntut Umum dengan informasi
yang dimiliki dan kepampuan analisisnya. Informasi ini dapat berasal dari
data base PPATK atau diperoleh dari sharing information denpan FIU
negara lain, Selain itu, keberhasilan tugas PPATK dan pencpakso hukum
skan diadakan keta sama atas dasar Memoradum of Undersionding
(MU} atau dokumen lainnya dengan regulstor dan instansi penepak
hukum. Kerjasame vang telsh dilakukan vakni demgan Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupst (KPK) pada tanggal 29 Apri
2004; Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 16 Juni 2004 dan
Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 27 September 2004; dan leembaga-
lembaga Negars lain seperti Bank Indonesia; Bapepam; Direktorat
Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, daa Direktorst
Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian dalam tahun laporan PPATK telah
melakukan kerja sama dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman
(MoU) dengan Departemen Kehutanan pada tanggal 28 Maret 2005. Ketjn
sama ini dilakukan dalam upaya untuk membantu pemberantasan illegal
logging dan kejahatan kehutanan lainnya. Di samping dengas Departemien
Kehutanan, PPATK telah menandatangant Mol dengan CIFOR (Cenver
For Imernational Foresiry Research) untuk upaya veng sama. PPATK
Juga telah melakukan keria sems walaupun tanpa didasari Mol seperti

1 1hid,
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kerja  sama  dengan LSM  di bidang Kkehutanan dalam  bentuk
penyelenggaraan pelatihan, kajian dan penyusunan pedoman pelaporan,'®
Isi kesepakatan bersama tersebut antara lain mencakup perivkaran
informast, bantusn dalam melakukan analisis, penunjukan pegawai
penghubung Faivon officer), sosialisasi UU TPPU dan peraturan
perundang-undangan terkait, serta pendidikan dan pelatihan.

4.5. Laporan Hasil Analisis Transaksi Kenangan yang Mencurigakan,

Lembaga PPATK dibentuk mempunyai fujusn seperti yang
disebutkan dalam Pasal {§ ayat (1) Undang-Undang Nomor 235 Tahun
2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1§ Tahun 2002
tentang Tindak Pidana Pencucian uang adalah dalam rangka mencegah dan
memberanias tindak pidana pencucian uwang. Menurut Yenti Gamasih,
PPATK memiliki peran sebagaimana tercermin  dafam  filosofi
pengkriminalisasian monzy laundering yaitu

suatu stratepi atau suate jembatan dalam penanggulangan kejahatan
secara umum yang fidak terbatas menanggulangi kejahatan monep
igundering sajs, wetapl predicoie erime dan kejahatan-kejahatan lain
yang sulit Jiberantas dengan cars konvensional.!

Prengan demikian jelas bahwa tujuan pembentukan PPATK tidak
hanya terbatas untuk menanpgulangi kejahatan money loundering saja,
tetapi juga sebapai strategl ferhadap kejahatan asal terutams kejahatan
yang sulit diberantas, dan penckanan sasaran dari undang-undang tindak
pidana pencucian vang adalshk benhuk kejahatannyva. Selain itu Mardjono
Reksodiputro menyatakan bahwa ¢

sebenarnya yang meniadi sasaran utama dari undang-undang tindak
pidans pescucian vang adzlsh pars proffesional baik dari bank maupun
nonbank yang merupsken pithak yang membantu atau sehagal
perantara dalerm melakukan kejahatan vang sulit dikejar. Sedangkan
tujuan meng:jar predicate crimenya  merupekan  sesaran  yang
selanjutnya.’

* Wawancara dengon Mubammad Yusuf, SHMM pada tanggal 29 April 2009,
1af szx Garnasih, Op. Cit.

Mard;‘mo Rcksodjpuh'o, Disampaikan pads wakin dsskusi pexelitian “Optimalizast

nganﬁn Tindak Pidans Pencucian Usng ™, oleh Tim Peneliti Kamisi Hukum Nasional, Tanggai
02 Muret 2006, di Gedung Komist Hukum Nasionat Yakarta,
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Berdasarkan pendapat-pendapal tersebul, maka pada dasamya peran
PPATK adalah sebagai strategi untuk mengatasi kejahatan baik kejahatan
asal maupun kejahatan money laundering, mengejar pelaku kejzhatan
ierutama profesionalnya, dan mengejar harta kekayaan hasil kejahatan.
PPATK memiliki peranan baik yang bersifat preventif maupun represif.
Apa vang dikemukskan diatas telah memperlihatkan bahwa PPATK
memiliki peran dalam memberantas pencucian uvang batk yang bersifat
preventif maupun represif. Sedangkan Muladi mengemukakan bahwa
salah satu hal yang periu diperhatikan yaitu bahwa ;

“kita tidak boleh mengharapkan ferialu besar tentang peranan sistem
peradiian pidana sebagai pengendali kejahatan, sebab sisterm ini hanya
merupakan salah satu sarana saja dalam politik kriminal (yang bersifat
penal). |
Dalam pelaksansan spaya preventif dalam mensnggulangi tindak
pidans pencucian uang yang telah dilakukan oleh PPATK yaitu baik secara
eksplisit disebutkan dalam undang-undang seperit mengeluarkan pedoman
"% dan pengawasan tingkat kepatuhan penvediz
jasa keuangan atau yang disebut dengan complaint audit, maupun yang
sccara Implisit seperti penvelenggaraan sosialisasi, pendidikan dan
pelatihan,

atgu membuat peraturan

Melihat hal tersebut penulis sependspat bahwa money Imndering
memang merupakan kejahatan dalam bidang keuangan yang sulit diatasi

7 Mutadi, Kapita Sefekva., Op.CH, Hal 3.
¥ podoman-pedoman vang dikejuarken PPATK hingge akiilr tshun 2005 veitu antara

- Kepulusan Kepala PPATK No X IKEPPPATK/2003 ienlang Pedoman Umum

Peregohon dan Pemberpntasen Tindak Pidsnz Pencucian Uang Bagi PIK (Pedoman 1}

. Keputosen Kepsls PPATK Noo ZA/KEPPPATE003 tentang ldentifikagt Tronsaksi

Keuangan Meocurigakan Bagl PIK (Pedoman 1)

«  Kepetusan Kepala PPATK Wo. ZS/KEPPPATK/2003 tentang Identifikasi Transaks!

Keuvanpan Mencurigaken Bagt PVA dan UIPU {Pedoman HA)

Keputusarn Kepale PPATK No. HS/KEPPPATK/200Y temang Tate Cars Pelapomn
Transaksi Kenangan Mencurigeken Bagi PIX {Pedoman 1}

Kegputusan Kepals PPATK Wo. 277KBPPPATK/2003 tentang Tata Camn Pelaporan
Transaksi Kevangan Mencurigakan Bagi PVA dan UTPU (Pedoman THA)

Keputusan Kepelz PPATK No. YUKEPPPATK 2004 wetang Pedoman Laporsn
Transaksi Tunad dap Tata Core Pelaporannya Bagi PIK (Pedomean IV}

. Keputasan Kepals PPATK No. 3A/KEP.PPATK/2004 tentang Transaksi Keuangan

Tumai Yang Dikecustikan Dari Kewejiben Laporan.
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secars konvensional, schingga sulit dipahami apabila operasional yang
terlibat di dalamnya tidak mengetahui tentsng keuangan. Oleh karena i
diperlukan suatu pendekatan yaitu dengan membentuk suatu rezim anfi
mongy lowndering yang posisi sentralnya pada lembaga PPATK. Sehingga
PPATK dapat dijadikan schapai sarana unluk mengatasi kesulitan dalam
memberantas kejahatan terutams mengejar para pelakunya dengan cars
menehusuri arus vang atau hasil kejahatannnya.

Selain peranan  schagaimans diuraikan diatas, PPATK jugs
memiiiki peranan dalam melakukan penelitian terhadap tipologi dan
modus operandi  tindak pidana pencucian vang. Penelitian  dan
pengembangan tipologi terkait dengan tindak pidana pencucian vang seria
analisis atas laporan fransaksi keuangan dari penyediz jasa keuvangan
merupakan salgh satu peran ptama PPATK dalam melaksanakan tugas
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian nang,

Tugas PPATE schbagaimana ditcatukan dalam Pasal 26 huruf e
menunjukkan bahwa PPATK memiliki kewsjiban mengeluarkan pedoman
dan publikasi kepada penyedia jasa kevangan tentang kewajibannya, dan
PPATK berkewajiban memberikan rekomendasi kepade pemerintah
mengenai upaya-upaya mencegeh dan pemberaptasan tindak pidana
petencian uang. Schinges PPATK memiliki peranan dalam melakukan
penelitian terhadap tipologi dan modus operandi keighatan momey
laundering untuk mendeteksi tipologi dan modus operandi vang skan
tergadi selanjutnya. Hal ini sesuai denpan fungsl Intelijen ity sendird,
karena dissmping untuk mencari, mengumputkan dan menganalisa data
dan informasi baik aps vang terjadi sekarang dan apa yasg akan terjadi
pada masa yang akan datang . Sclama PPATK didirikan terdspat berbagai
Laporan Transaksi XKeuangan Mencurigakan (LTKM) vang disampaikan
kepada PPATK yaitu: |

Tabel 1 \
LYKM yang Disampaikan Kepada PPATK
Jenis Pelapor Jumiah Pelapor Jumliah
LTKM
Universitas indonesia
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Bank 136 19,948
Non Bank : 115 5,664
Perusahaan Efek 33 Perusahaan 274
Manajer Invesiasi 3 Perusahaan i2
Pedagang Valas 36 Perusahaan 3,554
Dana Pensiun | Perusahaan 1
Lembaga Pembiayaan | 16 Perusahaan 297
Asuransi 26 Perusahaan 1,526
TOTAL PELAPOR DAN LTKM 251 25,612

Sumber : PPATK

Berdasarkan tabel di atas yaitu laporan fransaksi keuangan
mencurigakan (LTKM) yang diterima, PPATK telah mengidentifikasi
beberapa modus operandi dan tipologi kasus tindak pidana pencucian uang
sebagai berikut :'%

l. Pengalihan dana dari rekening giro milik instansi pemerintah ke
rekening tabungan a/n pribadi pejabat, seperti Bendaharawan Kantor
Dinas Daerah/ Pemda melakukan penarikan dana dengan cek dari
rekening a/n Dinas Daerah/Pemda. Selanjutnya dana hasil pencairan
disetorkan ke rekening a/n pribadi Bendahara/Pejabat Kantor Dinas
dimaksud.

Beberapa modus yang diketahui:

a) Memperoleh bunga bank. Mentransfer dana dari Kas Daerah
menggunakan rekening Pribadi  dalam tempo singkat dana
ditransfer kembali ke rekening Kas Daerah.

b) Memotong sebagian. Mentransfer dana Kas Daerah ke rekening
pribadi untuk kemudian mentransfer kembali sebagian dana ke Kas
Daerah sehingga diperoleh selisih untuk kepentingan pribadi. .

¢) Mengambil keseluruhan. Dana dari Kas Daerah ditransfer ke
rekening tertentu, kemudian dipergunakan untuk kepentingan
pribadi.

19 | aporan tahunan PPATK Tahun 2007, Hal 13.
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d) Menggunakan  bebersps nama  pihek  Jain  umtuk  mensrima
pentransferan dana yang berasal dari Kas Daerah.

Pembukaan rekening di bank denpan menggunakan identitas palsu

untuk melakukan penipuan,

Penyuapan dengan cara rekening pejabat pemerintah beserta angpota

keluarganya digunakan untuk menampung dana-dana dari pihak lain

yang memperclch jasa dart si pemilik rekening atau ada keterkaiten

emosional dengen pihak tertentu, Dana yang masuk ke rekening

pejabat tersebut dapst benipa:

8. penvetoran secars nat,

b. menggunakan warkat atas bawa,

. transfer dant baok lain, dan

<. pemindahbukuan.

Dana yang sudab masuk ke rekening pejsbat kemudian digunakan

untulk pembetian surat berhargs, polis asuransi, bisnis yang dikelola

oleh anggota keloarga, pembelian properti, didepositokan dan lain-

lain.

Selain  penyvapan depgan menggunakan wang  atan  instrumen

keuangan terdapat pula penyuapan dengan menggunakan barang

seperti mobil mewah, Mobil dibeli atas nama pejabat, namun

pembayaran dilakukan oleh pihak lain.

Peleke illegal logeing membuka beberapa rekeniog di bank baik

mengeenakan nama peleku seadini maspun nama pihak lain untuk

menyamarksn identitas pelaku. Rekening tersebut digunakan untuk

memporlancar penyelesaian transeksi perdagangan kayu/log. Beberaps

transakst ada yang disetorkan kepads rekening oknum aparat

kemmanan dan pejabat berwenang di bidang kehutanan dan perkayusn,

Transaksi Passr Modal untuk mijuan pengelolaan dana investasi vang

dihimpun oleh perusshasn investasi yang beroperasi secara ilegal

Pembukaan rekening Efek pada Perusahaan Bfek dilakukan denpan

menggunakan nama nominee,
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Transaksi di Pasar Modal dengan menggunakan rekening atas nama
nominee, pembelian Unit Penyertaan Reksadana melalui Manager
Investasi seria melalut agen pembayar (indirec seifling).

Pembelian Efek dalam rangka Initial Public Offering/IPO melalii
underwriter uniuk selanjutnya basil perclehan Efek ditransfer ke
rekening nasabah di Perusahaan Efek dimana nasabah tercatat.
Pembelian polis asuranst jiwa dengan premi jumlah besar yang
dibayarkan sekaligus {premi tunggal) pada saat penutupan kontrak
asuransi. Selang beberapa wakiu atau jzuk sebelum kontrak asuransi
berakhir, polis asuransi dibatalkan, vang premi yang sudah dibavarkan
kemudian ditarik walaupun dengan penaiti tertenta. Dana pembelian
untuk polis asuranst torsebut diantaranya berasal dari penyctoran tunal
dalam jumish besar dan frekuensi tinggi ke rckening vang
bersangkutan vang tidak menggambarkan hasil dari aktifitas atau
usaha. Diduga vang terscbut hasil deri perbuatan melawan hukum.
Perbelian polis asuransi jiwa jenis unil finked dengan jumish premi
besar yang dibayar segara reguler dimana pemegang polis {pembayar
premi) adaish perusahaan berbadan hukum dan teriangpung adalah
pimpinan perusahaan fersehul. Perusahesan didirkan berdekatan
dengan wekiu pengajuan polis. Schingga besar kemungkinan dana
untuk membayar premi bukan dari hasil usaha perusahaan. Jumiah
modal disetor perusshasn Jugs fidak menunjukan kemampuan
perusahean vntuk membayar premi tersebut. Jadi, diduga dana untuk
membavar premi berasal dar] swmber laln vang tidak sah dan
penggunaan  nama  perusahaan  sebagai pemegang  polis
mengindikasikan usaha fertanggung uniuk menyamarkan asal asul
dana seolzh-olah berasal dari kegiaten bisnis vang sah.

Kembalinya dana-dana yang dulunya dari hasil perbuatan melawan
hukum di Tndonesia ke dalam negeri. Pengembalian dana terscbut
terindikasi dilakukan melalui rekening perusahaan atau rekening
pejabat tertentu, kemudian dana yang sudah masuk disershkan kepada
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ckrnum pemilik dana dengan memberikan imbalan kepada pihak yang
nama atau perusahaannya digunakan,

12. Reslitusi pajak tidak wajar, dilakukan oleh perusahaan yang baru
beediri dengan mengajukan restitusi pajak dalam jumlah relatif besar
namun dari mutasi rekeaing perusahaan tidak mencerninkan adanya
transaksi penjualan dan pembelian yang jumlahnya mendukung untuk
dapat diberikannya restitusi pajak tersebut,

13, Penvelewenpgan penggunasn anggaran oleh Bagian pengadaan pada
suatu instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan
pembelian sejumiah barang Dalam pelaksansannya instanst tersebut
tidak benar membeli barang dimaksud, tetapi hanya menyews dengan
nital yang jauh icbih kecil dibandingkan kalau membeli, Selisih dana
vang ada sebagian masuk ke rekening pejaba_t instansi dimaksud.

Beberapa modus tersebut distas adalah merupakan modus yang
sama teriadi pada tahun sebelumnya (2006) namun masih dapat ditemukan
delam kerun waktu tahun 2007 dan diduga, modus tersebut diatas masih
akan tetap terjadi dalam  wakiv yang akan datang, Modus tersebut tegjadi
di bemagai seklor yaim sektor pemerintahan, perbankan, perpajakan,
asuranst serta pasar modal,

Bahwa tugas dan wewenang PPATK yang ditegaskan dalam
pembahasan dimana terdapat tugas utama yang utama dalam kaitannya
dengan pemberzniagan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas
mendeteksi terjadinys tindak pidana pencucian uang dan fugas membantu
penegzkan hukum vang berkaitan dengen pencucian sang dan tindak
pidans yang melahivkannya (predicate  offences), dalam proses
pendeteksian. Terdapar dua model pendeteksian yaitu pertama, melakukan
pendeteksian atas faporan yang diterima dari PJK {laporan harian PIK ke
PPATK} dan kedua karena adanysa permintaan khusus dari penegak hukum
yang pada saat ifu sedang menangani kejahatan asal, Mekanisme
pendeteksiannya dapat ditakaskan melatui laporan-faporsn vang diterima
oleh PPATK vang berasal antara Isin dari:
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dj

<}

Tindak

92

Suspicious transactions yang dilaporkan oleh penyedia Jasa
keuangan Sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 6 dan pasal 13
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
Laporan Penyedia jasa kcuangan berkaitan dengan sransakst
tunai  {(cash  iransactions) dengan nmilai  kumulatil
Rp.500.000.000 dalam waktu sehari, yang ditegaskan dalam
Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Pencuctan Uang.
Laporan berkenaan dengan pembawaan uang tunai ke dalam
maupun keluar wilayah Indonesia sejumlah Rp.100 juta alau
lebih. Pelaporan atas hal ini dilakukan oleh Direktorat Jendral
Bea dan Cokai, yang ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-
Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

informasi dari masyarakat fentang dugaan adanya suatu tindak
pidana pencucian uang. Parlisipasi masyarakat ini tfelah
ditegaskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia
Momor 82 teatang fata cara informasi dari orang perseorangan
mengenai dugaan tindak pidana pencucian vang.

informasi hasil kerjasamsa dengan FIU negara lain.

Berdasarken pasal 26 huruf s Undang-Undang Pemberantasan

Pidana Pencucian Uang PPATK mempunyai tugas salah satunyva

udalah melakukan analisis tethadap laporan suspicious fransaction report

atau gash rransaction report serta laporan pembawaan uang vang diterima.
Hesil kajian yang <ibuat tersebut pantinya akan dipunskan oleh aparat
penegak hukum dalam menangani suatu kasus baik untuk pencucian vang
muupun Kkejazhatan asal. Laporan hasil analisis PPATK yang telah
disampaikan kepada penegak hukum adalah sebagai berikut

Tabel 2
Laporan Hasil Analisis PPATK
yang Telsh Disampaikan Kepada Penegak Hukum
Perigde Laporan | LHA LTKM | LTKM
Hasil per yang per
Analisis fahun terkait tahun
{LHA) dengan
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LHA

Tahun
2603

24

24

3t

3

Tahun
206064

236

212

345

314

Tahun
2003

347

tHl

489

144

Tahun
2006

433

86

633

144

Tahun
2607

324

9

1009

376

Tahun

628

104

1243

234

2008

Tahun Por 28 656 28 1366 63
2009 Pehraari

2009

Jumtah LHA yang 656 1306
disampaikan  kepada

penegak bukum

Sumber : PPATK

Berdugarkan tabel di atas, pada Laporan Hasil Analisis diduga terdapat
dana-dana yang berasal darl tindsk pidana (predicaze crime) seperti
dijelaskan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002

 sebagpimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2003. Sesuni dengan data «i atas {Tabel 1) bahwa selama ini
terdapat 25.612 Laporan Trausaks] Keuangan Mencurigakan dan sebanyak
1306 telsh dilakukan analisa dan sejumieh 656 telah: disampaikan kepada
penegak hukum, sedangkan basil analisis yvang tidak mempunyai indikasi
kejahatan oleh PPATK dimasukkan kedalam data base yang digunakan
untuk bahan analisa jika kembsli terdapat laporan transaksi mencurigakan.
Menurut perkembangan tindak pidana asainya jumiah Laporan Transaksi
Keuangan mencurigakan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3
Laporan Transiksi Kenangan Mencurigakan
Berdasarkan Tipdak Piduna Asal
Tindak Pidana Tahun Jumiza
Asal s {200 (200 | 200 | 260 | 200 [20092 Lk
260 | 4 8 & 7 8 8 Feb
Velvarsitas indonesta
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Korupsi 10 1071 35 48| 254 144 19 617
Pengpelapan 0 2 8 21 48 g 0 60
Penipuan *) 121 157 53 251 48| 47 27 369
Kejahatan 8 By 11 10 3 0 t 41
Perbankan

Pemalsuan g 127 0} 42 4 ! 8 68
BDokumen

Teroris o 3 1] 1 0 &
Penggelapan a 1 2 3 7 0 0 13|
Pajak '

Perjudian g 2 2 0 p G &
Penyuapan U 3 5 2 ¢ 28
Narkotika 6 i i 2 g 1s R 28 .
Pomnograft Anak ¢ 1 g 0 ]
Pemalsuan ¢ 2 8 o 8 4
Lang/Rugiah

Pencurian 0 2 t

Pembalakan a
Liar

Penvelondupan ¢ 4 8 1 §
Tidak I & 14 49
Teridentifikasi/d o
i

Jumlah 31 3141 144 1444 3761 234 63 1306

Ket @ ¥} hunlah termasuk Xasus percobsan penipuan

Sumber : FPATK

Sedangkan menumt perkembangan tindak pidana asalnys jumiah Laporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan yang telah menjadi Laporan Hasil
Analisis dan disampaikan kepada penegak hukum dapat dikelompokkan

sebagai berikut:
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Tabel 4
Laporan Traosaksi Keuangsn Mencurigakan yang Telah Menjadi
Laporan Hasit Analisis (LHA)

Sumber : PPATK

935

Tindak Pidana

Tahun Jumla

Asal sd {200 (200 (208 |200 | 200 (200972 |h

200 2 6 7 8 8 Feh

3
Korupsi | 837 33| 44 521 34 16 292
Pengpgelapan 0 2 4 2 2 0 0 i0
Penipuan *) 121 877 41 17] 20} 27 5 209
Keishatan | 8 81 10 2 0 1 30
Perbankan
Pemalsuan 6 10 g 1 2 0 {3 21
Dokumen
Teroris 3 0 1 O 0 6
Penggelapan t 3 0
Pajak
Perjudian 0 H 2 0 2 g 8 3
Penyuspan 11 2 1 4 2 & o 15
Markotika 0 1 I 1 0 9 2 14
Pornografi Anak 0 i 0 0 0 0 0 1
Pemalsuan 0 2 2 0 0 0 0 4
Uang/Rupiah
Pencurian 5 g Y 13
Pembalakan i ] 6
Ligr
Penyelundupan 0 4 O ¢ 0 1 §
Tidak 1 5 5 30
Teridentifikasi/d
i
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Jumlah

240 2121 HILy 86l g1 104

28

636

Ket : *) Jumlgh termasuk kasus percobaan penipuan
*) Percobaan Penipuan
Sumber : PPATK

Apsbila melibat dari hesil analise tersebut di atas {Tabel 4), korupsi
menempali wrutan tentinggt dalam hal tindak pidana asal dupaan tindak
pidana pencucian uang yaitu sebanyak 292 laporan hasi! analisis. Selain
korupsi juga terdapat tindak pidana asal lainnya seperti penggelapan pajak
dan penyelundupan, Dalam menganalisa transaksi terhadap salah satu
faporan, langkah pertama adalah melihat apakah ada laporan sebelumnya,
apabilz ada, apa kasusnya, apabila tidak ada maka meminta klarifikasi
kepada penyedia jasa kevangan. Kedua, melihat daftar hitam baik dalam
negeri {aparat pencgak bukum, instansi lain} maupun daftar hitam FIU
negars lain., Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisa yang
dilakvkan PPATK tergentung dari data yang dimiliki sebelumnya
sebagaimana tersimpan dalam database yang sudah dibuat dan data yang
diperoieh dari klarifikasi dari lembaga-lembaga lain. Sehinggs PPATK
bekerja berdasarkan laporan dan keberhasilan PPATK dalam menganalisa
dugaan tindak pidana pencucian usng atau tindak pidana asat ditentukan
juga dari peran fembaga-lembaga Tain. ‘

PPATK menyampaikan laporsn kepada penegak hukurn deogan
hatapan laporan hasil analisis terscbut dapat ditindaktanjuti yaitu:*™

(1) Apabila Laporan Hasil Analisis tersebut diproses sarupai tingkat
ajudikasi, PPATK diharapkan menerima pemberitahuan tentang
putusan yang teiah mempuayai kekuatan huloom tetsp dan pelaksanaan
puiusan dimaksud sebagai sarana kontrol.

{2) Apabila perkara itu tidak dapat diproses PPATK diharapkan menerima
penjelasan yang lengkap berikut dokumen pendukungnya yang
menerangkan tidak dapat diprosesnya Laporan Hasil Analiza tersehut,
intinya PPATK mengharspkan transparansi.

" Muhammed Yasuf, SH, MM, wewancara tanggal 29 April 2009,

Univarsitas Indonosia

Harmonisasi Penyidikan..., Annissa Kusuma Hasari, FH Ul, 2009



97

4,6. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidara Pencucian Uang.

Berdasarkan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor |5 Tahun 2002

sebagaimana teizh diubah dengan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2003 T

Tentang Tindek Pidana Pencucian Usng, PPATK dalarn melaksanakan

fungsinya mempunpyal wpas sebagai berikut melaporkan hasil analiss

transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian vang kepada

Kepolisian dan Kejaksaan” pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaite dalam hal

ditemukan adanya petnjuk aisu dugasn telah ditemokan transaksi

mencurigakan'” dalam waktu peling lama 3 (tiga) hari kerja seiak

ditemukan petunjuk tersebut PPATK wajib menyerahkan hasil analisisnya

kepada penyidik untuk ditindak lanjuti. .
Delam penyelidikan laporan hasil analisis PPATK  maka _

dilaksanakan dengan tahap penelitian laporan, tahap perlindungan pelapor

dan saksi, tahap penclakan pelapor dan saksi, yaitu sebagai berikut ;'

1. Penelitian Laporan

Dalam tahap penclitian laporan penyidik harus berpedoman pada

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang yaitu :

a. PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib membasiakan
identitas pelapor.

b. Pelauggaran terhadap ketentuan scbagaimana dimeksud dalam ayat
(1) memberikan hak kepada pelapor atau ghli warisnya untuk
menuntut ganti rugi melalul pengadilan

Tata cara penelitian laporan adalzh sebagai berikut :'?

" Transakst kewangan mencurigaken aduluh @

8. transaksi kewangan veng menyimpang dari profil, karakleriglik, atsn kebiassan pola
transaksi dart aasabah yang bersanghulan;

b. transaksi kemangan ofeh nassbab yang eatoi diduga dilakukan dengen tdusn unluk
meaghindsri pelapornm transakst yang tersangkutan yang waiib dligkukan oleh Penvedia
Jasa Kenzngan sesusi dengan ketentusn undang-undang;

¢. trenssks! keusngae yang dilekaukan otay baised dilskukan dengan mengguosken hacts
kekeypan yang didugs berasal dans basil findek pidena
17 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Pedoman Penyidikan Tindak

Pidana Pencucian Usng™ 2054, Hal 44, .
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a.  penyidik berkoordinasi dengan PPATK uatuk menghadirkan petapor
atay sakst, apabila belum ada PPATK di wilaysheya maka
koordinasi dilaksanakan dengan Bank Indonesia diwilayshnya.

b. Pelapor atau saksi diminia keterangannya dengan mglaksanakan
wawancara interview atau pemeriksaan dan haros meyebasizkan
identitas pelapor atau saksi tidak boleh terbawa dalam Borita Acars
Pewmeriksaan (BAP).

c. Dari pelapor diminta dala atau kelerangan atan laporan yang meliputi
tentang transaksi Keuangan serta identitas vaitu nama, nomor
rekening, Bank (Penyedia Jasa Keuvangan) alamat pemilik rekening,
jumish dana, sumber dan tujvan dana seuts prosos transaksi
keuangsn dalem menempatkan, mentransfer, membaysr alsu
membelanjakan, menghibahkan atau meayumbangken, menitipkan
harta kekayssn serta membawa ke luar neperi, menukarkan,
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harts kekavaan,

d. Dari hesil wawancara, interview, pemeriksaan tersebut harus
mengarahkan kepada pencarian siapa yang skan dijadikan saksi dan
tersangka dan apa alat bukti yang didapat dan dapat digunakan untuk
permbuktian.

¢. Dalam penelitian ini akan ditemukan 2 pihak ysitu : pithak pertama
adalah : pihak pelapor dan saksi-saksi pihak kedua adalah pihak
tersangka dimana pada pihak kedua terdapat lagi pengirim dana
{sumber) dan penerima dana {fujuan).

Karena pelapor dan saksi yang diketahui dari penyedia jasa keuangan
harus dirahasiakan maka penyidik hanya dapat memeriksa serts membuat
BAP pihak tersangka sehingga harus dicard saksi lain diluar pelapor dan
saksi yang harus dirahasiakan identitasnya, apabila tersangka perorangan
atay korporasi maka saksi dapat dibuat saksi mahkota dari para tersangks
sendin, saksi atau saksi ahli dapat juga dari PPATK atau Bank Indonesis,
Bapepam, atau instansi perguruan tinggi vang ahit di bidang tersebut.'™

Pada saat penyidikan akan diketahul dari pihak kedua vaitu pada
pihak tersangka akan terdapat tersangka utama beberapa orang, dan akan
terdapat pembantu-pembantu yang melsksanskan pekerjasn karena
disuruh stau terikat pada suatu perintah tetapi bukan karena kehendsknva
melainkan karena tugasnya maks pembaste-pembants inileh yang
dijadikan saksi-saksi.

7% Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesie, "Pedomen Penyidikan Tindak

Pidans Pencucian Usng™, 2004, Teid., Hal 45.

" pedoman Penyidikan Tindak Pidena Pencucian Usng..., hid.
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2, Peoolakan Petapor dan Saksi'

4. Pada tahap in{ pelapor atau sakst menotak untuk diperiksa atav
diwawancarai dikarenskan takut Keatitasnys diketahut atau bila
pelapor adaleh penyedia jasa kevangan maka pelapor Khawalir
mempunyai dampak berkurangnya kepercayaan darl nasabahnya
stay pelanggannye atay konsumennya kepada penyedia  jasa
keuangan tersebut,

b. Pada kenyataan dalam penyidikan, spabila terdapat keluhan atau
keberatan darl pihak nasabah, debitur, konsumnen, pelaku kepada
penyedia jasa kesangan karena rahasia kevangannya diketahui orang
lain dan selanjuinya penyedia jasa Keuanpzn keberatan kepada
penyidik.'™®

¢. Pelapor atau saksi kemungkinan juga menolak untuk diperiksa ataun
diwawsancarai oleh penyidik karena sclain takut rahastanys terbuka
juga takut terhadap tuniutan balik dari pikak yang dilaporkannya
(tﬁriapar).m ‘

Dalam Pasal 40 dap Pasal 42 tersebut dinyatakan bahwa pelapor
atan saksi tidak dapat dituntut secars perdata ataupun pidana, hat fersebut
adalah untuk menghindari :

1. diketahuinya identitas pelapor.

2. pengaduan atau  tuntutan balik  dikerenakan adanya
pencemaran nama baik, menista, memfimah atay memberikan
keterangan yang tidak benar atau tuntutan dan penpaduan lain,

¥ Apatila terindi hal demildan muka penyidik hares koordinasi dengan PPATK atsu
Bank Indonesie untuk depat dhadickan di PPATK awu Bank Indonesis Buke Pedoman
Penyidikan Tindak Pidane Pencucian Vang, Opeit, Hal 47,

15 Apabila hal ini yang terjadi maka penyidik harus koordinesi dengan PPATK dan Bank
Indonesis dan sccamn berstmae-sama menyainksn bahwa sumber informasi ofau esel mulanys
terbuks rabssia keuanpan sdalah dard penyidik fiksrenskan penyidik mempunyai kewesangan
uituk mermshuks rehasio keusnpan stay transakel kenzngar berdasarksn pasal 33 dan 34 Undang-
Undeng Nomor 15 Tabun 2002 jo Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana
Pescucian Uang.

W7 Untuk bal inf make pelepor ateu seksi dilindungd ofeh undang-undang dengan dasar
Pagal 43 Undang-Undang Nemor 15 Tehun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu -
"relapor danfateu saksl el dupat ditenbd balk secara perdsts aleu pldans ates pelaporan

dun/eias kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkuten sebagsimana diraksud dalam passl 40
dan pasal 427
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3. pugatan perdata,

Pads saal ini sering terjadi seseorang melapor / mengadu kepada
Poiri, kemudian pthak vang dilaporkan balik mengadukannya iagi karena
merasa dicsmarkan namun baiknya dalam tindak pidana pencucian wang
vang dilaporkan tidak bisa melaporkan lagi kepada Polrl sehingga tidak
ada saling lapor.

Pada kegiatan tahap kedua adalah pemblokiran rekening, pada
izhap Ini terdapat dua tahap vang hanus dilaksanakan dan harus
diputuskan secara cepat vailu pertama tahap pemblokiran dan kedua
tahap pembukaan rekening tersangka.

a. Pemblokiran

Pada tahap pemblokiran penyidik harus memufuskan secars cepst
apakah harus memblokir lebih dulu rekening fersangka atau fidak,
karena pada saat ini penyidik harus menentukan apakah sudah pasti
babhwa vang atau dana vang tersediz tersebut bepar-benar berasal dari
hasi] kejahatan atan bukan, dan apakah terdapat dugaan vang vang
ada dalam rekening tersebut akan diambil funai atau dipindahkan ke
rekening lain yang lebih suiit penyidikannya karena akan disamarkan
lagi oleh tersangka.'™ :
Pemblokiran dilaksanakan sebagai berikut ;'™
i. penyidik membuat surat permintaan kepada Penyedia Jasa
Keuangan atay Bank untuk melakukan pemblokiran.
it, Surat berisi permintaan untuk memblokir rekening atas nama
tersangka atsu  biasaaya yang dikatagorikan  turut

serta/membantu (karena hanya dipinjam rekeningnya saja oleh
tersangka) dilengkapi nomor rekening yang akan diblokir.

'* Apabila penyidik yakin skan terjedi kedus hal tersebut make penyidik harus segers
memblokir rekening tersangka dan hania/uang yang diblokir herus tetap pada penyedia jasa
keuangan yeng bersangkutan. Dasgar pemblokiran rekening tersangka fersebut yaitu pasal 32
Undang-Undang Nemor 15 Tehun 2002 Tentang Tindak Pidane Pencucian Uang, “Penryidik,
penuatst usurp i hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedie Jass Keuvangan untuk
melakukan pertblokiran terhadap herta kekeysan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATE.
kepada peayidik, tersangka atay terdaiovs vang diketuhui slan patit diduga merupakan hasit Sndak
pidana”

7 Markas Besar Kepolisian Megars Republik Indonesia, Pedoman Penyidiken Tindsk
Pidana Pencucian Usng, opeit., Hal 48,
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itl, Selslue harus ada tembusan surat ke Kapolda, Kabaresisim

Mabes Polri, Kepala Bank Indonesia setempat atan Gubernur
Bank indonesia.

iv. Sctelah diblokir dana yang ada tidak boleh dipindahkan
ketempat lain, harus tetap berada pada bank (Penyedia Jasa
Keuangan).

v. Apabils berkas akan digjukan kepada Penuntut Umem maka
dana yang diblokir tersebut disita dengan minta ljin Pengadilan,
Berita Acara Pemerikeaun Penyitaan dimasukikan berkas namun
dana tetap dalam Bank (Penyedia Jasa Kevangan).

vi. Surat yang dibuat Penyidik kepada Bank (PJIK) untuk
permintaan diblokir, dengan menyebutkan:

(1) nama jabatan penyidik.

(2) Identitas tersangka/yang tarut serta/membaniu.

{3} Alasan pemblokiran

{4} Tindzk pidana yang disangkakan.

{3} Tempsat dana aiau Hara Kekayaan bersds (dapat jugs
harta kekayaan berupa ianah, maks pemblokiran kepada
BPN).

b. Membuka Rekening
Dasar membuka rekening dan meminta keterangan adalah
Pasal 33 Undang-Undang Nomeor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak
Pidana Pencucian Usng. Uniuk kepentingan pemeriksesn dalam
parkera tindek pidana perly seksi, Pasal 33 ayat {1) dan {2}
mernyatakan

{1) unfuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidaoa
pencucian uang, maka penyidik dan penuntut wrmin, ataw
hakin: berwenang uvntuk merinta keterangan dani Penyedia
Jasa Keuangan mengenai Harta Keksyaan setiap orang yang
telah difaporkan olels PPATK, tersangka atau terdakwa.

(2) Dalam meminia keterangan scbagaimana dimaksud dalam
avat {1), terhadap penyidik, penuntut umiun, atay hakim tidak
bertzku ketentuan undang-Undang yang mengatur tentang
rahasia bank dan kerahasinan fransaksi keuangan lainnya.

{3} Penyedia Jasa Keuangan scielah menerima perintah penyidik,
penuntut wnum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat
perintah pemblokiran diterima.
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{4) Penyedian Jasa Keuangan wajib menyerahkan berita acara
pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum,
atan hakim paling lambat | {satu) hari kerje terhitung sejak
tanggal pelaksanaan pemblokiran.

{5) Harta kekayaan vang diblokir harus tetap bersda pada
Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkuian,

(6) Penyedia  Jasa Keuwangan vang melanggar  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat {3} dan ayat {4) dikenai
tindakan administratil’ sesuai dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaky,

Prosedur Membuka Rekening dan Meminta Keterangan :'*

[.  Penyidik membuat surat permintaan pemeriksaan rekening
nasabah/debiner tersangka dengan nomor rekening pada bank,
serta mencantumikan nama penyidik yang akan mepwriksanya.
Surat tersebut dimjukan oleh penyidik kepada Kapolda, yang
menandatanganl surat adalabh Kapolsek/Kapolsekia/Kapolres/
Kapolresta/Kapolwil/Kapolwiltabes/Dir  Serse  Kriminal/Dir
Serse Narkoba/Dir Serse Krimsus.

i1, Kapolda meneruskan surat tersebut kepada Direktur Reserse

Kriminal untuk Polda Metro kepada Direktur Reserse Kriminal

Khusus atau Perwira yang ditunjuk untuk :

8. Meneliti apakah surgt tersebut dilampiri laporsn polisVLP
(foko copy) vang disyahkan dengan cap dan tanda tangan aslt
dari Kapolsek ke atas. Hal tersebut umtuk membuktikan
hahwa benar-benar ieluh terjadi sustu findak pidana {ada
kejadiannya, tidak palsu dan tidek direkayasa).

' Markas Besar Kepolisian Negars Republik Indonesia, "Pedomsn Penyidiken Tindak
Pidana Pencusdan Usng”, Opeit, Hal 51
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b. Menecliti apakah ada BAP saksi atau tersangka (foto copynya)
yang dilegalisir dengan cap dan tanda tangan dari Kapolsek
ke atas {minimal terdapat BAP saksi-saksi).

¢. Apabila telah lengkap, maka dibuatkan oleh Dir Reskrim
Polda surat untuk mempercleh keterangan dari bank yang
ditandatangani oleh Kapolda ditujukan kepada Bank yang
bersangkutan (lampiran).

d. Kemudian surat yang felash ditandatangani olsh Kapolda
tersebut  dikirimkan lagi kepada Penyidik dan kemudian
penyidik membuat surat kepeda bank yang bersangkutan
untuk meminta dibuka rekening dan identitas serta
ketersugan lain dengan menyerahkan surat dari Kapolda
tersebut kepads Bank.

¢. Setelsh ifu penyidik membuat foto copy sumat yang
ditandatangant  Kapolda tersebut  untuk  dikirtimkan
tembusannya kepada Kapolri, Gubernur Bank Indonesia, dan
Baregkrim Polri.

f. Undang-undang atau aturan di  atas  dibuat  untuk
mempercgpat proses pembuokuasn rekening karena u proses

sich Polda harus dalam 1 (satu) hasi selesal, hal ferschut e —

dikarenakan apabiia surat diantar cleh penyidiknya langsung
ke Polda, scdnagkan penyidik berkedudukan di daersh
(Polwil/Polres/Polsck), apabila 1 (satu) hari selesai, maka
surat tersebut dapat dibawa kembali hasilnys untuk
dipergunskan dalam penyidikan dengan segera.

3. Pemeriksaan Tersangke

Pemeriksaan tersangka dalam tudsk pidacs pencucian vang harus
dibuktikan dalam dua tehap atau lebih, dan bersamaan tidak dapat
dipisahkan, yaitu apabila dalam tahap 1 tidak terbukti maks tahap 2
secara otomatis tidak akan terbukti hal ini dalam hukum pidana
dikatakan berbarengan/bersamaan  findak pidans  {comcwrsusy  atau
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samenioop), 1etapl dalam perbarengan tindak pidana pertama dan tindak
pidana kedua berbeda.

Darl uraian di stas welaupun terjadi semenloop/concursus, tetapl
tetap tidak sama untuk perbustsn pencucian uang, schingga perbarengan
tindak pidana ada, tetapi dalam hal pembuktian tidak bisa dissmukan.

Pada uraian selanjuinya digambarkan pola pembuktian unsur
pidans, pada fahap perishap akan berkembang hal-hel vang tadinya
belum diketahul menjadi diketahui dengan dukungan pembuktian saksi
dan alat bukti, schingga terbentuklah gambaran perbuatan pidana dari
tersangka dengan terpenubinya unsur-unsur pada pasal pidana.

Pola Pembulctian Unsur Pidana Tersangka

1 Apakah merupaskan harta Fidak 3 Tidale ada
kekayaan keiahatan
L ¥
i Tidak ad
2 | Apakah hasit tindek piduna | Tidek . keiabatan
i ¥a
3 | Apskah dari kelahatanpesal 2 | Tidak _ Tidak ada
UL I5R2002 - kajabatan
Py,
4 Apsaiesh berinmiak sama dengan Titak N Tidak ada
atan lebih dari Rp 3005 It kejaluan
l ¥a
Apakah manempatian ke dalam
PIE atan mentransher doai PTK
atau membayachan, "

5 membelaniakan, menghivabkan, {idak > 'I‘x@ak ada
menyumbangkan, reenitiplay, kejahatan
membawa ke LI, menukarian,
menyembunyikan,
menyamerkan.

1 Ya

& | Aprkah dengan vengain, dader Zidak . Tidok sda

dan mengetabuiaya i feminhodan
i Ye

7 | Apskah diketshuings dun patut Frdak _ Tidak ade

&duganya il kefabatan
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Sumber : Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang,
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia,

4.7. Penyelesaian Laporan Hasil Analisis Transaksi Kewanpan yang
Mencurigakan oleh Kepolisian dav Kelaksaan.

Berdasarkan Hukum Acara Pidane vang beriaku di Indonesia saat
ini Polri merupakan penyelidik dan penyidik funggal terhadap dugaan
tindak pidana pencucian uang. Polri melakukan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana pencucian vang menggunakan Laporan Hasil
Analisis dari PPATK dan menemukan sendiri dugaan tindak pidana
pencucian uang. Dalam penvidikan tindak pidana pncucian usng vang
dilakukan oleh Penyidik Polri pola penyidikan dilakuken dengan cara
sebagal berfkut'®:

I.  Buktikan Kejahatan Asalnya.
Kejahatan asal harus dipastikan mempakaﬁ kejahatan yang tesnuat
dalam Pasal 2 Undang-Undang Momeor 15 Tahun 2002 sebagaimana
telah dinbah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003,

1.  Buktikan Tindak Pidana Pencucian uang.
Betclah dapat dipastikan bahwa tindak pidana yang dalam peristiwa
tersebut merupakan tindak pidana yang termuzt dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana ielah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tatun 2003, maka selanjutnya
adglah melakukan koordinasi dengan PPATK. Hal inil dilakukan
unfuk memperoleh rekaman transaksi yang telah dilgkukan oleh
tersangka dan untuk melekokan pengombangan mengensl siaps-
siapa sata yang terkait dengan aliran dana hasil kehatan tersebut dan
bisa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana money loundering.

* Berdasarkan wawsncars dengsn AKBP Semosir Pakpohen, penyidik tindsk pidana
peasucian uong pads Direktorat Blonomi Khusus Mabes Polri langgsl 12 Apri} 2805,
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menemukan  kejahatan  asal

166

Hal inilah yang dilakukan oleh penyidik dan sudah merupakan
standar kerja penyidikan dalam melakukan penyidikan terhadep tindak
pidana pencucian vang. Dengan domikian terBhat bahwa penyidik dalam
melakukan penyidikan cenderung untuk membuktikan atau minimal

yang menghasilkan uang,

kemudian

mengembangkannya dengan menggunakan undang-undang tindak pidana
pencucian yang.
Selama tabun 2006 hingga tahun 2008 penyidik Polri hanya
menyelesaikan {ujuh kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari

temuan penyidik Polrl sendiri yaitu:

Tabel 5

Peayelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

yang Berasal dari Temuan Peayidik Polrd

No | Laporan Polisi Pelapor Tersangka Keterangan
Tegl/Bln/Thn

1 LP/4303/K/X12006/ | Ranto P | Vincentius Kirim
SPKI Simanjontak | Amin8S PUP 2L
Tel 16-11-2006

2 LP/4846/K/X11/2006 | Hannis Meilisa Kinm
/SPEII Tirtajaya Nurmawan PL/P.19
Tgl 26-12-2006

3 LPAR2R3/KAZG07/SP | Zakwan Nur, Kirim
K SH PUP 21
Tgl 22.7.2007

4 LP/13222/KA1/2007 | Jani  Basuki | Sigit Kirim
/SPKTI Surtarno Hermaato PU/P2L
Tet 28-03-2007

8 LP/ASTAN20006/K | - DRHe H. P2
asatgas Ops Tgl 24- Ahmad
03-2006 Fauzi, SH

) LP/17.c/112006/Ditr | - Adenan Lis | Sidik
eskeim
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Tl 13-02-2006

7 LP/44771X72008 Edy Susaysto | Yong Peng, | Sidik
Tgl 22-69-2008 dkk

Sumber : Mabes Polrd

Sedangkan dari Laporan Hasil Analisa PPATK yang disampaikan kepada
Poiri, Poiri menggunakannya untuk memulal penyelidikan terhadap
dugasn adarys tindak pidana pencucian sang. Selama tahun 2005 {seisk
PPATK berdiri) hingga tahun 2008 tindak lanjut terhadap Laporan Hasil
Analisa PPATK adalah sebagai berikut ;

Tabel 6
Tindak Lanjut Laporan Hasil Analisa PPATK

Oleh Mabes Polri

N! The | JML Keterungan
LHA | PPO | Alnmat Tdk Heati | Lidik | Heati Bidik P2 P19 | PII
Fildif | Predicate ; pidik Sidik

Crime
11 2605 125 1 K1t 7 6 62 5 i - | 6
21 2006 69 - 4 g 10 44 1 p i 1 5
3| 2007 77 - 4 5 i 56 2 6 - - 3
4 | 2008 154 - - » - 151 - 2 - - H
Yotal 428 i 38 18 ¥ 313 8 41 1 2 3]

Sumber : Mabes Polri

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat kita lihat bahwa dart 425 Laporan
Hasll Analisis yang dilakukan olebh PPATK dan diberikan kepada Polri,
hanya 15 kasus yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh ponuntut umum
sehingea lsyak untuk dilakukan penunfutan ke pengadilan. Pada tshap
pengembalian berkas perkara untuk difengkapi penyidik (P-19) sebanyak 2
kasus, tahap pemeriksaan tambahan oleh penuntut umum (P-22) sebanyak
! kasus kemudian di tahap penyidikan sebanyak 21 kasus. Pada tahap
penyidiken tzlah dibentikan penyidikannya karena tidak cukup alat bukti
sehanyak 8§ kasus dan vang dihentikan pada tahap penyelidikan karena
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tidak terdapat peristiwa pidana sebanyak 313 kasus. Selain itu terdapat 18
kasus yang predicaie crime nya tidek termasuk di dalara pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2002 sebagaimana telah divbsh dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencugian
Uang. Terdapat 38 Laporan Analisa PPATK yang identitasnya palsu dan |
kasus telah diketahui identitasnya dan telah dinyatakan sebagai tersangka
namun yang bersangkutan belum ditemmukan sehingga masuk dalam Daftar
Pencarian Orang {DPO),

Menurut Polri hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyelidik mawpun
penyidik dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis PPATE adalah:

{. Laporan hasil anslisis dari PPATK belem memadal untuk dilakekan
penyelidikan sehingga masih memeriukan informast tambahan yang
lebih kongkrit.

2. Alamat tersangka dalam Karty tanda penduduk (KTP) adaish
fiktif/palsu.

3. Terdapat perbedaan persepsi dengan penuntut mmum terkait dengan
predicate crime, persepst penyidik Predicate Crime tidek harus
dibuktikan, persepsi Penuntut Umum Predicate Crime harus
dibuktikan terlebih dahulu baru kemudian pencucian vangnya,

Laporan hasil analisis yang dilakukan olech PPATK hanya menyebutikan
kejanggatan sehuak transaksi keuangan yang dilakukan oleh seseomng di
luar kebiassannya, pamun di dalam {aporan tersebot tidek disebutkan
informasi-informasi  lain mengenat adanya peristiwe tindak pidana
pencucian uang, Schingsa penyelidik dan penyidik Polrl  masih
memeriukan  informasi-informasi  tambaben  dari PPATK  untuk
mengungkap ada tidakoya peristiwa pidana, sehingga hanya sedikit dari
Laporan Hasil Analisis yang ditingkatken ke tingkat penuntutan olch
penyidik Poiri,

PPATK tidak dapat mendapatkan informasi yang memedai karena
PPATK tidak mempunyai kewenangan sebapai penyelidik seperti dalam
pasal § ayat (1) KUHAP. Dalam ketentuan tersebut salah saty kewenangan
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penvelidik adalah mencari keterangan dan barang bukti guna menentukan
apakah telsh terjadi suatu tindsk pidans alau udak. Dengan tidak adanya
kewenangan tersebut maka Laporan PPATK menjadi tidek lengkap dan
sumir karena hanya mengandalkan laporan sepihak darl penyedia jasa
keuangan. Berdasarkan informasi sepihak penyedia jasa keuangan tersebut
PPATE melakukan analisa tanpa adanya informasi lain, schingga bahan-
bahan untuk melakukan analisa menjadi sangat sedikit. Penyidik ataupun
penyelidik tindak pidana pencucian uvang mengalami kesulitan dalam
merulai penyelidikan atau penyidikan schingga lingkat keberhasilan
penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang menjadi rendah.

Sesuai dengan data yang didapat dari Polri tersebut di atas, bahwa
angka terbanyak dari Laporan Hasil Analisis PPATK berada pada tingkat
penyelidikan yaitu sejumiah 313 laporan dan kemudian disusul dengan 38
laporan yang tidak dapat diteruskan karena alamalnys 6kl Polr
mengalami kesulitan dalam meniodaklanjuti laporan hasil anslisis PPATK
tersebut salahsatunya dikarenskan banyaknya alamat stau identitas GikGE
Dengan demikian apabila Polri menemukan bahwa identitas di dalam
lzporan hasil analisis PPATK tersebut palsn maka laporan tersebut tidak
dapat diteruskan. Selain itu terdapat juga hambatan pada tahap pra
penantutan, vaitu menurut sudut pandang penyidik Pelri dalam melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tidsk perlu terdebih
dahuly membuktikan adanya tindsk pidana asalnya dan hanya cukup
dengan dugaan tindak pidana asalnya saja. Namun menunat sudut pandang
penuntut umum dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang harus
dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asafvnyam; Sehingea penulis
berpendapat bahwa penestuan adenya dugssn tindsk pidana pencucian
ugng sehenarnya bukan ditentukan oleh PPATK, tetapi ditentukan oleh
pihak penyidik. Oleh karena itu PPATK hanye bersifal pemberf umpan

sajg, vang berada dibelakang layar karena Iebih bersifat schagai fungsi
imelijen.

2 Wawancam dengan T.M, Syshrizal, Kasubdit Keamanan dan Ketertban Umum dan
TPUL pada Jampidum Kejoksaan Agung R tanggel 14 April 2089
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Efektifitas sistem peradilan pidana tergantung dari banyak faktor.
Seperti yang disampaikan oleh Hirosh Ishikawa yang dikutip oleh Topo
Santoso bahwa terdapat beberapa indikator keberhasilan dari penerapan
sistem peradilan pidana terpadu yaitu:'®
{1y  Clearance rate yang tinggi yaitu tingkat pengungkapsn

perkara oleh penyidik Polist.

(2Y  Cenviction rate yang relatif cukup tinggi, yaitu keberbasifan
peogadilan menyelesaikan perkara.

{3  Rate of suspension {ingkat penundaan penuntutan}.

{4}  Speedy disposision (penyclesaian perkara yang cepat).

{3)  Semtencing (pemidasn).

(63  Recomviction rate (rata-rata pengulangan kejabataniresidivis).

Apabila dikaitkan dengan tingkat keberhasilan rezim anti pencucian vang
di Indonesia, seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa dari 425
Laporan Hasil Analisa oleh PPATK vang diserahkan kepada Polri hanve
15 yang dapat dianggap lengkap dan dapat dilakukan penuntoten oleh
Penuntut Umum dan salah saty hambatannya adalah ferdapat perbedasn
persepsi antara Polrd dan Kejsksaan mengenai harus dibuktikan atau tidek
predicate crime dalam melekukan penuniufan tindsk pidana pescucian
pang. Selain itu penyidik Polri juga melakuken penyelidikan dan
penyidikan dari temusan penyidik Polrt sendiri dimans selama tahon 2006
hingga shun 2008 hanva terdapat 7 kasus. Tingkat penyelesatan kasus
 tindak pidana pencucian uang (Clearence rate) oleh penyidik Polri sangat
rendah baik dari temuan sendiri maupun hasil dari Laporan Hasil Analisi
PPATK. Polri menjadi faktor penentu dalam efektifitas sistem peradilan
pidana khusus tindak pencucien usng karema Polri merupakan penyidik
tunggal dalam tindak pidasa pencucian uvang, Kendala-kendala vang
dihadapi oleh penvidik Polri tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat
mempengaruhi efektifitas sistem peradilan pidana khususova dalam tindsk
pidana pencucian vang. Darl jumiah kasus yang diselesaikan oleh penyidik

¥ Topo Santosn, Polist dan Jaksa: Keterpadunn atau Pergulotan? Pusat Studi Poraditan

PFidena Indonesia, Depok, 2000, Hal 79
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Polri terlinat bahwa penyidik Polri menggantungken kepada Laporan Hasil
Analisa PPATK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana pencucian vang, schingga tingkat keberhasilsn pemberantasan
pencucian vang di Indenesia sangat bergantung kepada PPATK. Selain itu
penyelesaian Laporan Hasét Analisa PPATK oleh Polri yang rendah
tersebut karena masih sumimys laporan terscbut sehingga Polri masih
memnbutuhkan  informasi-informast dan dala-data tambahan, Data dan
informasi tersebut sulit didapat oleh PPATK karena PPATK tidak
merapunyal  kewenangan  untuk  melskukan  penyelidikan,  Denpan
demikian pekerjaan mengungkap ads atay tideknya pencucisn sang
berdasarkan LHA dart PPATK oleh penvidik Polri tersebut memakan
wakiu vang lama schingea speedy disposision dalam penyelesalan kasus
dugaan tindak pidana pencucian tersebut sangat rendah,

Selain diserabkan kepada Polrl, PPATK juga menyerabkan
Laporan hasil analisa kepada Kejaksaan, Seiak PPATK didirikan sebanyak
32 laporan hasil analisa transaksi Keuangan yang mencurigakan telsh
diserahkan kepada Kejaksasn Agung RIL Sampsi dengan fahan 2009
Kejaksaan Agung RI telah menyeiesatkan § laporsa hasil analisa PPATK
tersebut menjadi perkara tindak pidane koropsi, Kesulitan-kesulitan yang
dihadapi oleh Kejaksaan Agung RI sams dengan yang dizlami penyidik
Polri yaitu laporan tersebut kualitasnya wmasih rendah, Kgjaksaan
mengunakan laparan hasil anelisa PPATK tersebut untuk mengungkap
kasus-kasus findek pidana kerupsi karena Keiaksaan hanva melakukan
penyidikan tindak pidana korupsi.

Berdasackan wraian tersebut di atas dépat digambarkant bahwa
posisi seniral pada rezim pemberantasan tindak pidana pencucian sanp di
Indonesia adalah PPATK. PPATK menjadi salah satu unsur di dalam
koridor sistems peradilan pidana khususnya di dafam rezim pemberantasan
tindak pidana pencucian uvang. Penyidik Polri sebagai penvidik tunggal
findak pidana pencucian vang merasz kesulitan dalam menindakiapiuti
laporan hasi analisa yang dibuat oleh PPATK schingga selama ini hanya
15 laporan hasil analisa yang diserahkan oleh PPATX dapat ditingkatkan
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ke penuniutan oleh penyidik Poiri. Pemberantasan tindak pidana pencucian
vang dengan cara menindaklanjuil laporan hasi] amalisa PPATK
merupakan salah saty  politik kriminal dalam bentuk penal dan
dilaksanakan dengan menggunakan saramana sistem peradilan pidana.
Sedangkan pada penegakan hukumnya akan dipengaruhi oleh beberapa
fakior. Sedangkan menorut Scerjono Soekanto seperti vang telalt penulis
uraikan pada bab I terdapat Hima unsur penegakan hukam, yaitu:
a. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undaag-undang saja;
b, Faktor penegak hukum, yekni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum;
¢. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Fzktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
Dengan adanya peran PPATK sebagai Financial Intelliigence Unit yang
hanye bersifat memberkan informasi kepada Polri dan Kejaksaan R
fersebut di atas, dimana hasil laposan analisa yang disampaikan oleh
PPATK belum cukup memadai untuk dilakukan penyelidikan maupun
penyidikan. Hal ini disebabkan karena lembags PPATK hanya bersifal
administratif saja yaitu hanys memberikan informasi awal tanpa aktif
mencan informasi-informasi pendukung lainnya. PPATK tidak dapat
memberikan informasi-informasi secara lengkap karenz PPATK fidak
mempunyai kewenangan sebagai penyelidik. Maka dapat dikatakan baliwa
peran rezim pemberantasan tindak pidana penc:ucian vang di Indonesia
belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor
hukymnya sendiri dimana dalam pemberantasan tindak pidana pencucian
vang hanya terdapat penyidik tunggal yaitu penyidik Polri.

Sedangkan dari faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor
pencgakan hukum yang tidak bisa disbaikan, sebab mengabaikan faktor ini
akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang sangat
diharapkan. Yang sangat penting dari faktor penegak hukum ini adalah

Universitas indonasia

Harmonisasi Penyidikan..., Annissa Kusuma Hasari, FH Ul, 2009



113

justru pada peran diskresi yang memang dimitikinya, Fakior penegak
hukum dalam suatu pencgakan hukum tidak dapat semata — mata dilihat
dari apa peran, tugas atau kewalibannya vang tertuang dalam peraturan
perundang — undangan. Secara sosiologis maka setisp penegak hukum
mempunyal Kedudukan {status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial)
merupakan posisi tertentu datam struktur kemasyarakatan yang mungkin
tinggi, sedang — sedang saja atas mungkin rendah. Kedudukan tersebut
sebenarnva merupakan suatu wadah yang isinya adalah hek — hak dan
kewajiban — kewajiban tertentu. Hak- hak dan kewaliban tadi merupakan
peranan mau “role”. Oleh karema itu, seseorang yang mempunyai
kedudukan tertentn, lazimnys dinamakan pemegang peransn { role
accupant).'™

Masalahi peransn dianggap peniing, oleh karena pembahasan
mengenai penegak hukum sebenamya lebih banyak tertuju pada diskresi,
Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat
oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. '®

Dilihat dari faktor penegak hukum maka masih terdapat perbedaan
pandangan mengenal penyidikan dan penuntutan tindek pidans pencucian
uang. Kejaksaan R] selaku penoniut waum berpendapat bahwa dalam
melakukan penuntutan Hindak pidana pencucien uang kasus terlebih dahutu
dibuktikan findsk pidana asalnya., Perbedsan persepsi ini merupakan
hambatan utama di dalam proses penuntutan tindak pidana pencucian
vang. Dalam upaya menasgewlangi kejahatan di sefiap nogara keterpaduan
sntara para pesegak hukum meropskan sustu hal yang sangat peating,
bahkan ketiadaan keterpaduan weropakan salah safu faktor penyebab
gagalnya pemberantasan kejehatan, Hubungsn yang terpadu antara Polis
dan Jaksa dalam sistem peradilan pidana sangatiah penting artinya dalam
penyelesaian perkars pidana terutama pada tahap pra-ajudikasi®
Hubungan antara Polisi dan Jaksa memang tidek harmonis sejak
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tehun 1981 dimana Jaksa tidak

184 s oeriono Soekanto, Op.Cit, Hal. 13.
¥ phid, Hat, 14
Y% fbid, Hat 1SL.
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lagi mempunyai kewensngan sebagai penyidik dan fungsinya diganti
dengan apa yang disebut pra penuntutan.'” Sementara itu pada saat yang
sama, baik Polisi maupun Jaksa masih menyimpan suatu persaingan. Suaty
persaingan yang scbenamnys berlangsung seiak lama, Masing-masing
pihak mempunyai memiliki alasan sendisi, Masing-masing pihak berusaha
meyakinkan untuk  menyatakan bahwa mereka pantas mempunyai
wewenang dalam melakukan penyidikan.'® Dengan demikian di datam
rezim pemberantasan pencucian wang i Indonesia terdapat hambatan
salgh satunva adalah tidek haunonisnya hubungan antars penyidik Polri
dan Jaksa Penuntut Unnum.

Dengan keadaan-keadaan tersebut maka rezim pemberantasan
tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak begalan dengan
maksimal. Disisi lain dari laporan hasil analisa yang dilakukan oleh
PPATK, dapat dikelompokkan tindsk pidana asalnya menjadi beberapa
Jjeais, dimana tindak pidana korupsi menempati vrutan pertama disamping
tindak pidana asal lainnya seperti penggelapan pajak dan penyelundupsn.
Terhadap tindak pidana asal tersebut terdapat penyidik lain selain Polri.
Misalnya tindak pidana korupsi dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik
Kejaksaan, tindak pidana pesyclundupan oieh penyidik Bea dan Cukai
serta tindak pidana perpaiakan oleh penyidik pajak.

Berdasarkan laporan husil analisa PPATK tersebut di atas dimana
dapat dilihat bahwa korupsi mensrspati uwrutan pertama dalam tindak
pidana asal. Selama ini dalam menindaklaniuti laporan hasil analisis
PPATK, Polri mengalami kesulitan dintaranya karena laporan hasil analisa
PPATK masih sumir dan penuntut umum menghendaki agar tindak pidana
asalnya dapat dibuktikan terlebih dabule, sehingga mengakibatkan kurang
optimainya pemberantasan tindak pidans penencian uang, %émgkan ai
sisi lain terdapat instansi lain vang berwenang melakukan penyidikan
tindak pidana korupsi yaitu Kejaksazn Rl Denpan demikinn untuk

'8 Libat pasal 138 ayet (2} Undang-Undang Momor 8 Tehun 1981 dimana Penuntut

Pmum mempunyel hek unink mengembsiikas berkas perkass vang belum fengkap kepada
penyidikig;i ving bidss dizebut proses pre penuntden ofsh instensi Kejaksaan R1.

Topo Santoso, Op.Cit Hal 142,
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mengoptimaikan rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat
dilakukan penysiidikan dan penyidikan kepada instanst yang berwenang
melakukan penyidikan tindak pidana asalnya, dalam hal tindak pidana asal
adalah penyidik Kejaksaan RIL

Penyidikan tindak pidana pencucian dengan cava membgerikan
kewenangan kepada lebih dari instansi untuk melskukan penyidikan dapat
meningkatkan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Kewenang
penyidikan tindak pidana pencucian vang tersebut dapat diberikan kepada
penyidik-penyidik selain Polri vang berwenang untuk  melakukan
penyidikan tindak pidana asaloya. Dengan demikian i Indonesia dapat
raengpunakan multi investigators sysfems dalant rezim  pemberantasan
poncucian uang. Denpan mwdt; investigofors system maka dilarapkan
menumbubkan semangat kompetisi yaag positif diantara institusi penyidik
vang akan bermanfaat untuk penegakan hukum.
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BAB Y

PENUTUP

5.1, Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa

kesimpulan sehagal berikut :

3.1

Peraturan perundang - undangan yang sast ini berdaku menetapkan
penyidik Polri sebagai peayidik satu — satunya yang berwenang
melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPUL
Meningkatnys inlensiias pelaporan Penyedia Jasa Keusngan (PIK) ke
PPATK dan penyampaian laporan hasil analisis transsksi keusngan
mencurigakan oleh PPATK ke penvidik Polri, memberi beban tambahan
kepada penyidik Polri. PPATK menyampaikan laporan kepadr penegak
hukum dengan herapan  laporan  hasil  analisis  fersebut  dapat
ditindakianjuty, dan menunn perspektif PPATK adalah sebagai berikut;

{1} Apabila Laporan Hasit Analisis tersebut diproses sampai fingkat
ajudikasi, PPATK diherapksn menerima pemberitahuan lentang
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelaksanaan
putusan dimaksod sebagai sarana kontrol.

(2} Apabila perkara ifu tidak dapat diproses PPATK diharapkan menerima
penjelasan yang lengkap berikut dokumen pendukungnya vyang
menerangkan tidak dapat diprosesnya Laporan Hasil Analisa tersebut,
pada intinya PPATK mengharapkan transparansi.

Dalam menindaklanjuti laporan hasil analisa dari PPATK tersebut apabila
Polri menemukan bahwa identitas di dalam laporan hasil analisis PPATK
tersebut palsu maka laporan tersebut tidak dapat diteruskan dan tidak
dilakukan upaya lainnya. Sedangkan Kejaksaan RI tidak mempunyai unit
khusus dalam menyelesaikan laporan hasil PPATK vyang disampaikan,
Sejak PPATK didirikan sebanyak 32 laporan hasil analise transaksi
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keuangan yang mencurigakan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung
RI. Sampai dengan 1ahun 2009 Kejaksaan Agung R telzh mepyclesaikan
5 laporan hasil analisa PPATK tersebut menjadi perkara tindak pidana
kenipsi. Sedangken mengenat sisa laporan hasil analisa yang tidak dapat
diteruskan menurut perspektif Kejnksaan Rl adaiah karcna identitasnya
yang tidak benar dan tidak dilekukan upaya lainnya.

Dengan sdanya peran PPATK scbagai Financial ntelligence Unit yang
hanya bersifat memberikan informasi kepada Polri dan Kejaksaan Rl
tersebut di atas, dimana hasil laporan analise yang dissmpaikan olch
PPATK belum cukup memadai untuk dilakekan penyelidikan maupun
penyidikan. Hal ini disebabkan karena lembaga PPATK hanya bersifat
administratif saja vaitu hanya memberikan informasi awal tanpa aktif
mencar: mformasi-informast pendukung lainnya. PPATK tidak dapat
memberikan informasi-informasi secara lengkap karena PPATK tidak
mempunyai kewenangan sebagai penyelidik. Maka dapat dikatakan balwa
peran rezim pemberantasan tindak pidana pencucisn wang di Indonesia
belum berjalan dengan maksimal.

Sampai dengan akhir tahun 2008 PPATK telah menyerahkan sebanyak
425 laporan transaksi yang mencurigakan kepada penyidik Polri dan dari
425 Laporan Hasil Analisis hanya 15 vang telah dinyatakan lengkap (P-21)
oleh penuntut umum schinggs layak untuk dilakukan penuntutan ke
pengadilan. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyelidik maupun
penyidik dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis PPATR adslah:

I. Laporan hasi! analisis deri PPATK belum memadal untuk
dilakokan penyelidikan sehinppa masih memerlukan informuasi
tambahan vang lebih kongkrit,

2, Alamat tersangka dalam Karu tanda pendeduk (KTP) adalah
fiktif/paisu.

3. Terdapat perbedaan persepsi dengan penuntut unum terkait dengan
predicate crime, persepsi penyidik Predicate Crime tidak harus
dibuktikan, persepsi Penuntut Umum Predicate Crime harus
dibuktikan terlebih dahulu barn kemudian pencucian vangnya.
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Laporan hasil analisis vang dilakukan oleh PPATK hanya menyebutkan
kejangalan scbuah transaksi kevangan yang dilakukan oleh seseorang
diluar kebiasaannya, namun didalam laporan tersebut tidak disebutkan
informasi-informasi lain mengenai adanya peristiwa tindak pidana
pencucian  uang. Schingga penyelidik dan penyidik Polri masih
memerlukan  informasi-informasi  tambahan  dari  PPATK  untuk
mengungkap ada tidaknya peristiwa pidana, sehingga hanya sedikit dari
Laporan Hasil Analisis yang ditingkatkan ke tingkat penuntutan oleh
penyidik Polri.

Sesuai dengan data yang didapat dari Polri tersebut di atas, bahwa
angka terbanyak dari Laporan Hasi! Analisis PPATK herada pada tingkat
penyelidikan yaite sejumiah 313 laporan dan sebanyak 38 laporan yang
tidak dapat diteruskan karene alamatinya fiktif. Salah satu hambatan yang
paling banysk dslam menindaklanjuti laporsn hasil anafisis PPATK
tersebut  disebabkan banyaknya alamat atav identitas fiktif. Dengan
demikian apabifa Polri menemukan bahwz identitas di dalam laporan hasi!
analisis PPATK tersebut fiktifpaisu maka laporan tersebut tidak dapat
diteruskan. Selain #u ferdapat juga hambsatan pada tshap pra penuntutan,
dimanz menurnt sudut pandang penyidik Polri dalam melekukan
penyidikan terbadap tindak pidana pencucian ueng tidak perlu terlebik
dahulu membuktikan adanya tindak pidana asainys dan hanya cukup
dengan dugaan tindek pidana asalnya saja. Namun menurut sudut pandang
penuntut umuin dalam penuniutan tindak pidana pencucian wang harus
dibuktikan terlebih dehulu tindak pidana asalnya. Sehingga penulis
berpendapat bahwa pencntuan adanya dupaan tindak pidana pencucian
nang scbenamyz bukan ditentukan oleh PPATK tetapi ditentukan oleh
pihak penyidik. Oleh karena itu PPATK hanya bersifat pemberi umpan
saja, vang berada dibelakang layar karena lebih bersifat scbagal fungsi
intelijen.

Sedangken Iaporan bhasil analisa PPATK  fersebut juga
menyerahken Laporen hasil analisa kepada Kejaksasn. Sejsk PPATK
didirikan sebanyek 32 lapomsn hasil zmalisa transaksi keuanpan yang
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mencurigakan lelah diserabkan kepada Kejaksaan Agung Rl Sampai
dengan tahun 2009 Kejaksaan Agung R} telah menyelesaikan 3 laporan
hasil analisa PPATK tersebut menjadi perkara tindak pidana korupsi.
Sedangkan kesulitan-kesulitan yanpg dihadapi oleh Kejaksaan Apung R
sama dengan vang dialemi penyidik Polri yaiie laporan terscbul
kualitasnya masih rendah. Kejaksaan mengunakan laporan hasil analisa
PPATK terscbut untuk mengungkap kasus-kasus tindak pidena korupsi
karena Kejaksaan hanya melakukan penyldikan tindak pidana korupsi,

J. Berdasarkan hukum positif di Indonesia saat ol Polrl merupakan

penyelidik dan penyidik tunggal terhadap dugaan tindak pidana pencucian
vang. Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
pencucian uang berdasarkan Laporan Hasil Analisis dast PPATK dan juga
menemukan sendiri dugasn tindak pidana peneucian uang. Delam
penyidikan findak pidsne pencucian vang yang difakukan oleh Penyidik
Polrt poia penyidikan dilskukan dengan tahapan:
{1) Membuktikan Kejahatan Asalnya.
Kejahatan asal harus dipastikan merupakan kejzhatan yang termuat
daiam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 schagaimana
telah diubah dengan Undang-Lindang Nomer 25 Tabun 2003,
(2) Membuktikan tindak pidana percucian uang.
Setelah dapat dipastikan bahwa tindak pidana yang dalam peristiwa
tersebut merupakan tindek pidana vang fermuat dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 15 Tahup 2002 sebagaimans telah divbah
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tshun 2003, maka selanjutnya
adalah melakukan koordinasi dengan PPATK. Hal ini difskukan
untuk mempercleh rekaman transaksi yé,ng telah dilskukan olch
tersangka dan unfuk melfakukan pengembanpan mengenai siapa-
siapa saja yang terkait dengan aliran dana hasil kehatan tersebut dan
bisa ditetapkan sebagat tersangka tindak pidana monsy laundering,
Tahapan-tshapan terscbut merupakan standar i:erja penyidikan tindak
pidana pencucian vang. Dengan demikian penyidik dalem melakukan
penyidikan cenderung untuk membuktikan atay minimal menemukan
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kejshatan asalaya, kemudian mengembangkannya dengan  melakukan
penyidikan tindak pidana pencucian vang. . Sedangkan hambatan-hambatan
vang dihadapt  oleh  penvelidik  maupun  penyidik  Pold  dalam
menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis PPATK adalak:
1. Laporan hasil analisis dari PPATK belum memadai untuk dilakukan
penyelidikan sehingga masib memerlukan informast tambaban vang
lehih kongkrit.

7. Alamat tersangka dalam Kate tanda penduduk (KTP) adalsh
fiktif/palsu.

3, Terdapat perbedaan persepsi dengan penuntut umum terkait dengan
predicate crime, persepsi penyidik Predicate Crime tidak harus
dibuktikan, persepsi Pepuntut Umum  Predicate Crime harus
dibuktikan terlebih dahuluy baru kemudian pencucian uangnya.
Sedangkan penyidikan tindak pidana pemoucian uang yang

ditemukan oleh penyidik Mabes Polri sendiri selama tahun 2006 hingpa
tahun 2008 hanya 7 (fujuh} kasus tindak pidana pencucian uang vang dapat
diselesatkan. Laporan analisis transaksi Revangan vang mencungakan tdak
kanys dibuat oleh PPATK berdasarkan Lapoeran Transaksi Keuangan yang
Mencurigakan dari Penyedia Jasa Kevangan atau pihak pelapor, tetapi juga
berdagsarkan permintaandari penyidik tindak pidana asal. Permasalahan
mulai timbul jika dari laporan hasil analisis transaksi keuangan oleh PPATK
ditemuican adanya indikasi perbuatan pencucian nang, sedangkan penyidik
timfak pidana asal ternyeta tidak memiliki wewenang untuk melskukan
penyidikan Tindak Pidana Pencucien Uang. Jika berdasarkan dogaan
terjadinya Tindak Pidans Pescucian Uang  tersebut, kemudian laporan
analisis transakst kevangan diserabkan juga kepada penyidik POLRI untuk
melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uangnya sementara untuk
penyidikan tindak pidana asal dilanjutkan oleh penyidik sebelumnya, hal ini
tentu saja sangat tidak efektif. Dengan demikian rezim pemberantasan
tindak pidana peoscucian uwang di Indonesia belum berjalan dengan
muaksimal. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ssal
dalam wundang-undang pemberantasan pencuciﬁa uang tersehar dalam
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beberapa instansi penyidik, sepertt penyidik bea dan cukai, peayidik pajak
dan Kejaksaan. Namun instansi-mstansi penyidik tersebut tidek mempunyai

kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian vang.

Saran

Perlu dilakukan amandemen terhadap undang-undang  terhadap Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dalam hal ;

- Perluasan kewenangan PPATE yang semula hanve bersifat pasif dan
administratif  mengadi lembaga  yang  berwenang  melakukan
penyeiidikan dugaan tindak pidana pencucian uang seperti delam pasal
§ ayat {1} KUHAP, schingea dala dan informasi yang disampaikan
kepada penyidik tindak pidana pencucian vang menjadi lebih akurat.
Perlunya diberi kewenangan uatuk melakukan penyidikan tindak
pidana pencucian ueng kepada penyidik tindak pidena asal. Dengan
demikian akan terdapat beberapa keunfungan yang dapat diperoleh
vaitu secara teknis, penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh
penyidik tindak pidana asal akan menzmbah jumlah penangenan kasus
tindak pidana pencucian uang dan juga tindak pidana asginys. Penyidik
dapat memanfastkan kelebihan yang tercantum di dalam Undang ~
undang TPPU, seperti penerobosan prinsip kerahasiaan transaksi
kenangan, sistemn pembukiian terbalik dan sistem perlindungan saksi
dan pihak pelapor. Selain itu pemberian kewenangan penyidikan
tindak pidana pencecian uang kepada penyidik tindak pidana asaj akan
menciptakan  multi | bvestigators .syséem yang diharapkan
menumbuhkan semangat kompetisi vang positif dianiara  institusi
penyidik yang akan bermanfuat untuk penegakan hukum,
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Tahon 2002 tentang Tindak Pidana Pencecian Uang, Ul No.23 Tahun
2003. LN No, 108 Tahun 2003, TLN No. 4324,

. Undang-undang Tentang Psikotropika, Nomor 5 Tahun 1997, LN Ne. 10,
TLN No. 3671,

. Undang-undang Tentang Narkotika, Nomor 22 Tahun 1997, LN No. 67,
TLN No. 3698.

Keputusan Kepala PPATK No2/U/KEP. PPATK/2002 tentang Pedoman Unuum
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi PIK
{Pedoman T).

Keputusan Kepala PPATK No2/Md/KEPPPATKA2003 fentang Identifikasi
Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PIK (Pedoman 11} .

Keputusan Kepala PPATK NoZ/5/KEPPPATK/2003 tentang Idestifikasi
Transaksi Kevnangan Mencurigakan Bagi PVA dan UJPU (Pedoman HA}.
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Kepulusan Kepala PPATK NoZ/3/KEP.PPATK/003 tentang Tata Cara
Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PIK (Pedoman 1),

Keputusan Kcepala PPATK No2/T/KEPPPATK/2003 temtang Tata Cam

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PVA dan UJPU
(Pedoman 1HIA).

Keputusan Kepala PPATK No. ¥ I/KEP.PPATK/2004 fentang Pedoman Laporan
Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi PIK (Pedoman 1V

Keputusan  Kepala PPATK  No.3/9/KEP.PPATK/2004 tertang  Transaksi
Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewsjiban Laporan.
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